
 
 

 

NASKAH AKADEMIK 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  

TENTANG  

PEMILIHAN UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI II  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA   

 

2020



 

i 
 

DAFTAR ISI 

 

 

   

BAB I PENDAHULUAN 
 

  

  A. Latar Belakang ...................................................... 1  

  B. Identifikasi Masalah............................................... 7  
  C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah 

Akademik ................................................................. 

 

8 

 

  D. Metode Penyusunan Naskah 
Akademik................................................................... 

 
8 

 

 

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
 

  

  A. Kajian Teoretis ...................................................... 11  
  B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan 

Penyusunan Norma………………................................ 

19  

  C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi 
yang ada, serta Permasalahan Yang  dihadapi 

Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara 
Lain............................................................................ 

24  

  D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru 

yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap 
Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya 

Terhadap Aspek Beban Keuangan 
Negara....................................................................... 
 

44  

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT 

 

 
 

 

  A.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  

50  

  B.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 

54  

  C.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh 

56  

  D.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik 

62  

  E.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

64  



 

ii 
 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
  F.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 

71  

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS   

  A. Landasan Filosofis ............................................... 76  
  B. Landasan Sosiologis ............................................ 79  

  C. Landasan Yuridis  ................................................ 
 

83  

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 

 
 

 

  A.  Jangkauan............................................................ 88  

  B.  Arah Pengaturan................................................... 88  
  C. Ruang Lingkup Materi Muatan.............................. 89  
BAB VI PENUTUP   

  A. Simpulan ............................................................. 322  
  B. Saran ................................................................... 326  

DAFTAR PUSTAKA........................................................................ 327  
LAMPIRAN : 
 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 

tentang Pemilu) diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. UU No. 7 

Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus 

mengenai kepemiluan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang menyatakan 

bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara 

serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun dikarenakan perintah Putusan 

MK No 14/PUU-XI/2013 terkait penggabungan kedua jenis Pemilu 

tersebut, pada waktu itu pembentuk undang-undang selaras dengan 

Putusan MK tersebut mengkodifikasikan sejumlah undang-undang 

kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Undang-undang 

yang pada waktu itu subtansinya dikodifikasikan yakni Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 

tentang Penyelenggara Pemilu Tahun 2011), kemudian undang-undang 

mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang Pileg), dan terakhir 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (UU tentang Pilpres).  

Selain Pemilu yang diatur dengan UU tentang Pemilu selama ini kita 

mengenal juga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Pilkada). Selama ini Pilkada diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang Pilkada). UU 

No. 1 Tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (UU tentang Perubahan Atas UU tentang Pilkada). 

Kemudian, UU No. 8 Tahun 2015 diubah lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang 

Perubahan Kedua Atas UU tentang Pilkada). Keseluruhan pengaturan ini 

pada saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada 

yang diselenggarakan secara serentak yang dimulai sejak tahun 2015.   

Adanya undang-undang mengenai Pemilu dan undang-undang 

mengenai Pilkada seyogyanya merupakan suatu langkah penting dalam 

perkembangan demokrasi kita. Hal ini selaras tujuan Pemilu itu sendiri 

dalam negara demokrasi yang merupakan suatu proses penggantian 

kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Namun demikian, 

sebagaimana dikatakan oleh Arend Lijphart bahwa upaya untuk 

membentuk sebuah negara yang demokratis bukanlah pekerjaan 

mudah. Lijphart menyebutkan bahwa,”It is not a sistem of government 

that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them 

to a reasonable degree.”1 Bagi Lijphart seluruh ide mengenai 

demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) 

apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk 

negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakan kepada 

tingkatan paling mungkin (a reasonable degree). Sehingga pemerintahan 

demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola 

oleh rakyat kebanyakan. 

Sejalan dengan keinginan untuk membentuk demokrasi yang ideal itu 

pula,  ketika membentuk UU tentang Pemilu pembentuk undang-undang 

 
1Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration, New 

Haven and London, USA: Yale University Press, 1977, hal. 4. 
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memang tidak menggabungkan subtansi Pilkada kedalam Pemilu hal ini 

dikarenakan terdapat pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada (rezim 

Pemerintahan Daerah) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013). Ketika 

mendasarkan kepada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 memberikan 

“rambu-rambu” bahwa yang dapat dimaknai sebagai Pemilu hanyalah 

Pasal 6, Pasal 6A, dan pastinya Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) saja. Begitu 

pula, Pilkada juga terbatas hanya kepada Pasal 18 UUD NRI Tahun 

1945. Ketika pada waktu itu MK membagi kedua rezim tersebut maka 

pembentuk undang-undang pun pada akhirnya membuat undang-

undang yang berbeda baik Pemilu dan Pilkada. 

Dalam perkembangannya, MK pada tanggal 26 Februari 2020 melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Putusan MK 

No. 55/PUU-XVII/2019) telah memberikan terobosan besar bagi 

pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan. Dalam Putusan MK No. 

55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan 

Demokrasi (Perludem) sebagai pemohon tersebut, walaupun pada 

akhirnya pokok permohonan pemohon ditolak, namun MK memberikan 

sejumlah model keserentakan pemilihan umum (Pemilu) yang baru. 

Adapun model keserentakan Pemilu yang tetap dinilai konstitusional 

menurut MK berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut: 

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. 

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan 

Bupati/Walikota. 

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya 

dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota 
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DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, 

dan Bupati/Walikota. 

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya 

dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih 

anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian 

beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak 

kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

memilih Bupati dan Walikota. 

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan 

pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan 

Presiden/Wakil Presiden. 

Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini sejatinya MK 

memberikan sejumlah alternatif keserentakan Pemilu yang selama ini 

sudah dimulai dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. 

 Adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini mengkonstruksi 

ulang pilihan-pilihan dalam menentukan keserentakan Pemilu, yang 

pada pokoknya pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara menjadi bukan satu-

satunya pilihan. Semula pilihan Pemilu 5 kotak suara selalu mengacu 

pada pertimbangan hukum angka [3.17] dalam Putusan MK No. 

14/PUU-XI/2013 yang mana MK menjelaskan bahwa dari sisi original 

intent dan penafsiran sistematik, Pemilu harus dilaksanakan secara 

serentak dan terdapat 5 kotak suara. Argumentasi yang dibangun 

apabila kita membaca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tersebut 

adalah hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

yang mana tercermin ketika membaca “Pemilihan umum 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah” dalam “satu tarikan nafas”.  

Pilihan Pemilu dengan 5 kotak suara yang selama ini menjadi satu-

satunya pilihan menurut Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 telah 

disempurnakan dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, 
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dimana inti dari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tetap dalam 

rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Ketika tujuan 

utama yang ingin dicapai adalah penguatan sistem pemerintahan 

presidensial, MK kemudian pun terbuka untuk meninjau ulang ataupun 

menata ulang dalam penentuan keserentakan Pemilu anggota lembaga 

perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD). 

MK sebagai the sole interpreting of constitution (penafsir konstitusi) 

memberikan suatu gagasan pemikiran yang besar yakni menurut MK 

“Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak 

mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik 

sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga 

perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan 

presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara 

doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga 

perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan 

sistem pemerintahan presidensial”. Dengan demikian Putusan MK No. 

55/PUU-XVII/2019 dapat menjadi acuan utama dalam menata kembali 

keserentakan Pemilu kedepan. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU 

tentang Pemilu termasuk salah satu judul RUU dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan bahkan termasuk juga dalam 

Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Keinginan untuk membenahi Pemilu ini 

sejalan dengan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang dalam 

pertimbangan hukum angka [3.16] membahasakan “penentuan model 

yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk 

memutuskannya” dan selanjutnya dalam pertimbangan hukum angka 

[3.18] membahasakan “Mahkamah tidak berwenang menentukan model 

pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah 

dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16]“. Dengan demikian 

proses penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Pemilu 
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seyogyanya sudah bisa dimulai namun tetap memperhatikan Putusan 

MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan acuan keserentakan yang 

baru yakni keserentakan dalam memilih anggota DPR, DPD, dan 

Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini jelas berbeda dengan keserentakan 

Pemilu yang diperkenalkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 

untuk memillih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil 

Presiden. Putusan MK ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dalam sebuah negara yang mana salah satunya agar 

memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.2 

Hal menarik lainnya ketika melihat Putusan MK No. 55/PUU-

XVII/2019 adalah dari sejumlah pilihan model keserentakan Pemilu 

yang dijabarkan oleh MK di pertimbangan hukum angka [3.16], terdapat 

penggabungan antara Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah). Penggabungan Pilkada ke pengaturan Pemilu 

melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sejatinya merupakan 

jawaban akan problematika kedudukan Pilkada selama ini. Putusan MK 

No. 55/PUU-XVII/20193 ini merupakan terobosan penting karena 

dahulu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-

II/2004 (Putusan MK No. 072-73/PUU-II/2004), MK masih secara tidak 

langsung (tidak tegas) menggabungkan Pilkada ke rezim Pemilu. 

Walaupun memang setelah Putusan MK No. 072-73/PUU-II/2004 

tersebut lahir sejumlah undang-undang yang bernafaskan 

penggabungan Pilkada ke rezim Pemilu seperti di Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 

tentang Penyelenggara Pemilu Tahun 2007) dan UU tentang 

Penyelenggara Pemilu Tahun 2011. Namun demikian, ketika lahir 

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada 

 
2Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 175. 
3Achmadudin Rajab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan 

Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal RechtsVinding Online dimuat 

dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=292, diakses tanggal 9 

April 2020.  

https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=292
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menjadi tegas kembali dan pada akhirnya baik Pemilu maupun Pilkada 

diatur dalam undang-undang yang berbeda.  

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 selaras dengan pemikiran 

kodifikasi pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni Pemilu Daerah dan 

Pemilu nasional. Pemilu nasional adalah Pemilu untuk memilih anggota 

DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Putusan MK 

No. 55/PUU-XVII/2019 harus dijaga keserentakannya dan Pemilu 

Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah.  

Sejumlah hal tersebut diatas sejatinya dapat menjadi dasar 

pentingnya untuk membentuk Naskah Akademik dan RUU tentang 

Perubahan Atas UU tentang Pemilu yang juga tercantum dalam 

Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Adapun ketika melihat bahwa 

perubahan ini akan merubah secara menyeluruh skema yang ada maka 

besar kemungkinan arahnya perubahan yang seharusnya dalah adalah 

penggantian undang-undang. Hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 

237 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa jika perubahan peraturan 

perundang-undangan mengakibatkan sistematika yang berubah, materi 

yang berubah lebih dari 50%, atau esensinya berubah maka lebih baik 

dicabut dan disusun kembali dalam bentuk yang baru. Oleh karena itu 

dalam rangka membentuk dasar hukum kepemiluan yang baru yang 

memaknai gagasan keserentakan Pemilu yang baru yang telah diberikan 

oleh MK dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 maka dalam hal ini 

dibentuklah Naskah Akademik dan RUU tentang Pemilu, yang baru. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang 

dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan 

Pemilu pada saat ini? 

2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

Pemilu pada saat ini? 
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3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Pemilu?  

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 

muatan yang perlu diatur RUU tentang Pemilu? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, 

tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 

pada saat ini.  

2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penyelenggaraan Pemilu pada saat ini. 

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis RUU tentang Pemilu.  

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan 

RUU tentang Pemilu. 

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU 

tentang Pemilu ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi 

penyusunan draf RUU tentang Pemilu.    

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pemilu dilakukan 

melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data 

sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta 

peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang 

maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum 

terkait.   

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan 

penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pelaksanaan Pemilihan Umum yang berlaku, diantaranya yaitu:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lem 

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lem 

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

h) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 
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j) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); dan 

k) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187). 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis   

      Pemilu bukan hanya menjadi instrumen bagi konversi suara menjadi 

kursi, tetapi lebih luas lagi maknanya karena juga dapat menentukan arah 

sistem pemerintahan yang dibangun dimasa depan. Sistem pemerintahan 

yang terbentuk melalui pemilu yang diselenggarakan adalah menjadi 

penentu kapasitas demokrasi yang menggerakkan sistem politik, termasuk 

mengelola partisipasi masyarakat. Pangkal tolak dalam membangun sistem 

pemilu yang demokratis adalah tidak lepas dari agenda amandemen 

konstitusi utamanya terkait dengan prinsip penegakan kedaulatan rakyat. 

Pergulatan gagasan yang berlangsung di awal reformasi tersebut berujung 

saat diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. “ini kemudian saat 

dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya berbunyi: 

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.” 

        Perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 

sekaligus juga diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat  

memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Salah satu contohnya 

adalah Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan 

negara yang awalnya dipilih oleh MPR, dilakukan perubahan. Pada UUD 

1945 yang sudah diamandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, 

tidak lagi oleh MPR. Di samping itu, mandat yang diberikan rakyat kepada 

penyelenggara kekuasaan negara lainnya, seperti halnya DPR dan DPD. 

Semua anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan tidak seorangpun  

anggota DPR dan DPD4, khusus DPD saat masih dikenal istilah utusan 

daerah dan utusan golongan, yang ditunjuk  sebagaimana pernah 

dipraktekkan sebelum reformasi 1998, termasuk pula keberadaan Fraksi 

 
4Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011, hal. 4-5.  
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TNI/Polri atau yang awalnya bernama Fraksi ABRI  tidak dipilih oleh rakyat 

melalui pemilu, tetapi melalui mekanisme pengangkatan. 

         Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)  Deklarasi Universal hak 

asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights/ DUHAM) terdapat 5 

asas  penyelenggaraan pemilu, yaitu: berkala, hak pilih universal, rahasia, 

bebas,dan setara. Khusus pada asas penyelenggaraan pemilu secara 

berkala ditekankan dengan keharusan melaksanakannya secara sungguh-

sungguh.  Dalam pengertian tidak dibenarkan adanya upaya untuk tidak 

dilaksanakan pemilu dalam skala waktu yang ditentukan karena 

keengganan atau ketidakjujuran dari pihak berwenang.  Tidak hanya itu, 

ihwal hak pilih universal, juga dikaitkan dengan kesetaraan atau 

kesederajatan  hak. Lebih jauh asas-asas pemilu juga ditegaskan dalam 

Pasal 25 International Convention  on Civil and Political Rights (Kovenan 

Hak Sipil dan Politik, ICCPR),  Ketentuan ini menyatakan sebagai berikut: 

 

o To take part  in the conduct  of public affairs, directly or through  
freely chosen representatives; 

o To vote and  to be elected  as genuine periodic elections who 
which shall be by universal  and equal suffrage and shall be held  
by secret ballot, guaranteeing the free expresssion of the will  of 
the elector; 

o To have access  on general times of equality to public service in 
his country.5 
 

      Demokrasi sangat terkait dengan pemilu. Itulah sebabnya peranan 

penyelenggara Pemilu juga begitu penting demi keberhasilan Pemilu.6 

Adapun dalam sistem demokrasi perwakilan negara modern, pemilihan para 

wakil rakyat dianggap harus melalui pemilu yang jujur dan adil. Kelemahan 

atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil menjadi penanda kegagalan 

dalam  pembangunan politik dan langkah awal menuju transisi demokrasi 

guna menuju tertib kelembagaan politik yang terkonsolidasi. Bingham 

 
5United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”, Article 22,  

  6Achmadudin Rajab, Tepatkah Kebijakan KPU RI Menunda Pilkada Di 5 Daerah 
Pemilihan?, Jurnal RechtsVinding Online, dimuat dalam 

http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=171, diakses tanggal 23 Maret 

2020. 

  

http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=171
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Powell menyebut pemilu merupakan instrument of democracy  melalui 

pendapatnya: 

  “In political systems which many people, such as modern nations, 

government by the people must for the most part be indirect. The people 

participate primarily  by choosing policy makers in competitive elections. 

Such elections are instruments of democracy to the degree that they give 

the people  incluence over policy making.”7 

        Walaupun tentu disadari, pemilu bukan satu-satunya instrumen 

demokrasi, tetapi pemilu adalah hal yang sangat mendasar atau terpenting 

guna menegakkan aturan main kehidupan politik yang demokratis. Dalam 

konteks ini penting mencermati perbedaan antara sistem parlementer dan 

sistem presidensil, yaitu pada status dan kewenangan kepala pemerintahan 

dan hubungannya dengan parlemen. Meskipun demikian, di antara dua 

kutub sistem pemerintahan itu, ada juga negara yang menerapkan 

penggabungan kedua ktub sistem tersebut. Sehinggga, kemudian bisa 

muncul beberapa variasi yang merupakan campuran dari keduanya. Variasi 

penggabungan sistm ini pemerintahan  bisa terletak pada besarnya peranan 

presiden, perdana menteri, dan parlemen. Adopsi atas masing-masing 

variasi sistem pemerintahan tadi bisa didasarkan pada kesepakatan politik 

dan konstitusi di negara bersangkutan. Ini bisa berkembang pada sistem 

pemerintahan di masing-masing negara yang mengandung beberapa ciri 

atau karakteristiknya, baik pada sistem presidensil, sistem parlementer, 

maupun sistem campurannya.  

      Hal lainnya adalah dewasa ini pengaturan Pemilu khususnya di 

Indonesia seringkali diubah. Perubahan undang-undang adalah susatu 

yang tidak dapat kita hindari, hal ini dikarenakan hukum selalu 

berkembang dan oleh karenanya pembentuk undang-undang harus adaptif 

dengan perubahan-perubahan.8 Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 

oleh Turpin dan Tomkins pun menjelaskan Pemilu sebagai berikut 

 
7Topo Santoso dan Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan 

dan  Pengawasan, Penerbit Sinar Grafika,  Jakarta, 2019, hal.11. 
8Achmadudin Rajab, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jurnal Legislasi 
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In a general election the election is of members of Parliament to represent 

constituencies. In modern times, however,  elections have become less about 

electing individual members of Parliament and more about electing a 

government.9 

Turpin dan Tomkins  bahwa menjelaskan saat ini terjadi perkembangan 

pemahaman mengenai Pemilu (general election) yang pada mulanya 

merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih 

luas menjadi pemilihan pemerintahan.  

       Selanjutnya, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan adalah 

perdana menteri dan kepala negara disebut presiden (atau raja atau ratu). 

Perdana menteri memimpin kabinet dan memikul tanggungjawab 

sepenuhnya sebagai pemimpin lembaga eksekutif. Ia biasanya adalah 

pemimpin partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 

pemilu. Para menteri ditentukan oleh formatur kabinet yang biasanya 

menjadi perdana menteri. Presiden/raja/ratu adalah pejabat yang tidak 

mempunyai kekuyasaan sehari-hari yang nyata karena kekuasaannya yang 

bersifat simbolis. Dalam monarki konstitusional parlementer, pejabat ini 

tidak dapat diminta pertanggungjawaban sehingga timbul istilah “the king 

can do no wrong”.10 

       Adapun dalam sistem presidensil, kepala pemerintahan adalah 

presiden yang sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dipilih oleh rakyat, 

baik langsung melalui pemilu oleh rakyat maupun tidak langsung melalui 

perwakilan tertentu. Presiden memegang kendali pemerintahan dan dia 

adalah kepala eksekutif yang menunjuk menteri-menteri yang akan duduk 

di kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu presiden yang 

bertanggungjawab kepada presiden. Presiden juga kepala negara, ia 

sekaligus memegang kekuasaan simbois.11l Konsekuensinya adalah dalam 

diri seorang presiden terdapat kekuasaan politik nyata dan kekuasaan 

 
Indonesia, Volume 13 No. 2 Tahun 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Jakarta, 2016, hal. 19. 
9Colin Turpin dan Adam Tomkins, British Government and the Constitution, Sixth 

Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 507. 
10Douglas Verney, “Pemerintahan Parlementer dan Presidensial” dalam Arend Lipjhart 

(penyunting), Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial,  terjemahan, Raja 

Grafindo Persada, 1995, hal. 35-51.  
11Ibid, hal. 51.  
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politik simbolis yang mencerminkan kewenangan yang diberikan oleh 

negara. Hal adalah sebagaimana kita ketahui bahwa  Pemilu di negara 

manapun pada pokoknya merupakan mekanimse yang umum untuk 

mencari pemimpin yang terbaik.12 Walaupun dalam pelaksanaan pesta 

demokrasi melalui Pemilu dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan 

perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah bisa 

terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional 

warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan 

umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka 

hukum (equality before the law)13 dan kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan (equal opportunity principle).14 Pemimpin yang baik dapat 

terlihat dari kepeminpinannya di lapangan, begitu juga dalam sikap dan 

tindak tanduknya dalam memerintah.15 

       Pemilihan umum berasal dari kata  general election yang dalam Black’s 

Law Dictionary dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan 

dalam periode waktu tertentu dan  dilakukan untuk mengisi seluruh kursi 

(legislatif dan eksekutif).16 Adapun terkait dengan pengisan jabatan dari 

hasil Pemilu tersebut, penting kiranya kita mencermati sistem 

pemerintahan yang terbentuk nantinya sebaiknya dibangun melalui basis 

sistem kepartaian yang tidak terlampau multi partai secara ekstrim. Ini 

alasannya agar menghindarkan terjadinya instabilitas pemerintahan dan 

bahkan terjadinya divided government  karena merasa masing-masing 

merasa berlandaskan dual legitimacy. Sistem pemilu yang diadopsi harus 

 
12Achmadudin Rajab, Urgensi Pemimpin Daerah Yang Bersih Guna Mewujudkan 

Good Governance, Jurnal RechtsVinding Online, dimuat dalam 

http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=165, diakses tanggal 23 Maret 
2020. 

13 Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
14 Dalam Theory of Justice buku karya John Rawls dikemukakan bahwa jabatan-

jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya 

persamaan kesempatan yang adil, lihat Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, 
Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), Volume 6 Nomor 1, Hal. 

141. Lihat juga Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 15Achmadudin Rajab, Bagaimanakah Tindakan Kepala Daerah Yang Melakukan 

Perselingkuhan Berdasarkan Uu Pemerintahan Daerah?, Jurnal RechtsVinding Online, 

dimuat dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=228, diakses 

tanggal 23 Maret 2020. 
16 Bryan A. Garner (Edt), Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn: West Group, 1999, 

hal. 536. 

http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=165
http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=228
http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=228
http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=228
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sejauh mungkin mendorong terjadinya sistem kepartaian yang tetap plural 

dan ini cocok bagi Indonesia, tetapi bukan bersifat ekstrem, namun sistem 

kepartaian plural moderat. Kegagalan atas mengatasi efek samping sistem 

kepartaian yang ekstrim bisa mengarah pada dead lock dalam pembuatan 

kebijakan dan bahkan bekerjanya sistem politik secara keseluruhan. Oleh 

karenanya penting kiranya jikalau ada perubahan undang-undang kedepan 

harus dengan maksud dan tujuan memperbaiki dari kondisi yang ada saat 

ini.17  

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses 

pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam 

pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip 

kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai 

bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses 

pengambilan keputusan kenegaraan,18 dari prinsip-prinsip pemilu tersebut 

dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat 

penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara 

yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Walaupun kita ketahui bersama 

Mahkamah Konstitusi seringkali berperan besar dalam menentukan arah 

ke depan demokrasi di Indonesia khususnya di bidang kepemiluan akan 

dilaksanakan.19 Peran penting Pemilu dalam membedakan sistem politik 

yang demokratis atau bukan, tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi 

yang diajukan oleh para sarjana. Salah satu konsepsi modern awal 

mengenai demokrasi diajukan oleh Joseph Schumpeter (mazhab 

Schumpeterian) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum 

yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik 

 
17Achmadudin Rajab, Urgensi Untuk Melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, Jurnal Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan, Volume 5 No. 2 Desember Tahun 

2017, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017, hal. 23. 
18Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif konstitusi, cetakan pertama, 

Total Media, Yogyakarta 2009, hal. 98.   
19Achmadudin Rajab, Urgensi Meningkatkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang 

Dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 31/Puu-Xi/2013, No. 66/Puu-Xi/2013, Dan No. 30/Puu-Xvi/2018), Jurnal 

Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan, Volume 7 No. 1 Tahun 2019, Pusat Perancangan 

Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019, hal. 86. 
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untuk dapat disebut demokrasi.20 Oleh karenanya banyak berpendangan 

pandangan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan adalah hal 

yang biasa, namun sebaiknya dapat menjadi bahan kajian kedepan untuk 

lebih baik lagi.21 

        Pengalaman praktek sistem presidensil di Indonesia, sebagaimana 

disampaikan Lili Romli bahwa selain problem kekhawatiran adanya 

pemakzulan, ada praktek yang cenderung keliru dan di luar sistem (out of 

system) yaitu melalui praktek partai atau anggota koalisi partai di 

parlemen. Partai-partai tadi menetapkan syarat dukungan dan menuntut 

agar kursi  kabinet dan jabatan politik dialokasikan untuk wakil  dari 

koalisi partai dimaksud. Tentunya ini salah, karena Indonesia menganut 

sistem presidensil bukan parlementer dan praktek tadi bisa merusak 

sistem, yaitu ketika ada partai yang mengancam kalau tidak diberikan jatah 

kursi menteri,  maka posisi  presiden akan mengalami impeachment 

sebelum berakhir masa jabatannya.22 Oleh karenanya kedepannya partai 

politik harus terus memperbaiki diri dari hari ke hari agar kiranya Pemilu 

juga semakin berkualitas baik dari hasil yang didapatkan maupun juga 

upaya yang perlu dilaksanakan.23 

           Berbeda dengan Indonesia, sistem presidensil Amerika Serikat (AS)  

dikenal sebagai sistem presidensil yang paling stabil di dunia. Diduga 

kestabilan ini  karena dua partai (two party system) dan pembagian 

kekuasaan yang rigid atau bahkan berkaraker pimisahan kekuasan antara 

eksekutif dan legislatif. Sementara di Indonesia, praktek sistem presidensil 

didominasi oleh partai politik dalam DPR yang memegang peranan besar 

 
20Lihat Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, (New York: 

Harper, 1947) hal. 122. Untuk argumentasi serupa dalam khazanah keilmuan yang lebih 

kontemporer, lihat Samuel P. Huntington , The Third Wave: Democratization in the Late 

Twentieth Century, (Norman: Oklahoma University Press, 1991), hlm. 636. 

 21Achmadudin Rajab, Dinamika Politik Legislasi Dalam Konteks Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jurnal 
Jentera, Volume 1 No. 1 Tahun 2017, STHI Jentera, Jakarta, 2017, hal. 19. 

 22Lili Romli, Sistem Presidensal Indonesia: Dinamika Problematik dan Penguatan 
Kelembagaan, Setara Press, Malang, 2019, hal. 7.  

23Achmadudin Rajab, Parpol Harus Berubah Demi Kaum Muda, dimuat dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2009/10/28/05155127/~Nasional?page=all, diakses 

tanggal 23 Maret 2020.  

https://nasional.kompas.com/read/2009/10/28/05155127/~Nasional?page=all
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dalam koalisi eksekutif yang mengambil bagian dalam rancangan undang-

undang, hak veto presiden tidak ada karena telah terlibat brersama dalam 

pembahasan RUU. Hak veto presiden terhadap undang-undang  yang 

diajukan oleh DPR jika sistem mengatur hak prerogatif pembuatan undang-

undang hanya pada tangan DPR. Presiden tidak ikut  membahasnya, 

namun Presiden dapat mengusulkan RUU, Mekanisme inilah yang 

memperkuat sistem presidensil  AS. Identifikasi permasalahan hubungan 

kekuasaan presiden dan DPR bisa dilacak pada konflik Presiden dan DPR 

yang diselesaikan melalui cara-cara non konvensional untuk meredam 

anggota DPR bersuara  atas kebijakan publik yang telah diambil.24 

          Untuk itu pemilu yang ,demokratis bukan hanya sekedar transfer 

suara menjadi kursi, tetapi lebih jauh lagi substansinya. Ini berkenaan 

dengan tanggungjawab wakil  atau pemimpin dari mandat yang diperoleh 

dari pilihan rakyat. Ketika mandat yang diperolehnya ini tidak dilaksanakan 

secara maksimal atau sebaliknya disalahgunakan, pemilu menjadi penting 

dalam rangka melakukan pergantian terhadap calon pemimpin 

bersangkutan di pemilu selanjutnya. Demikian halnya bagi wakil yang 

diperoleh kepercayaan oleh rakyat dalam pemilu, maka mandat yang 

diperolehnya ini bisa dimungkinkan oleh rakyat pemilih untuk memilih 

atau sebaliknya dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikut. 

Agar tecapai tujuan mulia dari Pemilu tersebu maka kiranya hal yang 

penting juga didawamkan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah 

bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan kedalamnya.25 

         Perancangan institusi untuk sistem pemilu harus memperhatikan 

adanya perbedaan dinamika politik yang membedakan antara negara 

demokrasi masa transisi dan negara demokasi yang sudah  mapan (menuju 

konsolidasi demorkasi. Untuk negara transisi demokrasi, terutama yang 

sedang bergerak dari situasi konflik yang mendalam, biasanya lebih 

memerlukan keterikatan semua pihak dan batas representasi  (treshold) 

 
 24Nurliah Nurdin, Komparasi Sistem Presidensial Indones ia Rivalitas Kekuamisaan 

Antara Presiden & Legislatif (2004-2009), MIPI, Jakarta, 2012,  hal. 31. 
25Achmadudin Rajab, Solusi Pancasila Dalam Pembaharuan Demokrasi Indonesia: 

Kajian Penyempurnaan Regulasi Pilkada, Buku Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, 

Cetakan I: 2017, Universitas Jember, Jakarta, 2017, hal. 03. 



 

19 
 

yang rendah bagi partai-partai yang bersaing agar dapat menyuarakan 

aspirasinya dibandingkan di negara demokrasi yang relatif mapan atau 

stabil.  Demikian halnya, lingkungan politik yang stabil  di mayoritas 

negara-negara barat, di mana dua atau tiga partai politik utama dapat 

memperkirakan masa-masa tertentu dimana mereka saling bergantian 

menduduki kekuasaan, rotasil ingkaran elit politik pemegang 

kekuasaannya, atau sekedar bergeser koalisi pemerintahannya, sangat 

berbeda dari politik zero sum game yang sering menjadi ciri dari 

masyarakat terbelah (divided societies). Ini dianggap salah satu alasan 

mengapa “pemenang memperoleh semua (the winner takes all) dalam First 

Past The Post (FPTP) sering dianggap sebagai penyebab hancurnya 

demokrasi di negara yang sedang berkembang: sistem seperti FPTP tersebut 

menyingkirkan minoritas dari perwakilan di parlemen da dalam sistem 

kepartaian yang berbasis etis atau agama.26 Praktek demikian bisa 

mengarah pada dominasi kelompok etnis atau berbasis agama tertentu 

terhadap kelompok lain. Dalam keadaan demikian, demokrasi yang 

dijalankan bisa mengubah situasi menjadi zero sum game di mana 

pemenang memprolehnya secara permanen dan mengesampingkan yang 

kalah. 

 

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan 

Norma 

Asas hukum atau prinsip hukum adalah pikiran dasar yang bersifat 

umum atau latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam 

dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 

positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 

peraturan konkret tersebut.27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) membagi asas peraturan 

perundang-undangan menjadi 2 (dua) jenis yaitu asas pembentukan 

 
26Ace Project, “Sistem Pemilu”, (tanpa tahun penerbitan), hal. 16. 
27Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 

1999, hal. 34.  
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peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan. 

      Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam 

Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Menurut pasal tersebut, asas pembentukan peraturan perundang-

undangan terdiri atas asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

kejelasan rumusan; dan keterbukaan.28 

      Dalam Penjelasan Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan diuraikan bahwa asas kejelasan rumusan berarti 

setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat berarti setiap jenis peraturan perundang-

undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan berarti dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan.29  

      Selanjutnya, asas dapat dilaksanakan berarti setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas 

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik 

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan berarti setiap peraturan perundang-undangan dibuat 

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas 

kejelasan rumusan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus 

 
28Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
29Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum 

yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Adapun, asas keterbukaan 

berarti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 

dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan.30 

      Asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam 

Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Menurut pasal tersebut, asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan terdiri atas asas pengayoman; kemanusiaan; 

kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; 

keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, 

dan keselarasan.31 

      Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan diuraikan bahwa asas pengayoman 

berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat. Asas kemanusiaan berarti setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas 

kebangsaan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Asas kekeluargaan berarti setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

 
30Ibid.  
31Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  
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mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas 

kenusantaraan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.32 

      Selanjutnya, asas bhinneka tunggal ika berarti materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Asas keadilan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan 

berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, 

gender, atau status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum berarti 

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. Adapun, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara 

kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan 

negara.33 Selain berisi asas materi muatan peraturan perundang-

undangan tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.34 

 
32Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
33Ibid. 
34Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  



 

23 
 

Selain berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Perubahan atas UU 

tentang Pemilihan Umum juga berdasarkan pada asas pelaksanaan 

pemilihan umum sebagai berikut:35 

1 Langsung 

Asas ini berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nuraninya, tanpa perantara. 

2 Umum 

Asas ini berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilihan 

umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, 

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis 

kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 

3 Bebas 

Asas ini berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas 

menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin 

keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati 

nurani dan kepentingannya. 

4 Rahasia 

Asas ini berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa 

pilihannya tidak adakan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.  

 

 

 

 
35Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Yayasan Perludem, 2016, 

hal. 39-40.  
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5 Jujur 

Asas ini berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap 

penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta 

pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih, serta semua 

pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6 Adil 

Asas ini berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap 

pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang 

sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

      Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

penyelenggara pemilihan umum mendasarkan pada prinsip mandiri, 

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, 

profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikianlah, agar pemilihan 

umum dapat terlaksana dengan baik maka dalam RUU tentang 

Perubahan atas UU tentang Pemilihan Umum perlu diatur mengenai 

asas-asas pemilihan umum dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilihan 

umum. 

 

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, 

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan 

Negara Lain 

Pada bagian ini akan dikaji praktik penyelenggaraan berdasarkan 

Undang-Undang yang mengatur mengenai DPR saat ini (existing law), 

kondisi yang ada, serta beberapa permasalahan yang terjadi. Data 

terhadap hal ini didapatkan dari observasi, referensi, dan masukan dari 

beberapa pihak. Inventarisasi data tersebut selanjutnya dikaji untuk 

menghasilkan alternatif kebijakan yang akan dituangkan dalam 

rumusan rancangan undang-undang. 

Beberapa permasalahan berikut masukan dan alternatif solusi 

berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut: 

1. Asas dan Prinsip Pemilihan Umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
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Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan 

asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam 

penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan 

pada asas-asas tersebut, dan penyelenggaraan Pemilu harus 

memenuhi prinsip: 

a Mandiri; 

b Lujur; 

c Adil; 

d Berkepastian Hukum; 

e Tertib; 

f Terbuka; 

g Proporsional; 

h Profesional; 

i Akuntabel; 

j Efektif; dan 

k    Efisien. 

 

Asas dan Prinsip sebagaimana disebutkan di atas todak menjamin 

keamanan penyelenggaraan pemilu. Begitu banyak kendala yang 

muncul dalam pemilu 2019, diantaranya yaitu :  

a. Logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai 

kebutuhan. Secara nasional, tercatat ada 10.520 TPS yang 

mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak 

suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 

TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar- 

Daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, 

kasus ini terjadi di 3.411 TPS.  

b. Masih terdapat pemilih terancam haknya untuk menggunakan 

hak pilihnya, seperti pemilih tidak terdaftar, tidak memperoleh 

undangan atau pemberitahuan, terdaftar ganda, dan tidak ter-

update- nya Pemilih yang pindah domisili.  

c. Meninggalnya penyelenggara pemilu pada saat bertugas akibat 

beban kerja KPPS yang sangat berat dan tanpa jeda waktu yang 
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manusiawi. Laporan KPU menyebutkan terdapat 894 petugas 

yang meninggal dan 5.175 petugas yang sakit.  

d. Kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 

Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus 

rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar 

dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan.  

e. Terjadi polarisasi di masyarakat. Persaingan yang sangat 

kompetitif dan panasnya Pemilu 2019, terutama Pilpres 2019 

menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu besar 

Bahkan setelah pemilu selesai, pertentangan dua kubu masih 

terus berlangsung, dan hal ini sewaktu – waktu dapat memantik 

konflik horizontal.  

f. Pemilu diwarnai politik uang sehingga tidak menjamin 

penyelenggaraan pemilu berjalan bersih dan jurdil.  

 

 Melihat praktek pemilu tahun 2019 menyimpan begitu banyak 

masalah, selain tidak menajamin keamanan dan kualitas pemilu, juga 

tidak melahirkan anggota legislatif yang berkualitas. Oleh karena itu 

penting menambahkan beberapa prinsip dalam pasal tersebut yaitu 

Prinsip Aman dan Prinsip Representatif. Hal ini bertujuan untuk 

menjamin keamanan dan kualitas penyelenggara Negara yang lahir 

dari “rahim” pemilu.  

 2. Tujuan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah  

Sejak penyelenggaraan pemilihan Umum langsung diterapkan tahun 

2004 hingga pemilu tahun 2019, sistem pemilu sangat liberal dan 

kapitalis. Pemilu menjadi sangat mahal dan diwarnai politik 

transaksional. Pemilu yang kontestatif, kompetitif dan kompleks telah 

memicu massifnya praktik politik uang. Biaya pelaksanaan Pemilu 

maupun Pilkada sangat besar, meliputi biaya kegiatan operasional 

Penyelengara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu hingga jajarannya 

sampe ke dearah, biaya unit – unit pemerintahan seperti biaya 

sosialisasi pilkada, biaya pengamanan, kebersihan dan lainlain. 
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Biaya pemilu yang lebih besar adalah biaya politik, meliputi :  

a. Politik uang. Survey LIPI menyebutkan bahwa terdapat 83% 

responden menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian 

uang, barang dan jasa dari calon legislatif atau partai politik yang 

mereka terima saat pemilihan. Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kasus politik uang 

dengan modus membagikan asuransi kecelakaan dan kesehatan ke 

masyarakat.   

b. Mekanisme pencalonan Kepala Daerah yang harus mendapat surat 

dukungan dan persetujuan pencalonan dari pengurus Pusat Partai 

Politik yang membuka celah adanya 'mahar politik”. Kondisi ini 

menjelaskan terjadinya korupsi sistemik yang dibangun mulai dari 

awal proses pilkada, pendaftaran calon, hingga pada penjoblosan.  

c. Biaya politik pasangan calon kepala daerah  sangat besar 

utamanya dalam memenuhi syarat verifikasi faktual untuk 

mendapatkan kendaraan politik, biaya kampanye dll. Menurut 

kajian dan temuan KPK terkait Pilkada langsung menyebutkan 

bahwa sebanyak 51,4 persen calon kepala daerah mengeluarkan 

dana kampanye melebihi harta kas para calon kepala daerah 

sebagaimana yang mereka cantumkan dalam LHKPN. 

 Sistem pemilu yang kapitalis dan liberal menyimpang dari tujuan 

pemilu sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 yaitu :  

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 

b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; 

c. menjamin konsitensi pengaturan sistem Pemilu; 

d. memberikan kepastian hukum;  

e. mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan 

f. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. 

 

  Untuk membangun pemilu yang demokratis, berintegritas, 

berkualitas, cerdas, efektif dan efisien, maka perlu mempertegaskan 

dan merekonstruksi kembali tujuan pemilu dan kesesuaikan dengan 

aturan teknisnya dalam batang tubuh. Selain itu, saat ini UU No. 7 
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Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum tegas memberikan sanksi 

bagi peserta pemilu ketika melakuka politik transaksional.  

   Hal yang perlu diatur dalam UU adalah mempertegas sanksi 

hukum bagi peserta pemilu yang melanggar dari tujuan pemilu, berupa 

: 

1) Sanksi administratif politik uang oleh Bawaslu tidak harus 

kumulatif TSM. Satu kasus yang terbukti dan tidak 

terbantahkan berkorelasi dengan paslon maka bisa dilakukan 

pembatalan dengan batasan upaya hukum satu kali ke 

Mahkamah Agung. 

2) Sanksi bagi partai politik berupa pembatalan dukungan kepada 

pasangan calon kepala daerah dan/atau tidak lagi diikutkan 

pada pencalonan berikutnya, jika terbukti melakukan “mahar 

politik” pada saat pencalonan kepala daerah.  

 

3.  Keserentakan Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan 

Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.   

 Pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan 

kebijakan tentang Pemilu Serentak, maka untuk pertamakalinya 

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak.  

Menyesuiakan keputusan MK, UU Pemilihan Umum mengatur 

keserentakan tersebut padal Pasal 167, ayat (2) yang berbunyi :  

Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan 

keputusan KPU.  

Pasal 267, ayat (2) yang mengatur : 

Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu aanggota 

DPR, DPD dan DPRD. 

Pasal 347, ayat (1) berbunyi : 

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak 

Akibat dari putusan MK tentang Pemilu serentak berdampak pada 

aspek sosial dan ekonomi, diantaranya :  
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a. Meningkatnya Anggaran Pemilu, harapan bahwa negara akan lebih 

berhemat dengan pemilu serentak ternyata hanya teori belaka. 

Pemerintah menganggarkan Rp. 24,8 triliun untuk penyelenggaraan 

pemilu serentak pada 2019, yang meliputi Pilpres dan Pileg. Dengan 

membandingkan anggaran pemilu 2014 sebesar Rp. 18,9 triliun, ini 

berarti anggaran naik sebesar 31 persen. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan naiknya anggaran pemilu, diantaranya yaitu waktu 

perhitungan suara lebih panjang sehingga TPS perlu diperbanyak 

agar perhitungan tepat waktu dan meningkatnya anggaran 

keamanan.  

b. Terjadi polarisasi di masyarakat. Pernyataan MK bahwa pemilu 

serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di 

masyarakat juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Sengit dan 

panasnya Pemilu 2019, terutama Pilpres 2019 yang membelah 

masyarakat menjadi dua kubu besar pendukung dua paslon capres 

dan cawapres, sangat terasa. Bukan hanya dalam proses menuju hari 

pemilihan, tetapi juga terus terasa setelah penyelenggaraan Pilpres 

dan Pileg pada 17 April 2019 lalu. Dua pihak yang sama-sama 

mengklaim kemenangan menjadi salah satu penyebab belum redanya 

suasana panas setelah pilpres. Bahkan setelah Prabowo bergabung 

dalam kabinet Indonesia Maju pertentangan dua kubu masih terus 

juga terus berlangsung, dan hal ini sewaktu – waktu dapat memantik 

konflik horizontal.  

c. Mempersulit pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilih lebih 

memberikan perhatian kepada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

ketimbang memperhatikan Pemilihan Legislatif. Selain itu, Pemilih 

kebingungan karena banyaknya kertas suara yang harus dijoblos 

dengan pilihan – pilihan caleg yang begitu banyak. Ditemukan juga 

kesalahan dalam memasukan kertas suara kedalam kotak suara yang 

disediakan sehingga bertukarnya kertas suara dalam kotak suara 

menyulitkan petugas KPPS dalam perhitungan suara.  

d. Keserentakan menyebabkan bertambahnya kotak suara yang 

sebelumnya 5 kotak suara menjadi 6 kotak suara. Hal ini 
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menimbulkan kepanikan dan kebingunan oleh pemilih dalam 

menggunakan hak pilihnya karena banyaknya kertas suara yang 

harus di coblos, ditambah lagi banyaknya calon legislative dalam satu 

dapil. Akibatnya, banyak surat suara yang salah menempatkan pada 

kotak suara, dan banyak surat suara yang batal.  

e. Banyaknya penyelenggara pemilu (KPPS) yang sakit dan 

meninggal pada saat bertugas akibat beban kerja yang sangat berat 

dan tanpa jeda waktu yang manusiawi dalam kegiatan perhitungan 

dan rekapitulasi suara calon anggota legislative baik DPR RI, DPD RI, 

DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta ditambah calon Presiden 

dan Wakil Presiden. Laporan KPU menyebutkan terdapat 894 petugas 

yang meninggal dan 5.175 petugas yang sakit.  

Terhadap dampak yang ditimbulkan dari pemiliham Umum serentak, 

oleh sejumlah ahli berpendapat perlunya mengkaji kembali desain 

pemilu yang efektif dan efesien. Ada beberapa varian pemilu yang 

diusulkan, yaitu : 

a. Pemilu serentak untuk semua jenis pemilihan pejabat publik di 

tingkat nasional hingga lokal, diselenggarakan satu kali dalam 

periode tertentu. 

 

b. Pemilu serentak untuk seluruh jabatan legislatif (DPR RI, DPD RI, 

DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota), disusul dengan pemilihan untuk 

jabatan eksekutif pusat sampe daerah (Presiden, Gubernur, Bupati, 

Walikota). 

c. Pemilu serentak yang diselenggarakan berdasarkan tingkatan 

pemerintahan, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak 

lokal dengan jedah waktu tertentu.  

 

Terhadap pilihan varian tersebut, MK kembali mengeluarkan keputusan 

No. 55/PUU-XVII/2019 dengan menyederhanakan sistem pemilihan 

umum serentak menjadi Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Daerah. 

Pemilu Serentak Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. Sedangkan Pemilu Serentak 
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Daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota.  

 

4.  Beban Kerja Penyelenggara Pemilu 

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak merupakan pemilu 

yang paling kompleks dan pemilu satu hari terbesar di dunia, karena 

pemilu ini menggambungkan dua sistem pemilu yaitu Pemilu untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu untuk memilih 

Anggota Legislatif yaitu DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten 

dan Kota. Pemilu Legislatif juga menggunakan dua sistem berbeda yaitu  

sistem pemilu mayoritarian untuk memilih DPD dan sistem pemilu 

proporsional daftar terbuka untuk memilih DPR, DPRD provinsi dan 

DPRD kabupaten/kota. 

Pelaksanaan pemilu secara serentak menyebabkan 

ketidakseimbangan beban dari penyelenggara pemilu. KPU menanggung 

beban pekerjaan sangat berat,  yaitu:  

a. Menerbitkan ratusan peraturan teknis pelaksanaan pemilu yang 

merupakan implementasi dari undang-undang;  

b. Menyiapkan seluruh petugas pemilu, mulai dari KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS agar dapat melayani 

peserta pemilu dan pemilih;  

c. Mengadakan dan mendistribusikan logistik pemilu di 545 ribu lebih 

TPS;  dan 

d. Menghitung suara dari TPS, PPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota, 

KPU provinsi dan KPU.  

 

Pada Pemilu 2019, diikuti 833 kontestan. Terdiri atas dua pasang 

capres dan cawapres . 811 calon anggota DPD RI, 20 partai politik (16 

partai politik dan 4 partai lokal). Caleg DPR RI dalam pemilu 2019 

berjumlah 8.068 orang, belum termasuk caleg DPRD Provinsi dan caleg 

DPRD  Kabupaten/Kota. bisa dibayangkan KPU harus mencetak dan 

mendistribusikan ratusan juta surat suara. Tahapan pekerjaan KPU 

berjalan linier dalam kerangka waktu ketat, sehingga kalau satu pekerjaan 
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tidak beres berakibat pada gagalnya tahapan pekerjaan berikutnya. Setelah 

pemungutan suara, KPU menghitung suara secara berjenjang dari TPS 

hingga KPU. Penghitungan suara merupakan pekerjaan rawan karena suara 

bisa dicuri atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan 

untung. inilah pekerjaan yang skalanya besar dan kerumitannya tinggi 

sehingga selalu memunculkan masalah, seperti DPT amburadul, DCT 

bermasalah, surat suara belum sampai TPS pada hari H, surat suara 

tertukar, perubahan hasil penghitungan suara, jumlah rekapitulasi suara 

berbeda, dll. Semuanya akibat dari dibarengkannya pemilihan 4 lembaga 

perwakilan (DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dalam 

satu hari H pemilihan.  

Pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, di 

sejumlah daerah, pemilu lima kotak ternyata membuat waktu perhitungan 

suara menjadi lebih panjang, dan berakhir menjelang terbit fajar 

berikutnya. Permasalahannya, UU No. 7  Tahun 2017 telah membatasi 

waktu perhitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara. Itu 

berarti, batas waktu paling maksimal adalah sampai dengan pukul 00.00 

dini hari. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 383 UU Pemilu, berbunyi : 

(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah walrtu 

pemungutan suara berakhir.  

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari 

pemungutan suara.  

 

Untuk memperpendek waktu pemilihan dan perhitungan suara, KPU 

mengurangi jumlah pemilih disetiap TPS. Namun, meskipun jumlah pemilih 

per TPS telah dikurangi, namun perhitungan suara di lapangan tetap 

melewati  hari pemungutan suara 17 April 2019 yaitu 18 April 2019. 

Penjang perhitungan suara disebabkan karena : 

a. petugas KPPS bukan hanya menghitung suara, tapi juga menyalinnya 

ke dalam puluhan lembar dokumen.  

 

b. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi dokumen tersebut, surat suara 
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yang ada akan dihitung ulang.  

c. Dilakukan oleh pencatatan terhadap protes dari masyarakat, 

pengawas dan saksi.  

 

Tingginya beban kerja menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu 

ad hoc meninggal dunia dan jatuh sakit. Yang terbanyak menimpa para 

anggota KPPS yang bertuga di TPS, selain itu juga menimpa sejumlah 

anggota PPS dan PPK, serta petgas ketertiban yang menjaga TPS .  

Sementara untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), KPU dan KPU 

daerah menangani pekerjaan sangat ringan, karena hanya mengurus 

beberapa pasangan calon yang kemudian tertera dalam satu surat 

suara. Apabila terjadi putaran kedua, beban pekerjaan tetap ringan, 

karena pekerjaan itu dilakukan dalam waktu berbeda. itulah sebabnya 

penyelenggaraan pilkada tidak menimbulkan banyak masalah 

sebagaimana terjadi pada pemilu Presiden dan Pemilu legislatif.  

Penyelesaian perhitungan suara pada hari pemilihan pada 

prinsipnya bisa diterima karena untuk menjamin tidak adanya 

kecurangandalam perhitungan suara. Namun karena ini menimbulkan 

dampak sosial, maka mengatur tahapan waktu penyelenggaraan pemilu 

secara rasional dan memisahkan sistem pemilihan legislative dengan 

pemilihan presiden dan wakil presiden.  

 

5.  Sistem Proporsional Daftar Tertutup 

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu memilih pejabat 

negara baik dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif yang 

mampu menciptakan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan 

mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki 

mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dan saat ini Indonesia 

telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum dengan sistem 

proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota, namun dengan segala kelebihan sistem 

proporsional terbuka, ada beberapa kelemahan yang terungkap selama 

pelaksanaannya yaitu: 
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a. Mereduksi peran partai, dimana partai politik tidak memiliki 

daulat untuk menentukan perwakilannya di parlemen.  

b. Melemahkan kontrol partai terhadap kandidat 

c. Menimbulkan kontestasi antar kader di internal partai. terjadi 

persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam 

satu partai, bukan berperang dengan partai lain. 

d. Menghambat kader ideologis partai, dimana kader yang sudah 

berjuang membesarkan partai, namun tidak terpilih dalam pemilu 

legislatif  (deparpolisasi). 

e. Mereduksi peran partai, dimana partai politik tidak memiliki 

daulat untuk menentukan perwakilannya di parlemen. 

f. Melemahkan kontrol partai terhadap kandidat. 

g. Menimbulkan kontestasi antar kader di internal partai. terjadi 

persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam 

satu partai, bukan berperang dengan partai lain. 

h. Menghambat kader ideologis partai, dimana kader yang sudah 

berjuang membesarkan partai, namun tidak terpilih dalam pemilu 

legislatif  (deparpolisasi). 

i. Teknis pemungutan suaranya tidak efisien dan tidak praktis 

karena pemilih direpotkan dengan daftar nama calon yang panjang 

dan banyak 

Dengan beberapa kelemahan tersebut, maka perlu dipikirkan solusi 

untuk memperbaikinya yaitu mencoba kembali pelaksanaan pemilu 

dengan sistem proporsional daftar tertutup. 

Sistem Proporsional Tertutup adalah sistem perwakilan yang hanya 

mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan 

dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak memberikan 

kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon. Adapun 

secara umum sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan, yaitu:36 

Pertama, Minimnya money politik. Kepastian menduduki kursi 

 
36Neno Anderias Salukh, Dilema Pileg, Antara Sistem Proposional Tertutup dan 

Terbuka, dimuat dalam 

https://www.kompasiana.com/neno1069/5d1939fe0d823026e81f44a5/dilema-pileg-

antara-sistem-proposional-tertutup-dan-terbuka?page=all, diakses tanggal 29 April 2020. 

https://www.kompasiana.com/neno1069/5d1939fe0d823026e81f44a5/dilema-pileg-antara-sistem-proposional-tertutup-dan-terbuka?page=all
https://www.kompasiana.com/neno1069/5d1939fe0d823026e81f44a5/dilema-pileg-antara-sistem-proposional-tertutup-dan-terbuka?page=all
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legislatif yang masih samar-samar akan membuat para calon tidak 

semena-mena menghamburkan harta kekayaannya untuk memperoleh 

suara. Para calon akan cenderung melakukan kampanye positif dan 

masyarakat pun memilih sesuai hati nurani tetapi sistem ini tidak 

menjamin 100% money politik dihilangkan. 

Kedua, Partai mengirimkan kader-kader terbaik. Terlepas dari 

kelemahannya dalam penentuan kader terpilih, ini adalah peluang 

untuk wakil rakyat yang terpilih bukan wakil rakyat abal-abal atau 

wakil rakyat 4D (Duduk, Diam, Dengar, Duit). Tidak bisa dipungkiri, 

banyak anggota legislatif yang tidak memiliki pengalaman sama sekali 

terpilih menjadi anggota legislatif bermodalkan uang dan kekayaannya 

untuk meraup suara. Tak heran, kehadiran mereka di parlemen hanya 

sebuah aksesoris yang dipajang untuk dilihat orang. 

Sistem Pemilu proporsional tertutup mempunyai beberapa 

keunggulan. Sistem ini dinilai mampu meminimalisasi politik uang 

karena biaya Pemilu yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem 

proporsional terbuka. Kelebihan lainnya, proporsional tertutup 

memastikan bahwa masyarakat cukup memilih partai dan biarlah 

partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen. 

Walaupun demikian, sistem proporsional tertutup tetap memiliki 

beberapa kelemahan. Di antaranya adalah mempersempit kanal 

partisipasi publik dalam Pemilu, serta menjauhkan ekses hubungan 

antara pemilih dan wakil rakyat pascaPemilu. Sistem proporsional 

tertutup, membuat komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. 

Tidak hanya itu, krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit 

dihindari karena sedikitnya yang berminat  dan serius maju menjadi 

Caleg. Hal itu disebabkan siapa-siapa saja yang duduk di parlemen 

nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran 

keputusannya ditentukan oleh partai. Lebih lanjut, sistem Pemilu 

proporsional tertutup juga mempunyai beberapa keunggulan. Sistem ini 

dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya Pemilu yang 

lebih murah jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. 

Kelebihan lainnya, proporsional tertutup memastikan bahwa 
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masyarakat cukup memilih partai dan biarlah partai yang akan 

mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen. Dapat dikatakan 

bahwa partai politik mengetahui  siapa kader yang mempunyai 

kapasitas, integritas, serta narasi struktural dan kultural. Proporsional 

tertutup paling tidak mampu memompa wakil rakyat ke arah yang lebih 

baik.37 

Menurut Aisah Putri Budiarti, perbincangan mengenai sistem 

pemilu proporsional memang kerap terjadi tiap perumusan revisi UU 

Pemilu akan dilakukan,  kebanyakan partai menganggap, sistem pemilu 

proporsional terbuka justru menimbulkan kompetisi yang cukup keras. 

Selain soal kompetisi, sistem pemilu terbuka semacam ini juga 

membuat biaya pemilu semakin mahal, terutama untuk biaya 

kampanye. Hal tersebut tentunya memberatkan partai sementara 

membatasi peran partai dalam hal ini, yaitu posisi partai yang hanya 

terbatas pada menentukan caleg dan nomor urutnya tetapi tidak bisa 

menentukan caleg terpilih," kata Putri.38 

Adapun tantangan yang akan dihadapi dengan sistem proporsional 

tertutup, partai politik akan ditantang untuk memperkuat diri dan 

melakukan kaderisasi. Motivasi kader yang kompeten untuk 

berkontestasi dalam pemilu akan meningkat. Dan jika dibandingkan 

dengan sistem proporsional daftar terbuka, sistem proporsional daftar 

tertutup mampu meminimalisasi kompetisi internal yang tidak sehat di 

antara sesama kader partai. Dan diakui apabila oligarki elit partai 

memang menjadi tantangan dalam sistem proporsional daftar tertutup. 

Namun sejatinya itu juga ditemui dalam sistem proporsional daftar 

terbuka. Karena itu, harus ada perbaikan di internal partai bila memilih 

sistem proporsional daftar tertutup. Jika diperlukan, proses rekrutmen 

dan kaderisasi caleg (calon anggota legislatif) dibuat pengaturannya 

dalam undang-undang Partai Politik. Maka elit partai tidak bisa 

 
37Pangi Syarwi Chaniago, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/07/23/oaqz26354-ini-plus-

minus-pemilu-dengan-sistem-proposional-tertutup, diakses tanggal 23 Juli 2016. 
38Aisah Putri Budiarti, https://voi.id/artikel/baca/1746/menakar-sistem-

proporsional-tertutup-ala-pdip, diakses tanggal 14 Januari 2020. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/07/23/oaqz26354-ini-plus-minus-pemilu-dengan-sistem-proposional-tertutup
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/07/23/oaqz26354-ini-plus-minus-pemilu-dengan-sistem-proposional-tertutup
https://voi.id/artikel/baca/1746/menakar-sistem-proporsional-tertutup-ala-pdip
https://voi.id/artikel/baca/1746/menakar-sistem-proporsional-tertutup-ala-pdip
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semena-mena menggunakan kekuasaan yang dimiliki.39 

Adapun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 

menilai perubahan sistem pemilu proporsional terbuka ke tertutup 

memang dapat dijadikan solusi institusionalisasi partai politik termasuk 

menguatkan partai. Namun ada prasyarat yang harus ditunaikan 

sebelumnya, yaitu mekanisme rekrutmen yang demokratis dan terbuka. 

Demokrasi di internal partai perlu dijadikan prasyarat utama ketika 

sistem proporsional tertutup diterapkan. ini dilakukan agar pemilih 

dapat mengetahui bagaimana calon anggota legislatif tertentu dapat 

dicalonkan. Ia tekankan prasyarat ini penting karena sistem 

proporsional tertutup menentukan kursi berdasarkan nomor urut. 

Tanpa prasyarat itu, justru akan kontra produktif dan menguatkan 

oligarki di internal partai. Artinya penerapan sistem proporsional daftar 

tertutup harus satu paket dengan mekanisme rekrutmen politik yang 

demokratis dan terbuka. Diharapkan dalam undang-undang pemilu 

diatur indikator rekrutmen calon legislator yang demokratis. Agar 

publik mengetahui bagaimana mekanisme pencalonannya.40  

 

6.  Parliamentary Threshold 

UU Pemilu dan UU Partai Politik bertujuan untuk mewujudkan 

sistem multi partai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan 

sistem pemerintahan presidensial, namun DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sama- sama 

menunjukkan fragmentasi politik tinggi di parlemen. Jumlah partai 

politik hasil Pemilu 2014  memang turun dari 17 menjadi 10 partai 

politik, dan pemilu 2019 dari 10 menjadi 9 partai politik. Meskipun 

penetapan Parliamentary Threshold (PT) atau Ambang Batas Perolehan 

Kursi di Parlemen telah mengurangi jumlah partai politik di DPR, 

namun tetap menciptakan sistem multi partai ekstrem di DPR. Ini 

 
39Hetifah Sjaifudian, Pilih Sistem Pemilu Legislatif Tertutup, Ini Alasan Golkar, 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/08335631/pilih.sistem.pemilu.legislatif.t

ertutup.ini.alasan.golkar, diakses tanggal 30 Maret 2017. 
40Heroik M. Pratama, Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Jadi Solusi, Asal..., 

https://nasional.tempo.co/read/1294940/sistem-pemilu-proporsional-tertutup-bisa-jadi-

solusi-asal/full&view=ok, diakses tanggal 14 Januari 2020. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/08335631/pilih.sistem.pemilu.legislatif.tertutup.ini.alasan.golkar
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/08335631/pilih.sistem.pemilu.legislatif.tertutup.ini.alasan.golkar
https://nasional.tempo.co/read/1294940/sistem-pemilu-proporsional-tertutup-bisa-jadi-solusi-asal/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1294940/sistem-pemilu-proporsional-tertutup-bisa-jadi-solusi-asal/full&view=ok
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berarti penetapan dan kenaikan PT menjadi 4% sebagaimana diatur 

dalam Pasal 414, ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, gagal menciptakan multi partai sederhana atau multi partai 

moderat, di mana hanya ada 3, atau 4, atau 5 partai dominan di DPR. 

Hal yang sama sesungguhnya juga terjadi di DPRD provinsi maupun 

DPRD kabupaten/kota.  

Kegagalan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen ini 

kemudian berdampak buruk terhadap kinerja sistem pemerintahan 

presidensial. meskipun presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2004 

dan Pemilu 2009 berhasil membentuk koalisi besar partai politik di 

DPR, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu kesulitan 

setiap kali hendak membuat kebijakan yang meminta persetujuan DPR. 

ini terjadi karena koalisi partai politik pendukung pemerintah tidak 

solid, sehingga pengambilan kebijakan selalu bertele-tele dan kebijakan 

yang dihasilkannya terdestorsi oleh transaksi dan negosiasi. 

Ketidaksolidan koalisi partai politik ini. Hal ini disebabkan karena:  

a. jumlah partai politik yang terlalu banyak di DPR;  

b. proses pembangunan koalisinya bertahap sebagai akibat jadwal 

pemilu yang berurutan: pemilu legislatif, pemilu presiden 

putaran pertama, dan pemilu presiden putaran kedua.  

Hasil Pemilu 2014 mempertegas kegagalan DPR dalam mendukung 

sistem pemerintahan presidensial akibat partai-partai politik pengusung 

pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla hanya jadi minoritas di DPR. Sepanjang tahun pertama 

pemerintahan hasil Pemilu 2014 tidak efektif. Pertikaian di DPR 

berlarut-larut sehingga DPR tak bisa memberi dukungan penuh atas 

rencana kebijakan pemerintah. 

Berbeda pada pemilu 2019, meskipun Jokowi kembali 

memenangkan pemilu 2019 dengan koalisi partai lebih besar dibanding 

partai politik di luar pemerintahan di DPR, namun Jokowi tetap tidak 

merasa percaya diri dan merangkul partai Gerindra yang menjadi 

pesaingnya pada saat pemilihan Preisden dan Wakil Presiden 2019 

masuk dalam koalisi pemerintah yang dipimpinnya saat ini. Ini berarti 
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Jokowi tidak mampu menjamin jika koalisi pendukungnya bisa terus 

solid hingga akhir pemerintahan 2019 – 2024.  

Situasi yang sama sesungguhnya juga terjadi di provinsi dan 

kabupaten/ kota. Tiadanya hubungan “ideologis” atau kepartaian 

antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, menyebabkan 

pemerintahan daerah tidak efektif bekerja. Semua rencana kebijakan 

harus ditransaksikan terlebih dahulu sebelum diputus menjadi 

kebijakan. Situasinya bertambah sulit bagi pemerintahan daerah karena 

mereka juga tidak mendapat dukungan dari pemerintahan di atasnya, 

akibat perbedaan penguasa pemerintahan di kabupaten/kota, provinsi, 

dan nasional.  

UU Pemilihan Umum secara horisontal telah menghasilkan 

pemerintahan terbelah atau divided government, dan secara vertikal 

telah menghasilkan pemerintahan terputus atau unconnected 

government. Pada dimensi horizontal terlihat bahwa dalam membuat 

kebijakan presiden, gubernur serta bupati/walikota tidak mendapat 

sokongan penuh dari DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, 

karena presiden, gubernur serta bupati/walikota bukan berasal dari 

partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi 

DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedang pada dimensi 

vertikal, tampak bahwa dalam menjalankan program-program 

pemerintahan, presiden tidak mendapat sokongan penuh dari gubernur 

dan bupati/walikota, serta gubernur tidak mendapat sokongan penuh 

dari bupati/walikota, karena presiden berasal dari partai politik atau 

koalisi partai politik yang berbeda dari gubernur dan bupati/ walikota. 

Dalam kondisi demikian, maka tujuan pemilu presiden 

sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum pada akhirnya juga tidak tercapai. Kegagalan 

pencapai tujuan tersebut terjadi, karena penguatan dan efektivitas 

sistem presidensial tidak semata-mata tergantung pada hasil pemilu 

presiden, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil pemilu legislatif. Pada 

tingkat daerah dapat dianyatakan, efektivitas pemerintahan daerah 

tidak hanya ditentukan oleh hasil pilkada, tetapi juga hasil pemilu 
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anggota DPRD.  

Menurut Cheibub (2007), dalam sistem pemerintahan presidensial 

memang sering terdapat fenomena pemerintahan terbelah, di mana 

presiden terpilih sering tidak didukung parlemen karena partai politik 

atau koalisi partai politik pendukung parlemen tidak mampu 

menduduki mayoritas kursi parlemen. Dalam bahasa lain, hal ini sering 

juga disebut pemerintahan tidak kongreun karena partai politik atau 

koalisi partai politik yang menguasai jabatan presiden berbeda dengan 

partai politik atau koalisi partai yang menguasai kursi parlemen. 

masalahnya menjadi lebih rumit jika sistem pemerintahan presidensial 

itu diduplikasi di pemerintahan daerah dalam kerangka bentuk negara 

persatuan, karena dalam negara kesatuan, hubungangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kuat sehingga saling 

mempengaruhi kinerja di antara keduanya.  

Pada titik inilah maka undang-undang pemilu harus mengatur 

beberapa hal yaitu : 

a. Menaikkan ambang batas parlemen lebih dari 4% sebagaimana diatur 

saat ini atau menetapkan ambang batas fraksi 

b.  Waktu penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu serentak nasional 

dan Pemilu Daerah.  

 

Berdasarkan kaijan mengenai Pemilu serentak di beberapa negara, 

implementasi Pemilu serentak cenderung dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat. Penerapan pemilu serentak dibeberapa negara 

juga mendorong sistem pemilu proporsional yang efektif, terutama 

dalam penyederhanaan partai politik. Beberapa negara seperti Filipina, 

Meksiko, Uruguay, Venezuela,   serta beberapa negara lainnya 

mendapatkan dampak simultan penyelenggaraan pemilu serentak dari 

partisipasi pemilih yang cenderung meningkat.   

Dalam penataannya pemilu serentak sebagian besar dilakukan di 

negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial 

dalam sistem multipartai. Berikut beberapa contoh model penerapan 

pemilu serentak dibeberapa negara sebagai perbandingan dengan 
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implementasi sistem baru yang akan diterapkan dalam  Undang-

Undang yang akan disusun diantaranya: 

1. Model Pemilu di Negara Amerika Serikat 

Beberapa negara bagian di Amerika serikat memiliki desain pemilu 

yang menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota 

kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu bersamaan 

juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat 

negara bagian. Di Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilih dalam 

pemilihan legislatif terbukti lebih tinggi pada saat pemilihan anggota 

kongres dan senat dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan 

presiden,  dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 

sela. 

 

2. Model Pemilu di Negara Amerika Latin   

Amerika Latin adalah negara demokrasi yang hampir semua 

negaranya mengadopsi sistem presidensial multipartai, untuk 

memperkuat posisi presiden tentu upaya yang dilakukan adalah 

penataan sistem pemilu. Pengalaman negara-negara Amerika Latin 

tersebut memberikan suatu lesson learn, agar pemerintahan yang stabil 

dapat terwujud, maka pelaksanaan pemilu nasional secara serentak 

(pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden) menjadi satu 

alternatif yang efektif. 

Di Amerika Latin, pemilihan presiden dan badan legislatif dilakukan 

secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan 

Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat Nasional, di beberapa negara 

Amerika Latin tersebut, pemilu serentak dilakukan dengan 

menggabungkan pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota parlemen 

di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat 

negara bagian.  

Sebanyak 5 negara Amerika Latin (Honduras, Mexico, Panama, 

Paraguay, dan Venezuela) menerapkan sistem pluralitas dalam 

pemilihan presiden, dimana sistem pluralitas ini menghendaki calon 
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presiden lolos berdasarkan suara terbanyak tanpa putara kedua. 

Sebanyak 9 negara Amerika Latin menerapkan sistem majority runoff 

(Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, El Savador, Guatemala, Peru, Uruguay, 

dan Rep. Dominika). Mayoritas calon presiden lolos dengan perolehan 

suara 50 % plus 1 (satu), jika tidak maka dua kandidat terbanyak maju 

pada putaran kedua. Sedangkan 4 (empat) negara (Argentina, Costa 

Rica, Nicaragua, dan Ecuador)memakai sistem runoff with reduced 

threshold dengan ketentuan seperti Argentina presiden terpilih jika 

meraih 45% suara sah atau 40% suara sah dengan jarak 10% dari 

kandidat kedua. 

Pemilu secara serentak khusus di negara Meksiko, pemilihan 

presiden dan pemilu legislatif di dilakukan bersamaan dihari yang 

sama. Meksiko melaksanakan Pemilu Federal yakni pemilu yang secara 

serentak memilih presiden, senat, dewan perwakilan yang dilakukan 

dihari yang sama. Oleh karena itu secara teknis dalam pemungutan 

suara di Meksiko disediakan 3 (tiga) surat suara yakni surat suara 

untuk memilih presiden, surat suara untuk memilih senat, dan surat 

suara untuk memilih dewan perwakilan. 

Meksiko pada tahun 2018 pertama kalinya melaksanakan Pemilu 

Federal dan Pemilu di negara-negara bagian secara serentak. Dalam 

Pemilu Meksiko di setiap TPS disediakan surat suara untuk memilih 

Presiden, dewan perwakilan, senat, gubernur dan walikota (negara 

bagian), dan anggota kongres di daerah. Pada pemilihan anggota 

legislatif di Meksiko menggunakan sistem campuran Kongres yaitu 

memilih senat maupun dewan perwakilan.  

Meksiko juga menggunakan sistem pemilu campuran yakni sistem 

simple majority dan sistem representasi proporsional. Untuk 

mendapatkan suara dalam sistem representasi proporsional di Meksiko  

didasarkan pada suara partai politik dari kelompok minoritas. Adapun 

kelompok minoritas tersebut terdiri dari kelompok-kelompok suku asli 

(berdasarkan ras), kelompok wanita, dan kelompok rentan lainnya. 

Dengan demikian, di Meksiko sebuah partai kecil sekalipun dapat 
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mendapatkan suara di kongres walaupun partai kecil tersebut tidak 

mendapatkan suara dengan sistem simple majority.  

3. Model Pemilu di Negara Filipina 

Model penerapan pemilu serentak diberbagai negara berbeda-beda 

dan tidak ada keseragaman. Seperti di Filipina misalnya, di tahun 2016 

negara tersebut pertama kali melakukan pemilu serentak dengan 

menyatukan pemilu presiden dan pemilu anggota parlemen. Filipina 

dianggap sebagai negara di regional Asia Pasifik yang pertama kali 

menyelenggarakan pemilu serentak dan menjadi model pembelajaran 

bagi negara lainnya, khususnya bagi negara-negara yang menerapkan 

sistem pemerintahan presidensial. 

 Secara teknis dalam pemilu di Filipina pemilih yang datang ke 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) diberikan selembar suara yang dua 

permukaannya digunakan memilih. Permukaan pertama berisi ragam 

calon personal, sedangkan permukaan kedua berisi ratusan partai 

politik. Pemilu Filipina dapat dikatakan efisien secara biaya karena dari 

11 (sebelas) jenis posisi jabatan politik hanya menggunakan satu surat 

suara dalam pemilihan. Ragam pilihan calon personal pada surat suara 

pertama di  Pemilu Filipina diantaranya: (1) calon presiden; (2) calon 

wakil presiden; (3) calon senator; (4) calon anggota perwakilan (DPR) 

jalur perseorangan; (5) Calon gubernur; (6) calon wakil gubernur; (7) 

anggota dewan provinsi; (8) calon wali kota; (9) calon wakil walikota, dan 

(10) calon konselor.  Permukaan kedua surat suara dalam pemilihan di 

Filipina merupakan pemilu untuk memilih lembaga perwakilan dari 

unsur partai politik (house of representative). Hanya ada nomor urut 

dan nama partai di surat suara ini dan tidak ada lambang partai 

maupun daftar nama calon anggota legislatif, kecuali di daerah 

Mindanao.  

 Pemilu house of representative/DPR Filipina berbeda dengan 

Indonesia pada variabel sistem besaran daerah pemilih (district 

magnitude/DM). Di Filipina 80% DM hanya 1 (satu) kursi menggunakan 

sistem pemilu plurality varian first past the post (FPTP), sedangkan 

pemilu DPR di Indonesia menggunakan sistem proporsional 
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representatif daftar calon (PR candidate list) dengan jumlah kursi 3-10. 

Berdasarkan perbandingan besaran daerah pemilihan tersebut, 

penerapan satu kursi tiap daerah pemilihan di Filipina dapat 

meminimalisir fragmentasi partai di parlemen, sehingga semakin lama 

diterapkan akan mengarah pada dua polarisasi sistem kepartaian. 

Sedangkan besaran daerah pemilihan 3-10 kursi di daerah pemilihan di 

Indonesia terbukti selama ini menyebabkan fragmentasi partai yang 

tinggi di parlemen. Fragmentasi parlemen hasil pemilu Filipina 2010 

adalah 4,5 partai politik sedangkan fragmentasi DPR hasil Pemilu 

Indonesia 2014 adalah 9. 

 

 

 

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur 

dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan 

Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara  

 

Penerapan sistem pemilu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah 

sumber pembiayaan pemilu nasional dan pemilu daerah yang dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sistem 

pemilu serentak untuk pemilu nasional yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2029 dan pemilu daerah  yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.  

Penambahan skema pemilu serentak daerah merupakan pengaturan 

keserentakan pemilihan kepala daerah yang ditambahkan dengan 

pemilihan DPRD, yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (UU tentang Pemilukada).  

Pengalihan pembiayaan Pemilu daerah dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) menjadi beban APBN, menuntut adanya perubahan 

undang-undang yang saat ini mengatur pembiayaan Pemilu daerah seperti 
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Pasal 166 Ayat (1) UU No.10/2016 tentang Pilkada yang menjelaskan lebih 

lanjut bahwa “pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Begitupula dengan peraturan lainnya seperti 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Implikasi penerapan 

sistem baru  yaitu penyederhanaan sistem pemilu serentak dan sumber 

pembiayaan pemilu melalui sumber APBN diharapkan dapat mendorong 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dari sisi pelaksanaan dan 

penganggaran. 

 

 

 

Sumber Pembiayaan Pemilu Serentak Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah 

Berasal Dari APBN 

Penerapan pemilu serentak pemilu nasional dan pemilu daerah dalam 

undang-undang ini bersumber dari APBN. Selama ini secara pembiayaan 

pemilu daerah dialokasikan dari APBD dalam bentuk dana hibah kepada 

penyelenggara pemilu di daerah (KPUD). Skema Pembiayaan pemilu daerah 

tanpa membebani APBN dapat dilakukan dengan menyisihkan dana 

transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran 

persiapan dan pelaksanaan pemilu dalam dua atau tiga tahun anggaran.  

Namun, banyak daerah yang tidak setuju karena bila memotong anggaran 

DAU akan mengurangi ruang fiskal daerah. Permasalahan ruang fiskal 

menjadi persoalan terkini desentralisasi fiskal di daerah. Seperti diketahui, 

sebagian besar daerah, memiliki ketergantungan terhadap Dana 

Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan data Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) tahun 2018 ketergantungan APBD terhadap dana 

transfer ke daerah sebesar 80,1 persen. Sementara, kontribusi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87 persen. 
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Mekanisme pembiayaan pemilu daerah yang akan diterapkan dalam 

undang-undang ini tidak berbeda dengan penyelenggaraan pemilu nasional. 

KPU menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilihan daerah pada satker 

KPU di daerah yang menyelenggarakan pemilihan daerah. Berdasarkan 

usulan KPU penyelenggara dengan mempertimbangkan DPT, kondisi 

geografis, dan indeks kemahalan harga. Mekanisme ini akan mengubah 

konsep pengawasan pembiayaan pemilu di daerah selama ini, karena 

sepenuhnya akan menjadi domain pengawasan anggaran kepada KPU RI 

oleh DPR RI serta tidak lagi menjadi domain pengawasan DPRD terhadap 

pemerintah daerah. Penyelenggaraan Pemilu Serentak dimulai pada tahun 

2027 Untuk Pemilu Daerah dan Pemilu Nasional Pada Tahun 2029 melalui 

pembiayaan APBN 

Anggaran pemilu nasional sumbernya dari APBN. Berdasarkan data 

Kemenkeu anggaran Pemilu  nasional tahun 2019 terdiri dari anggaran 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggaran Bawaslu, dan anggaran untuk 

kegiatan pendukung. Anggaran biaya KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 

tahun 2019 sebesar Rp25,59 triliun meningkat sebesar Rp9,97 triliun atau 

sekitar 63,82 persen jika dibandingkan Pemilu sebelumnya tahun 2014 

sebesar Rp15,62 triliun. Anggaran Kegiatan pengawasan Pemilu 2019 oleh 

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dianggarkan sebanyak Rp4,86 triliun 

meningkat Rp1,19 triliun atau sekitar 32,42 persen dibandingkan realisasi 

anggaran pada Pemilu 2014 sebesar Rp3,67 triliun. Sedangkan untuk 

kegiatan pendukung, pemerintah menganggarkan dana sebanyak Rp3,29 

triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,59 triliun atau sekitar 93,53 persen 

dibandingkan realisasi anggaran pada Pemilu 2014 sebesar Rp1,70 triliun.  

Peningkatan Anggaran Pemilu 2019 dibandingkan tahun 2014 

disebabkan empat faktor. Faktor pertama, adanya pemekaran daerah KPU 

Provinsi jumlahnya bertambah dari 33 menjadi 34. KPU kabupaten, 

bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota 

yang berdampak pada bertambahnya jumlah penyelenggaran pemilu di 

daerah mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan 

Suara (PPS), hingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS). Faktor kedua, yaitu adanya kenaikan honorarium bagi 
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penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS termasuk panitia di luar 

negeri. Faktor Ketiga, meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) juga menjadi salah satu sebab bertambahnya anggaran Pemilu. Hal 

ini disebabkan jumlah pemilih per TPS di Pemilu 2019 dibatasi hanya 300 

pemilih per TPS, sedangkan jumlah pemilih per TPS di Pemilu 2014 

sebanyak 500 pemilih per TPS. Tercatat, jumlah pemilih di Pilpres 2014 

adalah sebanyak 190.307.134 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 

545.803 TPS. Sedangkan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 adalah 

192.828.520 pemilih, dengan 810.283 TPS. Faktor Keempat, kenaikan 

anggaran juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah badan penyelenggara 

Pemilu (Permanen dan Ad-Hoc), penyesuaian besaran honorarium anggota 

badan adhoc yang rata-rata meningkat sebesar 68 persen, serta inflasi 

selama 5 tahun yang berpengaruh terhadap harga barang dan jasa 

kebutuhan Pemilu.  

Meskipun Anggaran Pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan 

dibandingkan pemilu tahun 2014, namun pelaksanaan pemilu serentak 

tahun 2019 mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang signifikan. 

Efisiensi anggran pemilu tahun 2019 untuk petugas pemilu bisa mencapai 

50 persen karena honor petugas pemilu dihitung berdasarkan jumlah 

kegiatan penyelenggaraan pemilu, bukan berdasarkan beban pekerjaan 

masing-masing pemilu.  Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya 

pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu 

kali pada awal persiapan pemilu. 

Berdasarkan Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 166 

Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa “pendanaan kegiatan pemilihan 

dibebankan pada Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah, dan dapat 

didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Anggaran penyelenggaraan pemilu 

daerah  selama ini dibebankan pada APBD, berupa dana hibah langsung 

dari masing-masing pemerintah daerah yang menandatangani Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu 

diubah menjadi beban APBN. 
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Anggaran pemilu daerah yang sumbernya dari APBD sering terjadi 

beberapa permasalahan diantaranya:1.pada tahap perumusan anggaran: 

terjadi perbedaan antara besaran yang diajukan oleh KPUD dengan 

Pemerintah Provinsi. Rendahnya basis dukungan kursi partai politik 

pengusung calon petahana ini bisa jadi salah satu faktor yang 

menyebabkan mengapa besaran anggaran pemilu daerah yang disetujui 

kurang dari jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU dalam NPHD, 2. pada 

tahap pencairan anggaran: keterlambatan  pencairan anggaran akibat 

adanya politik lokal daerah setempat  karena ada tiga pihak yang terlibat 

yakni pemda, DPRD, dan penyelenggara (KPU/Bawaslu Daerah), 

keterlambatan pengesahan NPHD yang mengakibatkan lamanya pencairan 

anggaran pemilu dan kesalahpahaman prosedur, dan 3. Ketidakselarasan 

antara jadwal atau tahapan pemilu daerah dengan proses penganggaran 

yang mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus 

menanggung biaya pelaksanaan atau menunda peaksanaan pemilu daerah. 

Anggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berdasarkan data 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp9,9 triliun terdiri dari 9 

provinsi dan 256 kabupaten/kota. Untuk 9 provinsi, anggaran yang 

disetujui sebanyak Rp1.3 triliun. Sementara di 256 kabupaten/kota 

anggaran yang disetujui sebanyak  Rp8,4triliun. Namun tersisa 5 daerah 

yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Penyederhanaan pemilu yang dilaksanakan hanya dua kali secara nasional 

akan mengurangi beban keuangan negara khususnya honor petugas pemilu 

yang menyerap 65 persen biaya pemilu. Honor petugas pemilu dihitung 

berdasarkan jumlah kegiatan penyelenggaraan pemilu, bukan berdasarkan 

beban pekerjaan masing-masing pemilu. Artinya, kalau dua atau tiga 

pemilu disatukan penyelenggaraannya, honor petugas tetap dibayar satu 

kegiatan penyelenggaraan pemilu.  Sebagai contoh, penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan Pemilihan 

Bupati atau Walikota pada 8 Kabupaten/Kota. Petugas TPS dapat 

mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan Gubernur, proses 

pemungutan, dan penghitungan suara Bupati dan Walikota  pembiayaan 

atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya 
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bimbingan teknis, biaya sosialisasi dan biaya lain-lain untuk pembiayaan 

satu kali pemilihan. 

Penyelenggaraan pemilu secara serentak untuk pemilu nasional dan 

pemilu daerah  dalam hitungan KPU akan menghemat dana mencapai Rp 

15 triliun dalam kurun lima tahun anggaran untuk membayar petugas 

pemilu hanya dua kali kegiatan saja, efisiensi biaya dari penggabungan 

seperti dari anggaran kotak suara, bilik suara, tinta, honor panitia, saksi 

penghitungan suara, pengamanan pemilu dan sebagainya. 

Disisi lain, Penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan dua kali 

perlu memperhatikan beban kerja pemilu nasional tahun 2019 ketika 

Pemilihan Anggota DPR, MPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden 

terutama untuk beban kerja petugas KPPS. Berdasarkan data KPU 

mencatat ada sekitar petugas KPPS 894 orang meninggal dunia dan 5.175 

petugas yang mengalami sakit karena beban kerja yang tinggi.  

Penyelenggaraan Pemilu nasional dan pemilu daerah secara serentak  juga 

perlu memperhatikan biaya sosialisasi Pemilu yang akan bertambah karena 

adanya mekanisme Pemilu baru. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya 

operasional dan biaya sosialisasi perlu ada sistem teknologi baru berupa 

rekapitulasi elektronik yang dapat menghemat efisiensi anggaran 

operasional dan sosialisasi serta menghemat beban kerja petugas KPPS 

agar sistem pemilihan umum nasional dapat diselenggarakan dengan baik. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Peristiwa reformasi merupakan suatu titik balik bagi bangsa 

Indonesia untuk mengevaluasi penerapan prinsip kedaulatan rakyat 

yang dianggap kurang demokratis semasa rezim Orde Baru. Tuntutan 

rakyat terhadap pemerintah untuk membuka keran demokrasi 

mewarnai jalannya reformasi. Tuntutan rakyat pada saat itu antara lain; 

pendirian partai politik baru, reformasi terhadap lembaga negara, 

reformasi terhadap lembaga penegak hukum, mengadakan pemilihan 

umum yang akan menghasilkan pemerintahan yang lepas dari 

pengaruh rezim orde baru, dan tuntutan untuk mengamandemen UUD 

1945. Hal tersebut pada puncaknya ditandai dengan perubahan 

terhadap Undang-undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan 

(MPR) yang dihasilkan dari Pemilu tahun 1999. 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengubah sistem 

ketatanegaraan secara signifikan. Perubahan konstitusi telah 

menghadirkan pemilihan umum atau pemilu setiap lima tahun untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD 

Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

(DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.  

Dengan demikian sejak Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dikenal tiga 

jenis pemilu: pertama, pemilu legislatif (untuk memilih Anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota); kedua, pemilu 

presiden (untuk memilih presiden dan wakil presiden); dan ketiga, 

pemilu atau pemilihan kepala daerah atau pilkada (untuk memilih 

gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati/walikota 

dan wakil walikota), walaupun dalam perkembangan terakhirnya, 

mahkamah konstitusi menyatakan pemilihan langsung kepala 
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pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota bukan lagi sebagai 

bagian dari rezim pemilu.  

Dalam ketentuan UUD NRI 1945, Pasal 6A ayat (1) dinyatakan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung telah dilaksanakan empat kali, yaitu 

pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap telah 

dilaksanakan secara demokratis karena para pemilih secara langsung 

memilih calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang 

dikehendakinya, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang 

independen, setiap warga negara dapat melakukan pengawasan secara 

langsung melalui berbagai berbagai mekanisme  yang telah diatur, dan 

adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.  

Bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di 

Indonesia dianggap lebih terbuka dan demokratis dari pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat yang menggunakan 

sistem electoral college. Dengan sistem ini, pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden di Amerika Serikat sebenarnya tidak menerapkan sistem 

pemilihan secara langsung. Penentuan siapa presiden berikutnya 

bukanlah lewat voting suara terbanyak, melainkan seberapa banyak 

capres mendapatkan electoral votes yang tersebar di 51 negara bagian41. 

Selanjutnya dalam beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945: 

a. Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa “anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.  

b. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. 

c. Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari 

setiap provinsi melalui pemilihan umum. 

 
41Titro.id, Baik Buruk Sistem Electoral College Pilpres di AS, dimuat dalam 

https://tirto.id/b2BE, diakses tanggal 9 Maret 2020. 

https://tirto.id/b2BE
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Tiga ketentuan tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan 

representasi rakyat dalam wadah lembaga perwakilan rakyat melalui 

pemilihan umum. Dan dalam perjalanan sejarah reformasi, perubahan 

UUD NRI Tahun 194 memunculkan lenbaga baru yaitu dewan 

perwakilan daerah yang merupakan representasi perwakilan rakyat non 

partisan dan juga menggantikan unsur golongan MPR.   

Dalam ketentuan Pasal 22E, mengatur: 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik.  

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.  

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang. 

Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa Pasal 22E memberikan landasan 

hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya 

ketentuan ini di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka lebih menjamin 

waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun 

menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan 

pemilu. 

Selain itu, pemaknaan atas Pasal 22E yakni, pemilihan umum untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan dengan 

berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan 

dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga 

Negara Indonesia terjamin memiliki wakilnya yang duduk di lembaga 

perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan 

pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah. 

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum 

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh 

bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status 

sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam 

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh 

negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya 

pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam 

penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, 

peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta 

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta 

pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

Pemilihan umum pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam undang-

undang Pemilu dan rekrutmen para komisionernya dilakukan secara 

terbuka dengan harapan dapat terpilihnya komisioner KPU yang 

kapabel dan berintegritas. 
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B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah) 

UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah 

dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan 

kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang 

mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan 

yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat 

pemerintahan. Melalui penerapan UU tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah ini mampu menciptakan pembagian keuangan 

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, 

demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, 

kondisi, dan kebutuhan daerah. 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, 

pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah 

secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, 

termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), baik kewenangan Pusat yang 

didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka 

tugas Pembantuan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk 

mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada 

suatu bidang pemerintahan.  
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Keterkaitan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah dalam rencana pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pemilu ini pada intinya mengenai anggaran Pemilu Daerah, ada 

beberapa hal yang sekiranya dapat dikaitkan: pertama, Naskah 

Perjanjian Hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilu Daerah. 

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu 

dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemda atau sebaliknya yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui 

perjanjian. Kebijakan hibah daerah merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi 

daerah (Pasal 44 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemilukada) 

pendanaan kegiatan Pemilukada dibebankan pada APBD, dan dapat 

didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Secara lebih spesifik mekanisme pembiayaan pemilu daerah 

diatur dalam beberapa peraturan yang salah satunya ialah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana 

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Permendagri No. 44 Tahun 

2015), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati  dan Walikota (PMK No. 

89/PMK.05/2016), dan SK KPU Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI 

Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, 

Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana 

Hibah Untuk Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Beserta Walikota dan Wakil Walikota.   
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Berdasarkan UU tentang Pemilukada, dana pemilu daerah atau 

belanja hibah APBD juga merupakan pendapatan APBN. Implikasinya 

adalah sisa dana hibah Pemilu Daerah dikembalikan pada APBN karena 

dana hibah diserahkan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) 

serta dihibahkan untuk anggaran Pemilu daerah, bilamana terdapat 

sisa dana hibah pemilu daerah maka oleh KPU akan dikembalikan ke 

kas negara dengan cara diregister atau didaftarkan ke APBN. Kedua, 

Pembiayaan Pemilu daerah juga menggunakan Dana Dekonsentrasi 

yang diatur dalam Pasal 87 UU tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pusat dan Daerah. KPU dan Bawaslu sebagai perangkat dekonsentrasi 

mendapatkan anggaran dekonsentrasi dari APBN.  Ketentuan mengenai 

Dana Dekonsentrasi dalam UU tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pusat dan Daerah untuk penganggaran  diatur dalam Pasal 88, 

penyaluran dana dekonsentrasi dalam Pasal 89,  pertanggungjawaban  

dana dekonsentrasi dalam Pasal 90, dan status barang dan jasa dalam 

pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam Pasal 91. 

Dengan demikian dalam pengaturan RUU tentang Pemilu ke 

depan khususnya anggaran Pemilu Daerah dengan UU tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah sumber 

pembiayaan Pemilu Daerah yang saat ini berasal dari APBD dapat 

diubah menjadi sumber pembiayaan berasal dari APBN sehingga 

mekanisme pembiayaan Pemilu Daerah lebih baik dari sisi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. 

 

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(UU tentang Pemerintahan Aceh) merupakan pengganti dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh Darussalam. UU tentang Pemerintahan Aceh 

merupakan dasar pemberian otonomi khusus (otsus) kepada Provinsi 

Aceh, Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. 

Konsiderans menimbang UU tentang Pemerintahan Aceh 

menjelaskan bahwa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang 
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bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas 

sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan 

daya juang yang tinggi, serta pandangan hidup yang berlandaskan 

syariat Islam. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan di Aceh belum dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintahan 

Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip 

kepemerintahan yang baik. Bencana alam gempa bumi dan tsunami 

yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi 

bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah 

Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai di Aceh. 

Pasal 7 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai 

kewenangan pemerintahan Aceh yaitu Pemerintahan Aceh dan 

kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 12 UU tentang 

Pemerintahan Aceh mengatur mengenai urusan pemerintahan Aceh 

yaitu Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang 

menjadi kewenangan Pemerintah yaitu meliputi urusan pemerintahan 

yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang 

agama.  

Pasal 16 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai urusan 

pemerintahan Aceh yaitu meliputi urusan wajib, urusan wajib lainnya, 

dan urusan bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan Aceh yaitu merupakan urusan dalam skala Aceh 

meliputi: 

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 
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f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

potensial; 

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 

h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan 

lintas kabupaten/kota; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 

termasuk lintas kabupaten/kota; 

j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 

l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota; dan 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat 

dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota. 

 

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh 

merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: 

a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan 

syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga 

kerukunan hidup antarumat beragama; 

b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; 

c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah 

materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; 

d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan 

e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan Aceh. 

Pasal 21 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai 

penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Pemerintahan Aceh 
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedangkan penyelenggara 

Pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas Pemerintahan 

kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota 

(DPRK). Nomenklatur lembaga perwakilan rakyat di Aceh tersebut 

berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya yang menggunakan 

nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan nomenklatur Peraturan Daerah (Perda) 

di Aceh pun berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya yaitu 

dinamakan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota, tidak 

menggunakan nomenklatur Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Perda yang 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

Aceh. 

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Aceh dengan RUU 

tentang Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan konsultasi 

dan pertimbangan kepada DPRA terkait dengan  rencana pembentukan 

undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan 

Pemerintahan Aceh dan penyelenggara pemilihan umum presiden/wakil 

presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK 

maupun pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang 

dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Aceh. Eksistensi partai lokal di Aceh pun juga 

harus menjadi perhatian.  

Keterkaitan pertama adalah penyelenggaraan konsultasi dan 

pertimbangan kepada DPRA.  Pasal 8 ayat (2) UU tentang Pemerintahan 

Aceh menyetakan bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan 

Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan 

DPRA. Oleh karena itu, dalam membentuk RUU tentang Pemilihan 

Umum yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan 

dengan Pemerintahan Aceh misalnya syarat pencalonan kepala daerah 

dan lain sebagainya, DPR RI perlu melakukan konsultasi dengan DPRA. 
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Keterkaitan kedua adalah KIP yang bertugas sebagai penyelenggara 

pemilihan umum di Aceh. KIP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu KIP Aceh 

dan KIP Kabupaten/Kota. KIP Aceh bertugas sebagai penyelenggaran 

pemilihan umum secara khusus menyelenggarakan pemilihan umum 

Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan 

gubernur/wakil gubernur. Sedangkan KIP Kabupaten/Kota KIP 

kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil 

Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. KIP Aceh 

dan KIP Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 UU tentang 

Pemerintahan Aceh. 

Keterkaitan ketiga adalah tentang Panitia Pengawas Pemilihan 

sebagai pihak yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilihan umum 

di Aceh. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas 

Pemilihan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat 

nasional. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas 

Pemilihan kabupaten/kota bersifat ad hoc. Pasal 61 UU tentang 

Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa tugas dan wewenang Panitia 

Pengawas Pemilihan: 

a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; 

dan 

b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan. 

Selain keterkaitan sebagaimana disebutkan diatas, terdapat juga 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu diperhatikan karena 

terkait dengan pemilihan umum. Terdapat 2 (dua) Putusan MK atas 

pengujian terhadap UU tentang Pemerintahan Aceh, yang dikabulkan 

yaitu Putusan MK No. 35/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Perkara No. 

51/PUU-XIV/2016.  
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1. Putusan MK Perkara No. 35/PUU-VIII/2010, amar putusan yaitu 

membatalkan Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh: 

Pasal 256 

Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau 
walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan 
pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 

2. Putusan MK Perkara No. 51/PUU-XIV/2016, amar putusan yaitu 

Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh dinyatakan 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana 

yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang 

bersangkutan mantan terpidana. 

Pasal 67 ayat (2) huruf g 

tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 
yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah 
mendapat amnesti/rehabilitasi; 

 
 

Putusan MK Perkara No. 51/PUU-XIV/2016 didasarkan atas 

pengaturan pesyaratan Pilkada hasil dari Putusan MK Perkara No.  

42/PUU-XIII/2015 yang memutus mengenai persyaratan Pilkada 

mengenai terpidana yang maju sebagai calon dalam Pilkada. Putusan 

MK mengenai syarat calon terpidana ini pula sudah ada 2 kali putusan 

MK setelahnya yakni Putusan MK Perkara No. 71/PUU-XIV/2016 dan 

Putusan MK Perkara No. 56/PUU-XVII/2019. Adapun bunyi norma 

Putusan MK Perkara No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai syarat calon 

terpidana yang maju sebagai calon dalam pilkada yaitu sebagai berikut: 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:  
…  

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
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atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda 
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah 
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana 
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang 
berulang-ulang; 

 

Selain Putusan MK terkait UU tentang Pemerintahan Aceh, terdapat 

pula putusan MK pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) yang terkait dengan 

UU tentang Pemerintahan Aceh, yakni Putusan MK Perkara No. 

61/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Perkara No. 66/PUU-XV/2017. 

Dalam pembentukan UU tentang Pemilu tidak dilakukan konsultasi dan 

tidak mendapatkan pertimbangan dari DPRA sebagaimana seharusnya 

yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Aceh. 

Kondisi ini bertolak belakang dengan Putusan MK dalam Perkara No. 

42/PUU-XIII/2015 yang justru diakomodasi oleh MK untuk merevisi UU 

tentang Pemerintahan Aceh meskipun tidak ada konsultasi dan 

permintaan pertimbangan ke DPRA dalam pembentukan UU tentang 

Pilkada. 

Berdasarkan ketentuan diatas, penyusunan RUU tentang Pemilihan 

Umum harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang 

Pemerintahan Aceh. Selain itu, perubahan RUU tentang Pemilu perlu 

memperhatikan batasan penyelenggaraan keistimewaan di Provinsi Aceh 

yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, 

pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 

 

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk 

mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam bingkai NKRI 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan 

hukum. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini salah satu 

perwujudannya dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu 

pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai politik 

merupakan salah satu unsur utama dalam pemilihan umum di 

Indonesia, menginat partai politik adalah peserta pemilu anggota DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pengusul pasangan 

calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta 

bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.  

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Tentang 

Parpol), telah dilaksanakan dua pemilihan umum di Indonesia, yaitu 

pada tahun 2014 dan 2019. Pada praktiknya, penerapan UU Tentang 

Parpol telah memunculkan beberapa masalah, diantaranya kegagalan 

partai politik menjadi peserta pemilu, kegagalan partai politik dalam 

kaderisasi sehingga kerap kesulitan mengajukan calon anggota legislatif 

dan calon pejabat eksekutif yang mumpuni, terlebih kader perempuan. 

Berikutnya ketidakberdayaan partai politik dalam menghadapi 

penyumbang dana, baik yang menjadi anggota maupun tidak, sehingga 

partai politik seringkai lebih mengutamakan kepentingan penyumbang 

atau pemilik modal dibandingkan kepentingan anggota dan simpatisan. 

Permasalahan berikutnya adalah kesulitan partai politik dalam 

menyelesaikan konflik internal sehingga partai politik lebih sibuk 

mengurus masalah internal partai dibandingkan menjadi penghubung 

pemerintah dan rakyat. Masalah yang terakhir, kemerosotan nilai-nilai 

moral dan ideologi partai politik sehingga partai politik cenderung 

terjebak pada pragmatism politik yang pada akhirnya membawa kader-

kadernya terjerat kasus korupsi. Beberapa masalah yang membelit 

partai politik tersebut mengharuskan adanya perubahan partai politik. 
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Di sisi lain, perubahan undang-undang pemilu juga secara tidak 

langsung mengharuskan adanya perubahan atau penyesuaian UU 

Tentang Parpol dengan undang-undang pemilu. Salah satu solusi yang 

bisa dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam tata kelola partai 

politik adalah partai politik harus mendapat subsidi negara secara 

signifikan. Dana subsidi tersebut digunakan untuk melakukan 

pendidika politik dan kaderisasi sehingga partai politik mampu 

mengajukan kader-kader yang berkualitas untuk menjadi anggota 

legislatif maupun pejabat eksekutif. Selain itu, dana subsidi negara 

akan menjauhkan partai politik dari dominasi elite partai atau bahkan 

perseorangan. Sejalan dengan hal tersebut, demi prinsip transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik, baik dari negara 

maupun dana dari para penyumbang, partai politk diwajibkan 

menyusun anggaran tahunan dan melaporkan keuangan partai secara 

berkala. Penyaluran dana subsidi tersebut sebaiknya dilakukan oleh 

lembaga negara yang independen, dalam hal ini adalah KPU, posisi KPU 

dirasa tepat karena selalu bersentuhan dengan partai politik dalam 

urusan pemilu. 

Selain beberapa hal diatas, upaya untuk memperkuat dan 

mengefektifkan sistem presidensiil paling tidak harus dilakukan dalam 

empat hal yaitu mengkoondisikan terbentuknya sistem multipartai 

sederhana, mendorong terciptanya pelembagaan partai dan 

kepemimpnan partai yang demokratis dan akuntabel, serta mendorong 

penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. 

Jaringan kepengurusan ini akan memastikan partai politik memiliki 

struktur organisasi yang kuat dan tersebar sehingga mampu 

menjangkau aspirasi seluruh rakyat Indonesia. 

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) 

UU tentang MD3 yang merupakan penggantian Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan 

Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membatalkan 

beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam proses 

pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian 

terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengurangi 

kewenangan DPR dalam pembahasan APBN. 

Pembentukan UU tentang MD3 dimaksudkan pula sebagai upaya 

untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling 

mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta 

sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang 

memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sejalan dengan pemikiran di 

atas serta untuk mewujudkan Lembaga perwakilan rakyat yang 

demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang ini memperkuat 

dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-

undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai 

ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan 

Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik 

Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian DPR. 
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Adapun keterkaitan UU tentang MD3 dengan Rancangan Undang-

Undang penggantian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (RUU tentang Pemilu) yaitu: 

1. definisi Komisi Pemilihan Umum;  

2. pemilihan umum untuk memilih anggota MPR;  

3. kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden hasil pemilihan umum; DPR terdiri atas anggota partai 

politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan 

umum;  

4. fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan 

konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum;  

5. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyidikan 

dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana 

syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang 

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;  

6. Anggota DPR diberhentikan antarwaktu jika tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai calon anggota DPR sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, 

DPD, dan DPRD;  

7. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui 

pemilihan umum;  

8. Di provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak 

diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan 

umum berikutnya dan Anggota DPD di provinsi induk juga 

mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;  

9. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan 

verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPD karena tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum 

anggota DPR, DPD, dan DPRD;    
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10. Anggota DPD diberhentikan antarwaktu jika tidak memenuhi 

syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;  

11. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 

12. Dalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah pemilihan 

umum, pengisian anggota DPRD provinsi di provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan 

dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan provinsi 

yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah 

penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota 

DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan 

umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum; dan 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk 

mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d 

berdasarkan suara terbanyak. 

13. Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi 

yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua 

belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 

14. Masa jabatan anggota DPRD provinsi berakhir pada saat anggota 

DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan 

sumpah/janji. 
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15. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara 

pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan provinsi yang 

dibentuk setelah pemilihan umum diatur dengan peraturan KPU 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

16. Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu jika tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pemilihan umum;  

17. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 

18. Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah 

pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di 

kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk 

setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 

berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota 

DPR, DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon 

anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan 

umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk 

dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan 

umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan 

umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang 

dibentuk setelah pemilihan umum; dan 
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e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk 

mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d 

berdasarkan suara terbanyak. 

19. Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang 

dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum. 

20. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota berakhir pada saat 

anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum 

berikutnya mengucapkan sumpah/janji. 

21. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara 

pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum diatur 

dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

22. Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu jika 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan umum. 

 

Pengaturan pemilu yang tersebar ke beberapa undang-undang tidak 

hanya perlu dikodifikasi dalam satu naskah undang-undang, tetapi juga 

perlu diperbaiki substansi pengaturannya. Perubahan ini dilakukan 

dengan tiga tujuan: pertama, meningkatkan partisipasi pemilih, baik 

secara kualitas maupun kuantitas; kedua, menyederhanakan sistem 

kepartaian di parlemen menjadi sistem multi partai moderat di mana 

terdapat tiga sampai lima partai dominan demi efektivitas pengambilan 

keputusan; dan ketiga, mengefektifkan sistem pemerintahan 

presidensial pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota 

dengan menghindarkan terjadinya pemerintahan terbelah dan 

pemerintahan terputus dengan cara menyelenggarakan pemilu nasional 

untuk memilih presiden dan wakil presiden dan Anggota DPR dan DPD, 

serta Pemilu Daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan 
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anggota DPRD provinsi serta bupati dan wakil bupati/walikota dan 

wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota. 

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, perubahan pengaturan 

penyelenggaraan pemilu belumlah cukup tanpa diikuti perubahan 

pengaturan tata kelola parlemen. Sebab, bagaimanapun juga efektivitas 

pemerintahan adalah perpaduan kinerja antara lembaga legislatif dan 

eksekutif. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang 

Pemilu) dengan UU tentang MD3, sehingga perubahan dalam UU 

tentang Pemilu juga harus diikuti oleh perubahan dalam UU tentang 

MD3. Berikut ini adalah beberapa isu pokok untuk memperbaiki UU 

tentang MD3 berserta undang-undang perubahannya.  

Pertama, pengelompokan kekuatan politik di DPR dan DPRD harus 

disederhanakan sedikitnya menjadi tiga fraksi: pertama, fraksi 

pendukung pemerintah, yang berasal dari koalisi partai politik yang 

memenangkan pemilihan presiden dan pilkada; kedua, fraksi oposisi, 

yang berasal dari koalisi partai politik yang kalah dalam pemilu 

presiden dan pilkada; dan ketiga, fraksi independen, yaitu koalisi partai 

politik yang tidak mau bergabung dalam fraksi pendukung pemerintah 

maupun fraksi oposisi. Pengelompokan kekuatan politik ini untuk 

memudahkan perdebatan dan perundingan politik dalam membuat 

kebijakan. Dengan demikian mekanisme dan prosedur pengambilan 

keputusan juga bisa disederhanakan. 

Kedua, untuk mendukung penyederhanaan fraksi di DPR dan DPRD, 

struktur pimpinan lembaga dan mekanisme pemilihan lembaga juga 

harus diubah. DPR dan DPRD akan dipimpin oleh ketua dan wakil 

ketua, demikian juga dengan alat-alat kelengkapan lainnya. Ketua dan 

wakil ketua dipilih secara bersamaan oleh para anggota, dimana suara 

terbanyak pertama ditetapkan menjadi ketua dan suara terbanyak 

kedua ditetapkan menjadi wakil ketua. Mekanisme pemilihan ketua dan 

wakil ketua lembaga dan alat-alat kelengkapan lembaga seperti itu 

dengan sendirinya akan membantu menyederhanakan pengelompokan 
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kekuatan politik di parlemen menjadi hanya dua atau tiga fraksi, yang 

akan berguna dalam mengefektifkan pengambilan keputusan. 

Ketiga, UU tentang MD3 harus menegaskan bahwa semua 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan, dan fungsi anggaran dilakukan melalui komisi, dan jika 

komisi tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan musyawarah 

mufakat, maka keputusan baru diserahkan kepada rapat paripurna. 

Pengambilan keputusan seperti ini tidak hanya menyederhanakan 

proses pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong anggota masing-

masing komisi untuk bekerja terfokus sesuai bidang komisinya. Tentu 

komisi harus mendapat dukungan administrasi dan riset kuat agar 

memudahkan anggotanya dalam mengambil keputusan. 

 

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang 

Berdasarkan ketentuan UU tentang Pemda penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah 

(DPRD) dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat 

rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah 

berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang 

berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan 

pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi 

pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. 

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, 

kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam 
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beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam UU tentang 

Pemda secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara 

terintegrasi. 

Keterkaitan antara UU tentang Pemda dan Undang-Undang tentang 

Pemilu adalah DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam 

penjelasan Pasal 102 ayat (1)  UU tentang Pemda mengatur bahwa 

penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi 

didasarkan pada jumlah penduduk Daerah provinsi yang bersangkutan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta nama anggota DPRD provinsi 

terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif 

dilakukan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi dan dilaporkan 

kepada Menteri melalui gubernur dan tembusannya kepada komisi 

pemilihan umum. Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota 

untuk setiap Daerah provinsi didasarkan pada jumlah penduduk 

Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD. Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil 

pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh komisi pemilihan 

umum Daerah kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur 

melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada komisi pemilihan 

umum. 

Kemudian hal lain yang terkait dengan Undang-Undang tentang 

Pemilu adalah dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi 

setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah 

provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum dilakukan dengan cara: a) menetapkan jumlah kursi DPRD 

provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; b) menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota 

DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan 
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Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum; c) menentukan bilangan pembagi pemilih 

berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah 

provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum; d) menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan 

umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah 

provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum; dan e) menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk 

mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara 

terbanyak.  

 Pengisian anggota DPRD provinsi dilaksanakan oleh komisi 

pemilihan umum Daerah provinsi induk. Serta pengisian anggota DPRD 

provinsi tidak dilakukan bagi Daerah provinsi yang dibentuk 12 (dua 

belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Mengenai masa 

jabatan anggota DPRD provinsi berakhir pada saat anggota DPRD 

provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji. 

Kemudian penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan 

DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Selain pengaturan mengenai DPRD Provinsi UU tentang Pemda juga 

mengatur mengenai DPRD Kabupaten/Kota. Hal yang terkait dengan 

Undang-Undang tentang Pemilu adalah DPRD kabupaten/kota terdiri 

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. Kenudian dalam hal dilakukan pembentukan Daerah 

kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD 

kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan 

dengan cara: a) menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk 

dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 

berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam 

undangundang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; b) menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota 
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DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota 

yang dibentuk setelah pemilihan umum; c) menentukan bilangan 

pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah 

pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota 

yang dibentuk setelah pemilihan umum; d) menentukan perolehan 

kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil 

pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk 

dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; e) 

menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi 

sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.  

Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh komisi 

pemilihan umum Daerah kabupaten/kota induk. Pengisian anggota 

DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah kabupaten/kota yang 

dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 

Pengaturan mengenai masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota 

berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan 

umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.  Mengenai penetapan 

jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota 

induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan 

umum diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya ketentuan mengenai keanggotaan anggota DPRD 

kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 

paling banyak 50 (lima puluh) orang yang diresmikan dengan 

keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Anggota DPRD 

kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 

(lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota 

yang baru mengucapkan sumpah/janji. Kemudian penentuan jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Daerah provinsi 

didasarkan pada jumlah penduduk Daerah kabupaten/kota yang 
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bersangkutan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai 

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

  Selain DPRD, Kepala Daerah juga merupakan Unsur 

penyelnggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan mengenai pemilihan 

kepala daerah diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini Undang-

Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam UU tentang Pemda 

hanya mendelegasikan sebagian ketentuan dalam Undang-Undangg 

tentang Pemilihan Kepala Daerah, misalnya mengenai pemberhentian 

kepala daerah dengan ketentuan apabila gubernur berhenti atau 

diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan 

kepala daerah. Kemudian apabila bupati/wali kota berhenti 

sebagaimana dimaksud atau diberhentikan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan 

pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Pengaturan 

selanjutnya adalah apabila wakil kepala daerah berhenti atau 

diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap sebagaimana, pengisian jabatan wakil kepala 

daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS  

 

A. Landasan Filosofis 

Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dalam sila ke-4 (empat) menyatakan bahwa, “Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan.” 

Dalam sila a quo terdapat beberapa konsep pokok yaitu kerakyatan 

sebagai suatu kedaulatan rakyat yang dipimpin dalam suatu konsep 

permusyawaratan/perwakilan, yang artinya dapat disimpulkan sebagai 

suatu konsep demokrasi perwakilan.  Konsep kedaulatan rakyat di 

Indonesia tidak hanya dinyatakan dalam sila ke-4 Pancasila, tapi 

diejawantahkan lebih lanjut ke dalam batang tubuh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.” 

 Kedaulatan rakyat identik dengan konsep demokrasi yang berasal 

dari penggalan kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan kata 

“kratos” atau kata “cratein” yang berarti pemerintahan, sehingga kata 

demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.42 Demokrasi adalah suatu 

sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara 

secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik 

dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi 

terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta 

dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, 

baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (public 

sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil 

dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk 

kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara 

 
42Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.1. 
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tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan 

rakyat (from people, by the people, to the people).43  

Demokrasi terkenal dengan semboyan “Vox Populei Vox Dei”, yaitu 

suara rakyat adalah suara Tuhan.44 Dalam negara modern sejak abad 

ke-18, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berdasarkan 

perwakilan (representative democracy).45 Gagasan demokrasi melalui 

prosedur perwakilan merupakan latar belakang munculnya ide lembaga 

perwakilan atau lembaga parlemen dalam sejarah.46 Parliament 

(parlemen) adalah suatu istilah yang menekankan unsur bicara (parler) 

dan merundingkan, yang artinya parlemen harus membicarakan 

kepentingan rakyat dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang 

berkuasa dan juga mengkritik eksekutif apabila terjadi kesalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.47 Parlemen di negara yang menganut 

demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga mewakili mayoritas dari 

rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepadanya. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh C. F Strong bahwa, “A system of government in 

which the majority if the grown members of a political community 

participate through a method of a representation which secures  that the 

government is ultimately responsible for its action to that majority.”48 

Sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat di 

Indonesia diwujudkan melalui para wakil-wakilnya yang dipilih secara 

langsung melalui pesta demokrasi (pemilihan umum). Rakyat Indonesia 

tidak hanya memilih secara langsung para wakilnya yang nantinya 

duduk di parlemen saja, namun juga memilih secara langsung calon 

Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih langsung calon kepala 

 
43Ibid. 
44Ibid., hal. 47. 
45Bintan R. Saragih, Hukum dan Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan 

Indonesia, dalam buku Bagir Manan, Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan 
Pemikiran dalam Rangka Purnabakti, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2011, hal. 

257. 
46Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hal.118. 
47Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditama, 

Bandung, 2008, hlm.138. Inu Kencana Syafiie dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung, 2010, hal. 20 dan hal. 63. 
48C.F. Strong, Modern Politcal Constitutions: An Introduction to the Comparative Study 

of Their History and Existing Form.  Sidgwick and Jackson, London, 1963, hal. 13. 
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daerah. Pemilihan langsung yang dimanifestasikan dalam pemilihan 

umum telah dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalu pemilhan umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-

undang (Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); 

➔ Hal ini tidak dimaksudkan adanya pemilu untuk memilih anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan sekedar 

menyatakan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPR). Anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui pemilu.   

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); 

➔ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan dalam satu 

pasangan calon.  

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaa-nggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); 

➔ Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945); 

➔ Pemilu Kepala Daerah 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum 

(Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); dan 

➔ Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

6. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum (Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 

➔ Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Berdasarkan pasal-pasal a quo, pemilu di Indonesia diselenggarakan 

untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan 
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DPRD (Vide Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Peserta pemilu 

untuk memilih anggota DPR dan DPD adalah partai politik (Vide Pasal 

22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Sementara itu, peserta pemilu 

untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan (Vide Pasal 22E ayat 

(3) UUD NRI Tahun 1945).  

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali (Vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945). Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Vide Pasal 22E ayat 

(5) UUD NRI Tahun 1945). Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum 

diatur dengan undang-undang, dengan demikian pengaturan mengenai 

UU Pemilu merupakan ketentuan organik dari UUD NRI Tahun 1945. 

Sebagai suatu merupakan ketentuan organik dari UUD NRI Tahun 

1945, UU Pemilu harus menjamin konsep kedaulatan rakyat yang dapat 

merepresentasikan kepentingan rakyat Indonesia, meskipun disalurkan 

melalui para wakil-wakilnya yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui 

pemilu. Secara eksplisit UU Pemilu menjamin konsep negara demokrasi 

yang dicita-citakan oleh NKRI. Oleh karena itu, perlu penataan yang 

konstitusional, sesuai kebutuhan hukum masyarakat, dan menjamin 

demokratisasi yang baik dalam pengaturan UU Pemilu.  

 

B. Landasan Sosiologis 

Negara-negara poskolonial49 umumnya memiliki perbedaan sejarah 

pembentukan partai politik dengan negara-negara maju yang berhaluan 

liberal. Indonesia termasuk negara poskolonial yang mengalami 

pergulatan politik panjang mulai dari zaman penjajahan kongsi dagang 

Eropa hingga Hindia Belanda dan Jepang. Namun demikian pergulatan 

 
49Robert J.C. Young, Postcolonialism: an Historical Introduction. United Kingdom: 

Blackwell Publishing, 2001. hlm. 57-58. Teori poskolonial bertolak dari proses hegemoni-
dominasi oleh yang kuat terhadap yang lemah sebagai upaya penyadaran sekaligus kritik 

neo-kolonialisme serta hubungan hegemonis dalam beragam konteks. Negara poskolonial 

dalam teori poskolonial merupakan entitas kritis dalam mengeksplorasi perbedaan 

fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah dalam menyikapi arah 

perkembangan kebudayaannya.   
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politik tersebut memberikan pengaruh terhadap pelembagaan atau 

pembakuan entitas kebangsaan yaitu rasa nasionalisme, persatuan dan 

kesatuan sebagai bangsa Bhineka Tunggal Ika.  

De Indische Partij merupakan partai politik pertama yang lahir pada 

25 Desember 1912 didirikan oleh Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara 

dan Tjipto Mangunkoesoemo yang menandai terbitnya kesadaran politik 

kepartaian pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada era 

kebangkitan nasional atau sebelum kemerdekaan diproklamasikan 

pada 17 Agustus 1945 telah berdiri partai politik yang berasal dari 

beragam ideologi seperti nasionalisme, Islam, sekuler, dan komunis.  

Indische Sosial Democratishe Vereniging (ISDV) berdiri pada Mei 

1914, Indische Katholike Partij berdiri pada November 1918, Partai 

Komunis Indonesia berdiri pada Mei 1920, Perserikatan Nasional 

Indonesia berdiri pada 4 Juli 1927, Partai Nasional Indonesia berdiri 

pada 1928, Partai Rakyat Indonesia berdiri pada September 1930, 

Parindra pada Januari 1931, Partai Indonesia  berdiri April 1931, dan 

Gerindo  berdiri Mei 1937.  

Sejarah politik kelahiran partai politik di Indonesia berbeda dengan 

kelahiran partai politik di negara seperti Amerika Serikat. Di Indonesia 

partai politik lahir mendahului kelahiran negara, sementara di Amerika 

Serikat partai politik lahir setelah negara kesatuan Amerika Serikat, 

United Stated of America, lahir terlebih dahulu. Perbedaan sejarah 

kelahiran partai politik tersebut nantinya akan menentukan bagaimana 

format negara kesatuan mampu membingkai pluralisme politik, 

representasi politik, serta sistem pemerintahan yang dihasilkan dari 

sebuah pemilihan umum yang demokratis.  

Prof. Mahfud MD menggunakan istilah “konfigurasi politik”50 untuk 

menggambarkan interaksi partai politik beda ideologi atau pluralisme 

politik dari masa ke masa, pada saat pelaksanaan Pemilu pertama 

tahun 1955 hingga era reformasi. Konfigurasi politik atau interaksi 

partai-partai beda ideologi tersebut dimediasi oleh hukum sehingga 

mampu menghasilkan demokrasi. Prof. Mahfud MD mengamati tiga 

 
50Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hal. 7.  
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produk utama hasil dari mediasi hukum terhadap konfigurasi politik 

yaitu Hukum Pemilu, Hukum Pemerintahan Daerah, dan Hukum 

Agraria.  

Mediasi hukum terhadap konfigurasi politik yang menghasilkan 

produk hukum itu kemudian dinyatakan sebagai sebuah situasi politik 

hukum nasional. Ada kalanya produk hukum memiliki karakter 

responsif, karena dilahirkan dalam konfigurasi politik yang demokratis. 

Sebaliknya, terdapat produk hukum yang berkarakter ortodoks 

lantaran dilahirkan dalam konfigurasi politik yang otoriter.  

Kajian politik-hukum Prof. Mahfud MD merupakan kontribusi yang 

sangat berharga bagi proses pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Khususnya bagi proses pembentukan Hukum 

Pemilu yang mencerminkan pluralisme politik yang memiliki 

kecenderungan demokratis dan otoriter.  

Pemilu 1955 kerap dianggap sebagai pemilihan umum yang paling 

demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pertama, karena 

undang-undang yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu, UU 

No. 7 Tahun 1953, memuat materi yang sangat rinci, sehingga tidak 

memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas kepada eksekutif. 

Kedua, terdapat organisasi penyelenggara Pemilu yang independen 

tidak diintervensi oleh kekuatan politik pemerintah.51  

Prof. Mahfud MD membagi periodisasi pasang surut konfigurasi 

politik ke dalam tiga periode yaitu periode 1945-1959 yang 

menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan pada 

demokrasi liberal, periode 1959-1966 menampilkan konfigurasi politik 

otoriter yang didasarkan paham demokrasi terpimpin, serta periode 

1966-1998 yang menampilkan konfigurasi politik non demokratis.52 

Nampaknya Pemilu 1955 merupakan awal pengkerucutan pluralisme 

politik yang tercermin dari kontestasi partai politik beda ideologi yang 

 
51Ibid., hal. 364. 
52Ibid., hal. 308. 
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mendapatkan mayoritas dukungan pemilih antara lain PNI (22%), 

Masyumi (21%), NU (18%), dan PKI (16%).53  

Konfigurasi politik atau pluralisme politik pasca pemilihan umum 

serentak 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden serta Anggota 

DPR dan Anggota DPRD mengerucut pada tiga ideologi besar yang 

direpresentasikan oleh sejumlah partai politik utama. Ideologi 

nasionalisme direpresentasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, ideologi Islam diusung oleh PAN, PKB, PKS dan PPP, serta 

ideologi developmentalisme yang diusung oleh Partai Golkar, Partai 

Demokrat, dan Partai Gerindra. Situasi yang sama terjadi pada pemilu 

sebelumnya, pasca Pemilu 2014, meski saat itu Pemilu Eksekutif dan 

Legislatif tidak dilaksanakan secara serentak.  

Sejarah mencatat bahwa pluralisme politik yang melahirkan produk 

hukum bercorak demokratis tidak bisa diabaikan, terlebih demi 

mencapai tujuan pemerintahan Presidensial efektif sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. 

Sehingga Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui sebuah pemilihan 

umum langsung oleh rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A 

ayat (1) UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat”. 

Belajar dari berbagai pelaksanaan Pemilu di Indonesia maka sistem 

penyelenggaraan pemilu perlu mendapatkan perhatian besar, terutama 

untuk menyelaraskan pluralisme politik dalam sistem perwakilan serta 

mencapai pemerintahan Presidensial efektif. Untuk itu selain Pemilu 

yang diselenggarakan secara serentak diperlukan sebuah sistem 

pemilihan proporsional yang diikuti oleh sistem multipartai sederhana, 

ambang batas perwakilan legislatif (parliamentary threshold) dan 

ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential 

threshold) sebagai variabel penting dalam Hukum Pemilu. 

 
53Didik Supriyanto (ed), Naskah Akademik RUU Tentang Pemilihan Umum, 

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang Undang Pemilu. Yayasan Perludem, Jakarta 

Selatan, 2011, hal. 52. 



 

83 
 

Sistem multipartai sederhana mensyaratkan tiga, empat atau lima 

partai politik yang mendominasi parlemen. Jika terdapat lebih dari lima 

partai politik yang mendominasi parlemen, dikhawatirkan menimbulkan 

kerumitan dalam pengambilan keputusan, sehingga membuka ruang 

politik transaksional. Salah satu cara untuk mewujudkan Sistem 

multipartai sederhana yaitu memperkecil jumlah kursi di daerah 

pemilihan (district magnitude) dari 3-10 kursi menjadi 3-8 kursi.  

Ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pertamakali 

diterapkan pada Pemilu 2009, dimana partai sebagai peserta Pemilu 

harus mendapatkan minimal dukungan untuk mendapatkan 

perwakilan dilihat dari persentase perolehan suara Pemilu. Tercatat 9 

partai politik yang lolos ambang batas perwakilan 2,5 persen pada 

Pemilu 2009, 10 partai politik lolos ambang batas perwakilan 3,5 persen 

Pemilu 2014 dan 9 partai politik lolos ambang batas perwakilan 4 

persen Pemilu 2019.  

Dari pelaksanaan tiga kali Pemilu 2009, 2014 dan 2019 terlihat tren 

kenaikan ambang batas perwakilan partai di tingkat nasional. Sehingga 

penting untuk mempertimbangkan kenaikan ambang batas perwakilan 

pada Pemilu serentak 2024. Di sisi lain ambang batas presiden 

(persidential trheshold) sebagai perolehan suara yang harus diperoleh 

partai politik dalam Pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden 

mestinya tetap diberlakukan. Selain itu keberadaan penyelenggaran 

Pemilu yang independen dan bebas intervensi dari berbagai pihak, 

terutama intervensi pemerintah dan peserta Pemilu, juga menentukan 

kualitas demokrasi yang bertujuan membawa kesejahteraan sosial 

kepada seluruh rakyat Indonesia.  

 

C. Landasan Yuridis 

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, pelaksanaan pemilu serentak 
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untuk mendukung sistem presidensil dilaksanakan dengan cara 

memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni memilih DPR, 

Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam 

tanggal, hari, dan jam yang sama. Sistem pelaksanaan pemilu dengan 

memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada 

Pemilu 17 April 2019 yang fakta empirisnya telah menimbulkan banyak 

persoalan, sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak 

disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas 

pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 

Asas pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 

harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain sistem 

pelaksanaan pemilu. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen 

penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem 

pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak 

konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. Ketika desain 

keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya 

pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan 

pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya 

menjadi dasar memperbaiki dan/atau mungkin menyempurnakan 

pendiriannya terkait desain keserentakan pemilu, khususnya pendirian 

yang didasarkan pada original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. 

Pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu 

yang jujur dan adil tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan 

pertimbangan original intent norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. 

Desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial yang 

diatur UUD 1945; penguatan otonomi daerah; dan penjaminan negara 

terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara. 

Dalam kerangka pikir konstitusional yang demikian, penafsiran original 

intent Pasal 22E ayat (2) ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan 

perlunya pemisahan pilpres dan pemilu anggota legislatif tingkat 

nasional dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota. Sistem pilkada dan desain penyelenggaraan pemilu 

anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan 
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wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Hal 

mana wewenang tersebut harus didasarkan atas agenda penguatan 

otonomi daerah yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945. Hanya saja, 

ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan 

secara langsung, maka asas pemilu, desain penyelenggaraan dan 

lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu 

dalam Pasal 22E UUD 1945. Diatur dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945 

bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ketiga, dalam UUD 

1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis pemilu. Hal ini 

disebabkan yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya 

Anggota DPR dan DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, 

anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dipilihnya 

semua jabatan politik pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif 

merupakan perubahan mendasar yang membedakan UUD 1945 hasil 

perubahan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Terkait pemilihan 

tersebut, Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Secara lebih spesifik, pemilu 

presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat.” Sedangkan pemilu Anggota DPR 

diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa 

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” 

Adapun pemilu anggota DPD diatur dalam Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945 

yang mengatur bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari 

setiap provinsi melalui pemilihan umum.” Semua norma tersebut 

berhubungan secara sistematis sekaligus sama-sama merujuk kepada 

Pasal 22E UUD 1945. Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 18 Ayat 

(4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota 

masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota dipilih secara demokratis.” Dimana frasa “dipilih secara 



 

86 
 

demokratis” dimaknai dan dilaksanakan secara langsung melalui 

pemilu. Dalam hal ini, pemilu juga dilaksanakan untuk pengisian 

jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, 

merujuk ketentuan Pasal 22E Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, 

secara kuantitatif, setidaknya ada tujuh jenis jabatan yang dipilih 

melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. 

Ketujuhnya dapat disederhanakan menjadi empat, yaitu pertama, 

pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota; kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil 

presiden; ketiga, pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur; 

dan keempat, pemilu untuk memilih bupati dan wakil bupati/walikota 

dan wakil walikota. Jika hendak diklasifikasi lebih jauh, dari aspek 

pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, 

pemilu dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pemilu anggota legislatif 

dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih Anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sedangkan pemilu 

eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, 

gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati/walikota 

dan wakil walikota. Oleh karena itu dari aspek lingkup 

penyelenggaraannya, pemilu dapat dikelompokkan menjadi pemilu 

nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu nasional untuk memilih presiden 

dan wakil presiden, Anggota DPR dan DPD, sedangkan Pemilu Daerah 

dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota 

DPRD provinsi, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil 

walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota. 

Ketentuan mengenai Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah juga 

diperkuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-

XVII/2019 yang mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) dan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang 
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Pilkada) perlu diatur menjadi satu Undang-Undang yang mengatur 

secara komprehensif yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, 

DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG 

 

A. Jangkauan  

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Pemilihan Umum terdiri 

dari aspek perancangan, pembahasan, dan perumusan undang-undang; 

sosialisasi dan pemahaman undang-undang; penyelenggaraan pemilu; dan 

perubahan undang-undang. Proses kodifikasi empat undang-undang yaitu 

UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 

2015 juncto UU No. 10 Tahun 2016 akan melahirkan penerjemahan atas 

asas, tujuan, sistem pemilu, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ke 

dalam beberapa buku yang masing-masing mengatur satu pokok bahasan. 

 

B. Arah Pengaturan 

Selanjutnya wilayah sosialisasi dan pemahaman undang-undang 

sebagai dokumen yang menyatukan pengaturan semua jenis pemilu, 

undang-undang ini sangat tebal. Namun karena undang-undang ini 

disusun secara logis dan sistematis beberapa buku yang masing-masing 

mengatur satu pokok bahasan, maka akan memudahkan untuk 

mempelajarinya. Buku Kesatu mengatur mengenai ketentuan umum yaitu 

berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian, dan/atau hal-hal lain yang bersifat 

umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Buku Kedua 

mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu beserta hak dan kewajibannya. 

Buku Ketiga mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemilu didalamnya ada 

penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Termasuk mengenai 

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang mencakup pendaftaran partai politik 

peserta pemilu, dan penerimaan dana kampanye Pemilu DPRD Provinsi, 

penetapan hasil pemilu. Buku Keempat mengatur mengenai Pelanggaran 

Pemilu mulai dari penanaganan pelanggaran sampai dengan sengeta hasil 

di Mahkamah Konstitusi. Buku Kelima mengatur mengenai Sanksi 
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didalamnya diatur mengenai sanksi yang diberikan untuk berbagai 

pelanggaran Pemilu. Buku Keenam mengatur mengenai ketentuan lain-lain 

termasuk ketentuan peralihan yang mengatur transisi penyelenggaraan 

Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk pertama kalinya.      

 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang 

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang 

Pemilihan Umum terdiri dari 723 pasal dan 6 Buku yang disusun dengan 

sistimatika sebagai berikut. 

 

BUKU KESATU: KETENTUAN UMUM 

BAB I : KETENTUAN UMUM 

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari pemilu nasional dan 

Pemilu Daerah.  

2. Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah.  

3. Pemilu Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.  

4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pemilu untuk 

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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6. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Pemilu untuk 

memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

7. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih 

kepala pemerintah daerah provinsi.  

8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah 

Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi  

9. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah 

pemilu untuk memilih kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.  

10. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota.  

11. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

12. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

13. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah 

Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

14. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

15. Wakil Gubernur adalah wakil kepala pemerintahan daerah provinsi 

yang dipilih berpasangan dengan Gubernur.  

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat 

DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  



 

91 
 

17. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/ kota 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

18. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah wakil kepala pemerintahan daerah 

kabupaten/kota yang dipilih berpasangan dengan Bupati/Walikota.  

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

20. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu 

beserta jajarannya, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dalam 

penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. 

21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 

lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri.  

22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 

Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan 

Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan Aceh 

sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang yang mengatur 

mengenai Pemerintahan Aceh. 

23. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 

KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas 

menyelenggarakan Pemilu, termasuk Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.   

24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 

Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.  

25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya isingkat PPS adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan 

Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.  
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26. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara.  

27. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar 

negeri.  

28. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN yang 

bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri.  

29. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah 

petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN yang bertugas untuk 

melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.  

30. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi seluruh 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan memeriksa laporan dana kampanye.  

31. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu 

Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan pemilu dan memeriksa laporan dana 

kampanye di provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai Pemerintahan Aceh. 

32. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu 

yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di kabupaten/ kota dan 

membantu Bawaslu Provinsi dalam memeriksa laporan dana 

kampanye, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam  undang-undang yang mengatur 

mengenai Pemerintahan Aceh. 

33. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut 

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 

Kabupaaten/Kota yang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di 
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kecamatan dan membantu Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa 

laporan dana kampanye.  

34. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut 

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. 

35. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut 

Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 

36. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan 

untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa. 

37. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat 

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaraan Pemilu. 

38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 

tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

39. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 

TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar 

negeri. 

40. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.  

41. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah Perseorangan.  

42. Peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.  

43. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur.  

44. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota.  

45. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota.  
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46. Partai Politik Peserta Pemilu Nasional adalah Partai Politik yang telah 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR.  

47. Partai Politik Peserta Pemilu Daerah adalah Partai Politik yang telah 

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota.  

48. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon 

yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR.  

49. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernuradalah pasangan calon 

yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPRD Provinsi, atau Perseorangan. 

50. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah 

Republik Indonesia atau di luar negeri.  

51. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang 

sebagai Warga Negara.  

52. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 

53. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh Peserta Pemilu Nasional  atau Pemilu Daerah untuk 

meyakinkan 

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri 

Peserta Pemilu Nasional  atau Pemilu Daerah. 

54. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk 

melakukan aktivitas Kampanye Pemilu Nasional  atau Pemilu Daerah. 

55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

telah disetujui  oleh DPR. 

56. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut 

Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak gidala 

Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
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Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. 

 

BAB II : ASAS DAN TUJUAN  

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil, efisien, dan efektif. Pemilu diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memilih:  

a. Presiden dan Wakil Presiden;  

b. Anggota DPR;  

c. Anggota DPD;  

d. Gubernur dan Wakil Gubernur;  

e. Anggota DPRD Provinsi;  

f. Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; dan 

g. Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu 

Nasional terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota 

DPR, dan Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan secara bersamaan. 

Pemilu Daerah terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu 

Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan 

Wakil Walikota, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang 

diselenggarakan secara bersamaan.  

Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah diselenggarakan setiap 5 (lima) 

tahun sekali. Pemilu Nasional diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah 

diselenggarakannya Pemilu Daerah. Pemilu Daerah diselenggarakan 3 (tiga) 

tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional. 

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: 

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 

pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;  

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;  

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;  
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d. penetapan Peserta Pemilu;  

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;  

f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, Gubernur 

dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD 

kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota, dan DPRD kota; 

g. masa Kampanye Pemilu; 

h. Masa Tenang;  

i. pemungutan dan penghitungan suara; 

j. penetapan hasil Pemilu; dan  

k. pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, 

DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi, Bupati dan Wakil 

Bupati, DPRD kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota, dan DPRD 

kota. 

Penetapan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah hasil 

sensus penduduk diumumkan. Sementara itu, penetapan Partai Politik 

Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum 

pemungutan suara. 

 

BUKU KEDUA: PENYELENGGARA PEMILU 

 

KPU terdiri atas: KPU; KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota; PPK; PPS; 

PPLN; KPPS; dan KPPSLN. Pemilu diselenggarakan oleh KPU. Wilayah kerja 

KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU 

menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. KPU bebas dari pengaruh 

pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.  

KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. KPU 

Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. KPU Kabupaten berkedudukan 

di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan 

kota. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, 

termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan 

pemerintahan daerah yahg bersifat khusus atau istimewa yang diatur 
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dengan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh 

sekretariat jenderal dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-

masing dibantu oleh sekretariat. KPU menetapkan organisasi dan tata kerja 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Peraturan KPU. KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga 

nonstruktural. 

Keanggotaan KPU adalah KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi 

sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang; dan KPU Kabupaten/Kota 

sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, 

dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Jumlah anggota KPU 

Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang 

ini. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas 

seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap Anggota 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang 

sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen). Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, 

dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan 

sumpah/janji. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun untuk satu periode terhitung sejak 

pelantikan. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. 

Ketua KPU mempunyai tugas:  

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;  

b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;  

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; 

dan  

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.  
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Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU 

Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.  

KPU bertugas:  

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;  

b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; 

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau 

semua tahapan Pemilu;  

e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi; 

f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan 

oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;  

g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan 

Bawaslu;  

h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan 

Calon terpilih serta membuat berita acaranya;  

i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan 

laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;  

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;  

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan  

l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

KPU berwenang:  

a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;  

b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;  
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c. menetapkan Peserta Pemilu;  

d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk 

Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita 

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 

e.  menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya;  

f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk 

setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD 

provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;  

g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan;  

h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;  

i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, 

anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;  

j. menjatuhkan sanksi administratif danjatau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, 

anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan 

putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye 

Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye 

Pemilu; dan; 

l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

KPU berkewajiban:  

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat 

waktu; 
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b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;  

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat;  

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berrlasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional 

Republik Indonesia;  

f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;  

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;  

i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;  

j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran 

administratif dan sengketa proses Pemilu;  

k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;  

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

m. melaksanakan putusan DKPP; dan  

n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Tugas KPU Provinsi:  

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;  

d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan 

menyampaikannya kepada KPU;  

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan 

oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;  

f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan 

anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang 

bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;  

g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta 

Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;  

h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan 

alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang 

bersangkutan dan membuat berita acaranya;  

i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; 

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; k 

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KPU Provinsi berwenang:  

a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; 

b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi diKPU 

Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara 

dan sertifikat hasil penghitungan suara;  

c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu 

anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;  
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d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

KPU Provinsi berkewajiban:  

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu;  

b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;  

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;  

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional 

Republik Indonesia;  

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;  

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;  

j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;  

k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;  

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan;  
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m. melaksanakan putusan DKPP; dan  

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

KPU Kabupaten/Kota bertugas: 

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;  

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 

PPK~ PPS, dan KPPS dalatn wilayah kerjanya;  

d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;  

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan 

oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;  

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD 

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 

rekapitulasi suara di PPK;  

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;  

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;  

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;  

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;  

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPU Kabupaten/Kota berwenang:  
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a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;  

b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;  

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi 

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi 

suara dan sertifikat rekapitulasi suara;  

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; 

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan 

perundangundangan; dan  

f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:  

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;  

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;  

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan 

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia; 

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  
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h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu;  

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota 

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;  

j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;  

k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;  

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

m. melaksanakan putusan DKPP; dan  

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundangundangan. 

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota adalah:  

a. Warga Negara Indonesia;  

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 

untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) 

tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 

(tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;  

c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka 

Tunggal lka, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;  

d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;  

e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; 

f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat 

untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;  

g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi 

anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU 
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Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi 

anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda 

penduduk; 

h.  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika;  

i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; 

j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

danjatau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada 

saat mendaftar sebagai calon;  

k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum 

apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pemyataan;  

l. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan;  

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama 

masa keanggotaan apabila terpilih; dan  

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara 

Pemilu. 

Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak 

dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang 

berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).  

Tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota 

KPU yang akan diajukan kepada DPR. Tim seleksi terdiri atas:  

a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah; 
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b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan  

c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.  

Anggota tim seleksi harus memenuhi persyaratan:  

a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;  

b. memiliki kredibilitas dan integritas;  

c. memahami permasalahan Pemilu;  

d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan  

e. tidak sedang menjabat sebagai Pepyelenggara Pemilu.  

Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan 

berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Anggota tim seleksi dilarang 

mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU. Komposisi tim seleksi terdiri 

atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap 

anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan 

keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum 

berakhirnya masa keanggotaan KPU.  

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim 

seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang 

memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon 

anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:  

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media 

massa nasional;  

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;  

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;  

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; 

e. melakukan seleksi tertulis dengati materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, 

ketatanegaraan, dan kepartaian;  

f. melakukan tes psikologi;  
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g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon 

anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;  

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan 

masukan masyarakat;  

i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat 

pleno; dan  

j. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada 

Presiden. 

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi 

melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR. 

Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU 

kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya 

berkas calon anggota KPU. Nama calon disusun berdasarkan abjad serta 

diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.  

Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU 

dari Presiden. DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji 

kelayakan dan kepatutan. DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota 

KPU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon 

berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, sebagai calon anggota KPU 

terpilih. Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon 

anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden 

untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak 

2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR 

diterima oleh Presiden. Penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR 

hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. Pengajuan kembali calon 

anggota KPU, bukan calon yang telah diajukan sebelumnya. Pemilihan calon 

anggota KPU yang diajukan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang 
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berlaku di DPR. DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota 

KPU terpilih. 

Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan 

oleh DPR paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama 

anggota KPU terpilih. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden.  

KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU 

Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang 

berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang 

memiliki integritas. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 

1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Anggota tim seleksi 

dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi. Tim seleksi 

terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris 

merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan 

dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhimya keanggotaan KPU Provinsi. 

Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon 

anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 

KPU. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU dilakukan melalui rapat pleno 

KPU. 

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim 

seleksi dapat· dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang 

memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon 

anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: 

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui 

media massa loka!;  

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;  

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;  

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU 

Provinsi;  

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka, Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, 

ketatanegaraan, dan kepartaian;  

f. melakukan serangkaian tes psikologi;  

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon 

anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;  

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan 

masukan masyarakat;  

i. menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali 

jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya 

dalam rapat pleno; dan  

j. menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali 

jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya 

kepada KPU.  

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi 

mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah 

anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. Nama 

calon anggota KPU Provinsi disusun berdasarkan abjad serta diajukan 

dengan disertai salinan berkas administrasi.  

KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota 

KPU Provinsi. KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil 

uji kelayakan dan kepatutan. KPU menetapkan sejumlah nama calon 

anggota KPU Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan 

jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya berdasarkan 

hasil uji kelayakan dan kepatutan, sebagai calon anggota KPU Provinsi 

terpilih. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU 

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya 

berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi. Anggota KPU Provinsi 

terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU.  
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KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang 

dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang 

berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang 

memiliki integritas. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 

1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Anggota tim seleksi 

dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Tim 

seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris 

merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan 

dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU 

Kabupaten/Kota. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara 

penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oIeh KPU. Penetapan anggota tim seleksi oleh 

KPU dilakukan melalui rapat pleno KPU.  

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim 

seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang 

memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon 

anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: 

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

melalui media massa lokal;  

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;  

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota;  

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota;  

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, 

ketatanegaraan, dan kepartaian;  
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f. melakukan tes psikologi;  

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon 

anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes 

psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;  

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan 

masukan masyarakat;  

i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 

(dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir 

masa jabatannya dalam rapat pleno; dan  

j. menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 

(dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir 

masa jabatannya kepada KPU. 

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dalam waktu 

paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi 

mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) 

kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir 

masajabatannya kepada KPU. Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas 

administrasi.  

KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU 

Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya, sebagai calon anggota 

KPU Kabupaten/Kota terpilih. Pemilihan dan penetapan anggota KPU 

Kabupaten/Kota di KPU dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam 

puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota dari tim seleksi. Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih 

ditetapkan dengan keputusan KPU.  

Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden. Pelantikan anggota 

KPU Provinsi dilakukan oleh KPU. Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota 

dilakukan oleh KPU. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji. 
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Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai 

berikut "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum ProvinsijKomisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi 

dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”  

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti 

antarwaktu karena:  

a. meninggal dunia;  

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan 

kewajiban; atau  

c. diberhentikan dengan tidak hormat. 

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan 

dengan tidak hormat apabila: 

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota;  

b. melanggar sumpahjjanji jabatan danjatau kode etik;  

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan 

secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

Pemilu dan tindak pidana lainnya;  

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau  
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f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan 

sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.  

Pemberhentian anggota dilakukan dengan ketentuan:  

a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;  

b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan  

c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.  

Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan ketentuan:  

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat 

berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;  

b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi 

urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh 

KPU; dan  

c. anggota KPU Kabupaten/ Kota digantikan oleh calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang 

dilakukan oleh KPU. 

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:  

a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, 

tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau  

b. rekomendasi dari DPR.  

Dalam pemberhentian, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan 

DKPP. Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota, 

anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, 

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya 

keputusan pemberhentian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan diatur dengan Peraturan 

DKPP. Peraturan DKPP harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji. 
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Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan 

sementara karena:  

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau 

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota 

dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan 

putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota. Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak 

melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan 

kembali dengan keputusan: 

a. Presiden untuk anggota KPU; 

b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan  

c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.  

Dalam hal keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota 

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali. Dalam hal 

anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak 

terbukti bersalah, dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, 

atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pemberhentian sementara 

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir 

dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti 

berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

dilakukan dalam rapat pleno. Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota terdiri atas rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. 

Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan 
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melalui rapat pleno tertutup. Rekapitulasi penghitungan suara dan 

penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka. 

Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 

dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan 

rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah anggota KPU yang hadir.  

Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:  

a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 

paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan 

dengan daftar hadir; atau  

b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh 

paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan 

dengan daftar hadir. 

Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:  

a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh 

paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir;  

b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling 

sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.  

Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila jumlah anggota KPU 

Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 

(tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar 

hadir. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila jumlah KPU 

Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 

(tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.  

Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda 

paling lama 3 (tiga) jam. Dalam hal rapat pleno telah ditunda dan tetap 

tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan 

kuorum. Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.  

Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. Rapat 
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pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU 

Kabupaten/Kota. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang 

dipilih secara aklamasi. Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, 

dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis 

dan administratif dalam rapat pleno. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat 

KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diberikan hak bicara 

dalam rapat pleno. 

Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan 

dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal 

penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) 

hari kerja, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. 

Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil 

Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.  

Dalam menjalankan tugasnya, KPU: 

a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas 

penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya. 

Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 

disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan 

pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu ditembuskan 

kepada Bawaslu.  

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab 

kepada KPU. KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan 

Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU. KPU Provinsi 

menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan 

Pemilu Daerah. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung 

jawab kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 

kineIja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi. 
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KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan 

Pemilu Nasional dan Pemilu. 

PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan. 

PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan 

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan 

suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, 

Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK 

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.  

Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat 

yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota PPK 

diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi 

keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 

30% (tiga puluh persen). Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh 

sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang 

memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 

(tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya 

dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan 

keputusan bupati/walikota.  

PPK bertugas:  

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;  

b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU 

Kabupaten/Kota;  

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, 

anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di 

kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 

penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; 

d.  melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;  
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e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

PPK berwenang:  

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya;  

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan  

c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

PPK berkewajiban: 

a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan 

daftar pemilih tetap;  

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 

c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kecamatan;  

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

dan  

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/ desa. 

PPS berkedudukan di kelurahan/desa. PPS dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan 

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari 

pemungutan suara.  
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Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS 

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara 

dimaksud.  

Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat 

yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Anggota PPS 

diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi 

keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 

30% (tiga puluh persen).  

PPS bertugas:  

a. mengumumkan daftar pemilih sementara;  

b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; 

c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar 

pemilih sementara;  

d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU 

Kabupaten/Kota melalui PPK;  

e. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan PPK; 

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya;  

g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK; .  

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 

i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; j. 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PPS berwenang:  

a. membentuk KPPS;  
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b. mengangkat Pantarlih;  

c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi 

daftar pemilih tetap;  

d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

PPS berkewajiban: 

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam 

melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, 

daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;  

b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;  

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;  

d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang 

sarna setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; 

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;  

f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal 

penghitungan suara;  

g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota 

masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-

Undang ini. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka 

dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian 

calon anggota KPPS. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS 

atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan KPPS 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 
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persen). Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan 

kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas 

seorang ketua merangkap anggota dan anggota.  

KPPS bertugas:  

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;  

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang 

hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki 

saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;  

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;  

d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 

kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih 

sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di 

TPS; dan 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

KPPS berwenang: 

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;  

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, PPK, 'dan PPS sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

KPPS berkewajiban: 

a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; 

b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, 

dan masyarakat pada hari pemungutan suara;  
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c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa;  

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari 

yang sarna;  

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. 

Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 

(tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. Anggota PPLN 

diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Susunan keanggotaan PPLN 

terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.  

PPLN bertugas:  

a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data 

pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, 

mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan 

daftar pemilih tetap; 

b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia 

kepada KPU; 

c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan 

oleh KPU; 

d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN 

dalam wilayah kerjanya;  

e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di 

wilayah kerjanya;  

f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara 

kepada KPU;  
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g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah 

kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia 

infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;  

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 

i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat 

Indonesia di luar negeri;  

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan  

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

PPLN berwenang:  

a. membentuk KPPSLN;  

b. menetapkan daftar pemilih tetap;  

c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan  

d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

PPLN berkewajiban:  

a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar 

pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih 

tetap; 

b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;  

c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan  

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 

(tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. 

Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama 

Ketua KPU. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib 
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dilaporkan kepada KPU. Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota dan anggota.  

 

KPPSLN bertugas:  

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;  

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang 

hadir dan Panwaslu LN .dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki 

saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;  

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; 

d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 

kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN;  

e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih 

sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di 

TPSLN;  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

KPPSLN berwenang:  

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;  

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU; dan  

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

KPPSLN berkewajiban:  

a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari 

pemungutan suara;  

b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;  

c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara kepada PPLN;  

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan e 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata keIja PPK, 

PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalain Peraturan KPU. Syarat untuk 

menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:  

a. Warga Negara Indonesia;  

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;  

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 

1945;  

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;  

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat 

pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) 

tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;  

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

g.  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika;  

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 

dan  

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, 

mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, 

KPPSLN sebagai berikut:  

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota 

Panitia Pemilihan Keeamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar 

Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 

Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta 

mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

daripada kepentingan pribadi atau golongan.”  

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan 

tidak hormat apabila:  

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan 

KPPSLN;  

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;  

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;  

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;  

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 

tanpa alasan yang jelas; atau  

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, 

PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan 

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS didahului dengan 

verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemberhentian anggota PPLN dan 

KPPSLN didahului dengan verifikasi oleh KPU. Dalam hal rapat pleno KPU 

Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, anggota yang 

bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai 

dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal rapat pleno 

KPU memutus pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan 

diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN sampai dengan 

diterbitkannya keputusan pemberhentian. 
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Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan 

KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan. Untuk 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada 

keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dalam hal KPU membentuk Peraturan 

KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib 

berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. 

Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-

Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bawaslu 

dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak 

menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. 

Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Mahkamah Agung 

memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Pengujian 

Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, 

sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU, Kabupaten/Kota. Sekretariat 

Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, 

dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam. satu kesatuan 

manajemen kepegawaian.  

Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, 

yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur 

Utama. Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama merupakan 

aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris 

Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden atas usulan KPU. Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab 

kepada Ketua KPU. Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada 

Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.  
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Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi. 

Sekretaris KPU Provinsi merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris 

Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada 

ketua KPU Provinsi. 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan aparatur sipil 

negara yang memenuhi persyaratan serta diangkat dan diberhentikan oleh 

Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Rekrutmen Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan 

melalui seleksi terbuka. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara 

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara 

fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota. 

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional 

tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan 

dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal 

KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU. Sekretariat Jenderal 

KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

Sekretariat Jenderal KPU bertugas: 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 
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b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu 

pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; 

c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan 

keputusan KPU; 

d. memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dan memfasilitasi 

penyelesaian sengketa Pemilu; 

e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU; 

f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan  

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat Jenderal KPU berwenang: 

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan 

Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang 

ditetapkan oleh KPU; 

b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas 

persetujuan KPU; 

d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu 

dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, 

serta mengelola barang inventaris KPU. Sekretariat Jenderal KPU 

bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan 

barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Sekretariat KPU Provinsi bertugas: 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 

b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu 

pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu; 

c. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

Nasional dan Pemilu Daerah; 

d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Provinsi; 

e. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Gubernur 

dan Wakil Gubernur; 

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan 

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat KPU Provinsi berwenang: 

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan 

Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggung 

jawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan mengelola 

barang inventaris KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab 

dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota bertugas: 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 

b. memberikan dukungan teknis administratif; 

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam 

menyelenggarakan Pemilu; 
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d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

Nasional dan Pemilu Daerah; 

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota; 

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati dan 

wakil bupati/walikota dan wakil walikota; 

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: 

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang 

ditetapkan oleh KPU; 

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, 

serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta 

pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. 

Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bawaslu, Bawaslu 
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Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad 

hoc. 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN 

dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama 

Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS 

dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan 

suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan 

suara. 

Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi 

berkedudukan di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten berkedudukan di 

ibu kota kabupaten dan Bawaslu Kota berkedudukan di pusat 

pemerintahan kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan. 

Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa. Panwaslu LN 

berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS 

berkedudukan di setiap TPS. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat 

tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS bersifat ad hoc. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat hierarkis. Dalam menjalankan 

tugasnya, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi 

dibantu oleh Sekretariat, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh 

Sekretariat, dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat. 

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, 

Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu 

Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dan Panwaslu 

Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun, jumlah anggota Panwaslu 

Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah 
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anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang. Pengawas TPS berjumlah 1 

(satu) orang setiap TPS.  

Penentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan 

penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara 

luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil 

penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), 

jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Provinsi dengan 

hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota 

Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.  

Penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan 

penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara 

luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil 

penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), 

jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. 

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima 

ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) 

orang. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota 

dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua 

Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu 

Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota. Setiap 

anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama. Komposisi 

keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen).  

Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu 

Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak 

pengucapan sumpah/janji. Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada 

tingkatan yang sama. 
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Ketua Bawaslu, ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu 

Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN 

mempunyai tugas: 

a. memimpin rapat dan seluruh kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN; 

b. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN keluar dan 

ke dalam; 

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN; 

d. menandatangani seluruh keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN;  

e. menandatangani peraturan Bawaslu khusus untuk Ketua Bawaslu. 

Bawaslu bertugas: 

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap; 

2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. penetapan Peserta Pemilu; 
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4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

KabupatenjKota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. penetapan hasil Pemilu; 

e. mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

kepada DKPP; 

i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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k. mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: 

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran 

Pemilu; 

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; 

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu 

bertugas: 

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; 

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; 

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak 

pidana Pemilu; dan 

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu 

bertugas: 

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu; 

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; 

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. 

Bawaslu berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 
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c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa 

proses Pemilu; 

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

Panwaslu LN; 

j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN; 

dan 

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban: 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 
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d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu Provinsi bertugas: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

provinsi, yang terdiri atas: 

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD provinsi; 

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu; 

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya; 

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertiflkat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh 

KPU Provinsi; 

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 



 

140 
 

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang 

terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; , 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

provinsi; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.     

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: 

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; 

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah provinsi. 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi 

bertugas: 

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu 

atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau 

dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi; 
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b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi; 

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 

dan 

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu 

di wilayah provinsi kepada Bawaslu. 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu 

Provinsi bertugas: 

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi; 

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses 

Pemilu di wilayah provinsi; 

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; 

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; 

dan 

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.   

Bawaslu Provinsi berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada 

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; 

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap 

pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila 
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Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi 

atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang 

berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakari pelanggaran 

Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; 

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu Provinsi berkewajiban: 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

tingkat provinsi; 

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemllih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota 

terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 
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b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu; 

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah 

kerjanya; 

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye; 

e. mengawasi pelaksanaan putusanjkeputusan di wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; 



 

144 
 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota. 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas: 

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 

dan 

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu 

di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 
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Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas: 

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah 

kabupaten/kota; 

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses 

Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupatenjkota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang 

ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi 

apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan 

masukan Bawaslu Provinsi; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi 

berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan 

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu Kecamatan bertugas: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. kecamatan 

terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas: 

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; 
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3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait; 

4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau 

dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan; 

6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggarari Pemilu di 

wilayah kecamatan; dan 

7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas: 

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

2. pelaksanaan kampanye; 

3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 

5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 

6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; 

7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS 

sampai ke PPK; dan 

8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kecamatan; 

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, 

yang terdiri atas: 
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1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu Kecamatan berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan 

serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada 

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 

c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui 

Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah 

kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini; 

d. mengambil aIih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan 

memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan 

memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.      

Panwaslu Kecamatan berkewajiban: 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 

berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

tingkat kecamatan; dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas: 

a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kelurahan/desa, yang terdiri atas: 

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih 

sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 

2. pelaksanaan kampanye; 

3. pendistribusian logistik Pemilu; 

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di 

setiap TPS; 

5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; 
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6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan 

di sekretariat PPS; 

7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 

8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan 

PPK; dan 

9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 

b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; 

c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kelurahan/desa; 

d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kelurahan/desa; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang: 

a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; 

b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak 

terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; 

dan 

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban: 

a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas TPS; 
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c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan 

mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

wilayah kelurahan/desa; dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu LN bertugas: 

a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Nasional di 

luar negeri, yang terdiri atas: 

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, 

hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap; 

2. pelaksanaan kampanye di luar negeri; 

3. pengawasan terhadap logistik Pemilu Nasional dan 

pendistribusiannya di luar negeri; 

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di 

setiap TPSLN; 

5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara; 

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh 

TPSLN; 

7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN; 

8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang 

ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; 

9. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 

b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri; 

c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikur serta dalam 

kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang ini; 
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d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Nasional di 

luar negeri; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu LN berwenang: 

a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu Nasional, kepada Bawaslu; 

b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak 

terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu 

Nasional; 

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk 

ditindaklanjuti; . 

d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu Nasional di luar negeri 

serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada 

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu 

Nasional; 

f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini; dan 

g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Panwaslu LN berkewajiban: 

a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil; 

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang 
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mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar 

negeri; dan 

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengawas TPS bertugas mengawasi: 

a. persiapan pemungutan suara; 

b. pelaksanaan pemungutan suara; 

c. persiapan penghitungan suara; 

d. pelaksanaan penghitungan suara; dan 

e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. 

Pengawas TPS berwenang: 

a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan 

pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi 

pemungutan dan penghitungan suara; 

b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan 

penghitungan suara; dan 

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengawas TPS berkewajiban: 

a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan 

penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu 

Kelurahan/Desa; dan 

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan 

melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. 

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 

untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh 

lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling 

renqah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu 

KabupatenfKota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
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untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 

dan Pengawas TPS; 

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 

1945; 

d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 

e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan 

Pemilu, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang 

penegakan hukum; 

f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berpendidikan paling rendah sekolah 

menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 

g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota 

Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 

untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu 

tanda penduduk; 

h. mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, 

yang memenuhi syarat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika 

yang disertai surat keterangan bebas narkoba. Dalam hal ini, cacat 

tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan; 

i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; 

j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang 

bersangkutan pada saat mendaftar sebagai calon. Calon yang berasal 

dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik 
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tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Calon 

yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan 

BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang 

bersangkutan dari pejabat yang berwenang. Pengunduran diri calon 

yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status 

sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum 

apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; 

l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yaitu tidak 

berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, berlaku terbatas jangka 

waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani 

hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka 

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan 

dari ketentuan ini; 

m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan. Bekerja penuh waktu yaitu tidak bekerja pada profesi 

lainnya selama masa keanggotaan; 

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah selama 

masa keanggotaan apabila terpilih. Jabatan politik adalah jabatan yang 

dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, 

Menteri, Duta Besar, Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, 

Walikota/Walil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan 

pengurus partai politik; dan 
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o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara 

Pemilu. Salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang 

bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu. 

Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak 

dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim seleksi menyeleksi calon anggota KPU juga 

menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan. Tim seleksi 

tersebut melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat 

dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi 

pada bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim 

seleksi melakukan tahapan kegiatan: 

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui 

media massa nasional; 

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu termasuk 

mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi 

yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak; 

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu; 

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota 

Bawaslu; . 

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu yang 

meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manqjemen 

Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; 

f. melakukan tes psikologi. Tes psikologi adalah serangkaian tes psikologi 

untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu, 

yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian. 

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, 

dan diskusi kelompok terfokus; 
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g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon 

anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikalogi untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Pengumuman 

melalui media massa nasional mengutamakan Televisi Republik 

Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan lembaga Kantor Berita 

Nasional Antara. Pengumuman melalui media massa cetak harian 

nasional dan media massa elektronik nasional harus mencantumkan 

alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk 

memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu dan 

tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan; 

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi manajemen Pemilu, sistem 

politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik 

dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; 

i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat 

pleno; dan 

j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada 

Presiden. 

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dengan 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes 

diumumkan pada setiap tahapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap 

tahapan seleksi kepada DPR. 

Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu 

kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya 

berkas calon anggota Bawaslu. Nama calon tersebut disusun berdasarkan 

abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi. 

Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon 

anggota Bawaslu dari Presiden. DPR memilih calon anggota Bawaslu 

berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. DPR menetapkan 5 (lima) 

nama calon anggota Bawaslu berdasarkan urutan peringkat teratas dari 10 

(sepuluh) nama calon berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, 
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sebagai calon anggota Bawaslu terpilih. Dalam hal tidak ada calon anggota 

Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 

(lima) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada 

DPR calon anggota Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota 

Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden. Penolakan 

terhadap calon anggota Bawaslu hanya dapat dilakukan paling banyak 1 

(satu) kali. 

Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu bukan calon yang telah 

diajukan sebelumnya. Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan 

dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR. DPR 

menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih. 

Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang 

disampaikan oleh DPR paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih. Pengesahan calon anggota 

Bawaslu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk 

mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden 

dan Wakil Presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing. 

Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota 

Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang 

yang berasal dari unsur akademisi profesional, dan tokoh masyarakat yang 

memiliki integritas. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 

1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Anggota tim seleksi 

dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.  

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang 

sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi 

ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan 
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Bawaslu Provinsi. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara 

penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota tim seleksi oleh 

Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu. 

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis 

terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, 

tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang 

memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon 

anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: 

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi 

melalui media massa lokal; 

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi termasuk 

mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi 

yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak. 

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu 

Provinsi; 

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota 

Bawaslu Provinsi; 

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu yang 

meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen 

Penyelenggaraan Pemilu. , ketatanegaraan, dan kepartaian; 

f. melakukan tes psikologi. Tes psikologi adalah serangkaian tes psikologi 

untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu 

Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian. 

Pengukuran dilakukan berjenjang antara lain melalui tes tertulis, 

wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. 

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon 

anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi 
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untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. 

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat 

sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk 

memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi 

dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan; 

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi manajemen Pemilu, sistem 

politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik 

serta melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat 

dengan melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif; 

i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) 

kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa 

jabatannya dalam rapat pleno; dan 

j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) 

kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa 

jabatannya kepada Bawaslu. 

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi 

mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali 

jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya 

kepada Bawaslu. Nama calon anggota Bawaslu Provinsi disusun 

berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas 

administrasi. 

Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon 

anggota Bawaslu Provinsi. Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi 

berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Bawaslu menetapkan 

sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan 

peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang 

berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan 

sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih. Anggota Bawaslu Provinsi 

terpilih ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Proses pemilihan dan 

penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu 
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paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon 

anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi. 

Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim 

seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi 

berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi profesional, dan 

tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota tim seleksi 

berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 

(tiga puluh) tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai 

calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim seleksi terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 

anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu 

dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara 

penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota 

tim seleksi oleh Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu. 

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis 

terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan 

tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan 

lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk 

memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan 

tahapan kegiatan: 

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

melalui media massa lokal; 

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau 

institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi; 

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 
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d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengumuman melalui media massa 

elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik 

Indonesia, dan kmbaga Kantor Berita Nasional Antara; 

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan 

dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu yang 

meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen 

f. Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; 

g. melakukan tes psikologi. Tes psikologi adalah serangkaian tes psikologi 

untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/ Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan 

kepribadian. Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain melalui tes 

tertulis, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus; 

h. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes 

psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. 

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat 

sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk 

memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi 

tanggapan; 

i. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi 

Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi manajemen Pemilu, sistem 

politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik 

serta melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; 

j. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 

(dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan 

k. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. 
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Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif sesuai 

dengan keadaan sebenamya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan 

dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim 

seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Nama calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai 

salinan berkas administrasi. 

Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan 

jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya 

sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih. Pemilihan dan 

penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam 

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi. Anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. 

Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan 

ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Anggota Panwaslu LN 

dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala 

perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan 

dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. 

Pelantikan Anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden. Pelantikan 

Anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu. Pelantikan Anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu. Pelantikan Anggota 

Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Sebelum 

menjalankan tugas, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mengucapkan sumpah/janji. 

Sumpah/janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:  

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  
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Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota 

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu 

Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya 

dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat tegaknya demokrasi dan 

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.” 

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN 

berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, 

wewenang, dan kewajiban; atau 

c. diberhentikan dengan tidak hormat. 

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN 

diberhentikan dengan tidak hormat dengan ketentuan: 

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan 

secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau 

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. 
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Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN dilakukan dengan ketentuan: 

a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden; 

b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN 

diberhentikan oleh Bawaslu. 

Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN yang berhenti dilakukan dengan ketentuan: 

a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan 

peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR; 

b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu 

Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan 

oleh Bawaslu; 

c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil 

seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; 

d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu 

Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; 

e. anggota Panwaslu KelurahanjDesa digantikan oleh calon anggota 

Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; 

dan 

f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN 

lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan 

Republik Indonesia setempat. 

Penggantian anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN tidak memerlukan lagi pembentukan tim seleksi. 

Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

anggota Panwaslu LN didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan 
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Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu tim kampanye, masyarakat, dan/atau 

pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas. Dalam pemberhentian tersebut, 

anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi 

kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Dalam pemberhentian 

tersebut, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi 

kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Dalam pemberhentian tersebut, Panwaslu LN diberi kesempatan untuk 

membela diri di hadapan Bawaslu.  

Dalam hal rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota, 

anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan 

diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal rapat pleno Bawaslu 

Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, anggota yang 

bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu 

Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya 

keputusan pemberhentian. Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutus 

pemberhentin anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan 

sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya 

keputusan pemberhentian. Peraturan DKPP harus dibentuk paling lama 3 

(tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji. 

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN 

diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau 

c. diputuskan DKPP dalam rapat pleno. 

Selama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap 

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 
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Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.  

Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan 

tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali 

dengan keputusan: 

a. Presiden untuk anggota Bawaslu; 

b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan 

c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

Dalam hal keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan 

sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif 

kembali. Selanjutnya, terhadap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang dinyatakan tidak terbukti bersalah, 

dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN yang bersangkutan. Pemberhentian sementara paling lama 60 

(enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan tanpa 

pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu: 

a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas 

pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas 

lainnya. 

Laporan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut disampaikan secara 

periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pelaksanaan tugas 

pengawasan ditembuskan kepada KPU. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab 

kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan 

pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab 

kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota 

menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 

Dalam hal menjalani tugasnya, Panwaslu Kecamatan: 

a. dalam hak keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. dalam hal penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang, dan lainnya 

kewajiban memberikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk 

Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu. Peraturan 

Bawaslu merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi 

dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu. 

Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib 

berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. 

Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-

Undang Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pihak yang 

dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon 

yang mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Permohonan 

pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak Peraturan Bawaslu diundangkan. Mahkamah Agung 
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memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan 

dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, 

sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan. 

Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat ad hoc. 

Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat 

hierarkis. Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu, Kecamatan berada 

dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. 

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) 

Inspektur Utama. Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur 

Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi 

madya. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu. Sekretaris Jenderal 

Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Deputi dan Inspektur 

Utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris 

Jenderal Bawaslu. 

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu 

Provinsi. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi merupakan aparatur sipil 

negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala sekretariat 

Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal 

Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala 

sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab 

kepada ketua Bawaslu Provinsi. 
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Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/kota. Rekrutmen kepala sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.Kepala sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kepala sekretariat Bawaslu Kabupatenj Kota diangkat dan diberhentikan 

oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara 

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan 

secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu 

Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan 

fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan dalam struktur 

organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan 

sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan 

Sekretaris Jenderal Bawaslu. 

DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP 

dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya 

dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota 

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota 

Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP dibentuk 

paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu 

mengucapkan sumpah/janji. DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri 

atas: 

a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU; 

b. (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan 

c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat yang terdiri atas akademisi atau tokoh 

yang memiliki visi, integritas, dan memahami etika Penyelenggaraan 

pemilu.  
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Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh 

Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) 

orang. Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden. 

Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 6 

(enam) orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP 

melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua 

dan termuda. Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir 

pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari 

setiap unsur dapat diganti antarwaktu. Pengangkatan anggota DKPP yang 

bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden. 

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga 

kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Dalam 

menyusun kode etik, DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Kode etik 

bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota 

Bawas!u, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. 

Kode etik ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji. 

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provlnsi, 

anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi 

dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal anggota DKPP yang 

berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik 

Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi 

majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut. 

DKPP bertugas: 

a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan 
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b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan 

dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 

DKPP berwenang: 

a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran 

kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait antara lain 

pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan 

Penyelenggara Pemilu untuk dimintai keterangan, termasuk untuk 

dimintai dokumen atau bukti lain; 

c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti 

melanggar kode etik; dan 

d. memutus pelanggaran kode etik. 

DKPP berkewajiban: 

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan 

transparansi; 

b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara 

Pemilu; 

c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul 

untuk popularitas pribadi; dan 

d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, 

peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi 

dengan identitas pengadu kepada DKPP. DKPP melakukan verifikasi dan 

penelitian administrasi terhadap pengaduan.  

DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Anggota KPU atau 

Bawaslu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal 

Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan tidak memenuhi panggilan 

pertama, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum 

melaksanakan sidang DKPP.  

Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Anggota 

KPU atau Bawaslu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat 
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diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa 

kehadiran Anggota KPU atau Bawaslu yang bersangkutan. Anggota KPU 

atau Bawaslu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat 

menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu 

yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.  

Dalam sidang DKPP, pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu yang 

diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau 

pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait 

dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti 

lainnya. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau 

verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan 

keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti. Putusan DKPP 

berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi 

tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau 

pemberhentian tetap. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. KPU dan 

Bawaslu wajib melaksanakan putusan DKPP. 

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim 

pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. Tim pemeriksa 

daerah di setiap provinsi masing-masing berjumlah 4 (empat) orang. 

Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah 

diatur dengan Peraturan DKPP. Dalam hal DKPP membentuk Peraturan 

DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat 

dengar pendapat. 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk 

sekretariat DKPP. Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. 

Sekretaris DKPP merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan 

tinggi pratama. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Dalam Negeri. Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan 

dengan keputusan Sekretaris DKPP. 

Terkait dengan persyaratan pencalonan, pada perinsipnya setiap 
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Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk 

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Presiden, Wakil Presiden, 

Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD 

Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota 

DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, 

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota. Persyaratan pencalonan tersebut pada prinsipnya serupa 

dengan persyaratan pencalonan sebagaimana lazimnya berlaku dalam UU 

tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada. 

Pencalonan sebagai calon tersebut juga dimungkinkan bagi pejabat 

negara yang memenuhi persyaratan pencalonan. Bagi pejabat negara 

tersebut pada prinsipnya dapat dicalonkan oleh partai politik atau 

Gabungan Partai Politik peserta Pemilu Nasional sebagai calon presiden 

atau calon wakil Fresiden dan harus mengundurkan diri dari jabatannya, 

kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan 

Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. 

Bagi pejabat negara yang mengundurkan diri sebagai pejabat negara, 

pengunduran dirinya dimasukkan paling lambat pada saat didaftarkan oleh 

Partai Politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden 

atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri 

yang tidak dapat ditarik kembali. Adapun surat pengunduran diri sebagai 

pejabat negara tersebut disampaikan oleh partai politik atau Gabungan 

Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau 

calon Wakil Presiden. 

Lebih lanjut lagi, bagi calon ketika mendaftar menjabat sebagai 

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikotal dan wakil walikota 

yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Paftai Politik 

Peserta Pemilu Nasional sebagai Calon Presiden atau calon wakil Presiden 

harus meminta izin kepada Presiden. Presiden memberikan izin atas 

permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan 

watril walikota. Bilamana Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) 
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hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, 

bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota belum memberikan izin, 

izin dianggap sudah diberikan. Adapun surat permintaan izin gubernur, 

wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota 

disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik 

sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden. 

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 

sedikit 20%  (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 

25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu 

anggota DPR sebelumnya. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga 

harus memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana sudah berlaku di 

UU tentang Pemilu. 

Terkait denagn peserta Pemilu Anggota DPR adalah partai politik. 

Partai yang dapat menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR adalah yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana sudah diatur sebelumnya dalam UU 

tentang Pemilu. Calon yang diusulkan oleh Partai politik juga harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana umumnya pencaloan. Terkait dengan 

jadwal waktu pendaftaran Pemilu Anggota DPR ditetapkan oleh KPU. Lebih 

lanjut lagi, terkait dengan Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR 

tersebut dilarang memiliki nama, lambang, dan/atau tanda gambar yang 

sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia; lambang 

lembaga negara atau lambang pemerintah; nama, bendera, atau lambang 

negara lain atau lembaga/badan internasional; nama, bendera, atau simbol 

organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; nama atau gambar 

seseorang; atau sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai 

politik lain. 

Terkait peserta Pemilu Anggota DPD, persertanya adalah 

perseorangan yang mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah 
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pemilihan yang bersangkutan. Perseorangan juga harus memenuhi 

persyaratan umumnya pencalonan.Persyaratan dukungan minimal untuk 

pencalonan Pemilu Anggota DPD diatur seperti yang suda biasa diatur 

selama ini terakhir dengan UU tentang Pemilu. Dukungan pemilih tersebut 

juga harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Persyaratan  itu juga harus 

dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap 

jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap 

pendukung. 

Setiap pendukung calon anggota DPD tidak dibolehkan memberikan 

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta 

melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan 

memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi 

lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam 

pemilu. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon 

anggota DPD tersebut akan dinyatakan batal. Adapun jadwal waktu 

pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU. 

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan partai politik atau gabungan 

partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi atau Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut juga harus 

memenuhi persyaratan pencalonan yang diatur dalam undang-undang ini. 

Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai 

Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik 

tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat 

Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai 

Politik tingkat Provinsi. Bilamana pendaftaran pasangan calon tersebut 

tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, 

pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, 

dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. 

Terkait dengan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur oleh gabungan Partai Politik, pendaftaran tersebut ditandatangani 
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oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat 

Provinsi disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik 

tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus 

Partai Politik tingkat Provinsi. Adapun Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 

dari suara sah dalam Pemilu anggota DPR sesuai hasil Pemilu Nasional 2 

(dua) tahun sebelumnya. Bilamana Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan 

memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi 

anggota DPR, jika hasil bagi jumlah kursi anggota DPR menghasilkan angka 

pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke 

atas. Begitu juga bila Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling 

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah. 

Terkait dengan pendaftaran melalui jalur perseorangan prosesnya masih 

sama seperti yang ada di UU tentang Pilkada, namun dengan mempedomani 

Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 

Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota adalah partai politik. Partai politik yang dapat menjadi 

Peserta Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 

yang telah memenuhi persyaratan umum yang juga sama dengan 

penagturan yang sudah ada sebelumnya dalam UU tentang Pemilu. Lebih 

lanjut lagi, terkait dengan Partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  tersebut dilarang memiliki nama, 

lambang, dan/atau tanda gambar yang sama dengan bendera atau lambang 

negara Republik Indonesia; lambang lembaga negara atau lambang 

pemerintah; nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan 

internasional; nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau 

organisasi terlarang; nama atau gambar seseorang; atau sesuatu yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, 

lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain. 



 

178 
 

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta 

Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan pencalonan yang sudah ada 

sebelumnya sama seperti di UU tentang Pilkada yang berlaku.  

Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik 

dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat 

Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas 

calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota. 

Bilamana pendaftaran pasangan calon tidak dilaksanakan oleh pimpinan 

Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang 

telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh 

pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. 

Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua 

Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota 

disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat 

Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai 

Politik tingkat Kabupaten/Kota. 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan 

pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah dalam Pemilu 

anggota DPR sesuai hasil Pemilu Nasional 2 (dua) tahun sebelumnya. 

Bilamana Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan 

pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPR maka hasil bagi jumlah 

kursi anggota DPR menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari 

jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Kemudian, bila Partai 
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Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon 

menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari akumulasi perolehan suara sah maka ketentuan itu hanya 

berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR. Terkait dengan 

pendaftaran melalui jalur perseorangan di tingkat kabupaten/kota pun 

sama prosesnya masih sama seperti yang ada di UU tentang Pilkada, namun 

dengan mempedomani Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 

 
BUKU KETIGA PENYELENGGARAAN PEMILU 

 

Dalam bab ini diatur mengenai penyelenggaraan Pemilu Nasional dan 

Pemilu Daerah. Mulai dari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu 

Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan dengan sistem 

proporsional tertutup. Daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberian suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan 

cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara. 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan 

Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari  

jumLah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 

20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 

1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Bilamana tidak ada Pasangan 

Calon terpilih diatas, maka Pasangan Calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh ralryat secara langsung 

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Begitu juga bila  perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 

diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut 

dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. Jika perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 

diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat 

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 

suara yang lebih luas secara berjenjang Kemudian, jika perolehan suara 

terbanyak kedua dengan jumtah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 
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(satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran 

wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.  

Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada 

proses pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bila Partai 

Politik terbukti menerima imbalan maka Partai Politik yang bersangkutan 

dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Partai Politik yang 

menerima imbalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pada prinsipnya 

semua orang dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam 

bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dilaksanakan bersamaan 

dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu serta 

Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan dengan sistem proporsional 

tertutup. Jumlah kursi Anggota DPR adalah 575 (lima ratus tujuh puluh 

lima). Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/ 

kota, atau gabungan kabupaten/kota. Setiap daerah pemilihan Pemilu 

Anggota DPR memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 

(sepuluh) kursi. Bilamana penentuan daerah pemilihan tersebut tidak dapat 

diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian 

kabupaten/kota. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan 

dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir 

berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, 

dan perkembangan data daerah pemilihan. Hasil perolehan suara Pemilu 

Anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan 

suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta. Daerah pemilihan dan jumlah 

kursi setiap daerah Pemilu anggota DPR dalam lampiran Undang-Undang 

ini. 

Partai Politik Peserta Pemilu Nasional melakukan seleksi bakal calon 

Pemilu anggota DPR. Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan 

terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau 

peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu Nasional. Partai Politik 

dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan 
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pada Pemilu anggota DPR. Bilamana Partai Politik terbukti menerima 

imbalan maka Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon 

pada periode berikutnya. Partai Politik yang menerima imbalan tersebut 

harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan 

imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses 

pencalonan pada Pemilu anggota DPR. 

Bakal calon untuk Pemilu anggota DPR disusun dalam daftar bakal 

calon oleh partai politik masing-masing. Daftar bakal calon anggota DPR 

ditetapkan oteh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar 

bakal calon tersebut memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari 

jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Begitu juga daftar bakal calon 

tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen). Nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor 

urut. Di dalam daftar bakat calon paling sedikit 1 (satu) orang perempuan 

bakal calon.  

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR harus memenuhi ambang 

batas perolehan suara paling sedikit 7% (tujuh persen) dari jumlah suara 

sah secara nasional pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota DPR yang tidak memenuhi ambang batas perolehan 

suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap 

daerah pemilihan. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai 

politik.  

Lebih lanjut lagi, bilamana penghitungan perolehan kursi DPR, suara 

sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 

dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berunrtan oleh 

bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Hasil pembagian tersebut lalu 

diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama 

mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai 

terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah 

kursi di daerah pemilihan habis terbagi.  
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Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

pengaturannya secara umum mutatis mutandis dengan yang diberlakukan 

di Pemilu Anggota DPR. Pada prinsipnya Pemilu anggota DPRD Provinsi ini 

serupa dengan apa yang sudah diatur dalam UU tentang Pemilu. Hal yang 

sama juga berlaku untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Untuk pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dilaksanakan 

bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Pemilu serta Pemilu Anggota DPR. Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap 

Provinsi adalah 4 (empat). Adapun secara umum ketentuan untuk Pemilu 

Anggota DPD masih sama seperti yang ada saat ini di UU tentang Pemilu.  

Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 

dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan 

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Daerah pemilihan Pemilu Gubernur 

dan Wakil Gubernur adalah wilayah provinsi. Pemberian suara Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara memberi tanda satu 

kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur suara secara elektronik. Pemberian tanda 

satu kali tersebut dilakukan berdasarkan prinsip memudakan Pemilih, 

akurasi dalam penghitungan  suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

Pemilihan.  

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang 

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur. Bilamana terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh 

dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh 

kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. Begitu juga bila hanya 

terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 

peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih 

dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. 
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Secara umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta  Pemilu Walikota 

dan Wakil Walikota pun mutatis mutandis denagnapa yang berlaku bagi 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Perbedaanya hanya pada pola yang 

saat ini diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota yang terjadi 2 (dua) tahun setelah Pemilu Nasional. 

Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 

kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan dengan 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling 

sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. Dalam Randangan 

Undang-Undang ini parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 

berlaku nasional yakni 7 %. Hal ini berbeda dengan UU tentang Pemilu yang 

ambang batas nya sebesar 4% dan hanya berlaku untuk DPR, dengan 

demikian maka district magnitude pun menyesuaikan yakni berlaku secara 

nasional. Maka jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD 

kabupaten/kota yang semula paling sedikit paling sedikit 3 (tiga) kursi dan 

paling banyak 12 (dua belas) kursi dalam UU tentang Pemilu diubah 

menjadi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. Hal 

ini mutatis mutandis juga berlaku untuk DPRD Provinsi sehingga DPRD 

Provinsi pun diberlakukan besaran kursi per dapil paling sedikit paling 

sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. Penyempurnaan 

district magnitude ini berpedan penting dalam penyederhanaan partai 

politik. Hal ini selaras dengan filosofis bahwa the magnitude of an electoral 

distruct denotes the number of candidates to be elected in the district. Jadi, 

district magnitude atau besaran daerah pemilihan adalah jumlah wakil yang 

akan dipilih dari satu daerah pemilihan. Besaran daerah pemilihan adalah 

jumlah alokasi kursi buat satu daerah pemilihan, atau dengan kata lain, 

penetapan jumlah wakil rakyat untuk mewakili sejumlah penduduk/pemilih 

dalam satu daerah pemilihan.54   

Dalam hal penentuan daerah pemilihan tersebut tidak dapat 

diberlakukan maka penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian 

kecamatan. Ketentuan mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap 

 
54Arend Lijphard, Patterns of democracy, Yale Universuty press/New Haven & 

london, 2012, hal 137. 
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daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ini akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan KPU.  

Jika terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan 

maka daerah pemilihan tersebut dihapuskan. Alokasi kursi akibat hilangnya 

daerah pemilihan dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk. 

 Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah 

Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota 

ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi.  

Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, 

dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai 

dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi. Penataan daerah 

pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di 

kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan 

mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi 

anggota DPRD kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur 

dalam Peraturan KPU. 

KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam 

penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, KPU melakukan konsultasi dengan DPR. 

Dalam pembentukan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip: 

a. kesetaraan nilai keterwakilan; ketaatan pada sistem pemilu; 

b. proporsionalitas; 

c. integralitas wilayah; 

d. berada dalam cakupan wilayah yang sama; kohesivitas; 

e. kesinambungan. 

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan 

dalam bentuk: 

a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU 

dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;  

b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU 
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dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan  

c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri 

sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan 

daftar pemilih sementara.  

Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan oleh 

Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan 

sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan Data Warga Negara Indonesia 

yang bertempat tinggal di luar negeri harus sudah tersedia dan diserahkan 

oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan 

sebelum hari pemungutan suara.  

Data kependudukan disinkronkan oleh Pemerintah bersama ICPU 

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data 

kependudukan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Data 

kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU 

menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Data penduduk potensial 

pemilih Pemilu harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan 

sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:  

a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan 

b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. 

Data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia yang 

bertempat, tinggal di luar negeri dijadikan sebagai data pembanding daftar 

pemilih tetap Pemilu terakhir. Pemerintah memberikan data kependudukan 

yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan 

tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih. 

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih 

Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih. tetap Pemilu terakhir 

yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar 

Pemilih.  Daftar Pemilih tersebut paling sedikit memuat nomor induk 

kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, kemudian Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam 

Peraturan KPU. Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak 
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benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang 

diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. 

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 

(tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. Terdapat perubahan dalam 

pengaturan district magnitude di rancangan undang-undang ini. Hal ini 

diperlukan karena guna memperkuat system presidensial, hal ini 

dikarenakan district magnitude bukan hanya menyangkut berapa banyak 

pemilih tinggal di suatu daerah pemilihan, melainkan berapa banyak wakil 

yang dicalonkan untuk dipilih di suatu daerah pemilihan. Dengan demikian, 

district magnitude mengacu pada jumlah wakil yang akan dipilih dari suatu 

daerah pemilihan (number of representatives elected from the district). Secara 

konseptual district magnitude yang digunakan pada saat ini adalah besar 

paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi 

berdasarkan UU tentang Pemilu. Pada kenyataannya besaran daerah 

pemilihan itu hanya dapat berlaku di wilayah Jawa. Sementara di luar 

Pulau Jawa justru berlaku daerah pemilihan yang kecil. Ketidakadilan ini 

harus dibenahi dengan menggunakan prinsip district magnitude yang setara 

dan konsisten. Oleh karenanya district magnitude diubah menjadi paling 

sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. 

Dengan membuat distrik yang lebih moderat yakni paling sedikit 3 

(tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi. dalam Rancangan Undang-

Undang ini, maka hal ini adalah upaya untuk membenahi prinsip 

pembagian district magnitude yang setara. Penggunaan district magnitude ini 

juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi yang sama antara calon-

calon anggota legislatif di Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa. Sebab 

persaingan di daerah pemilihan Pulau Jawa justru lebih longgar ketimbang 

di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang kursinya lebih kecil. Dengan 

besaran daerah pemilihan yang kecil akan mendorong partai-partai politik 

melakukan proses rekrutmen secara ketat, matang, dan berkualitas. 

Dalam hal penentuan daerah pemilihan tersebut tidak dapat 

diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian 

kabupaten/kota. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan 

dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir-
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berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, 

dan perkembangan data daerah pemilihan. 

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota 

DPR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. Jumlah kursi DPRD provinsi 

ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 

(seratus dua puluh). Jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah 

Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:  

a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) 

orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;  

b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) 

orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 

45 (empat puluh lima) kursi; 

c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang 

sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 

(lima puluh lima) kursi;  

d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) 

orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 

65 (enam puluh lima) kursi;  

e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) 

orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh 

alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;  

f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) 

orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh 

alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;  

g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) 

orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh 

alokasi 100 (seratus) kursi; dan  

h. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dan 20.000.000 (dua puluh 

juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi. 

Dalam hal penentuan daerah tidak dapat diberlakukan, penentuan 

daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. Kemudian jika 

terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan 
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daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD 

provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota 

DPR.  

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota 

DPRD provinsi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. Selanjutnya jumlah kursi anggota 

DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini.Alokasi kursi pada daerah pemilihan 

anggota DPRD provinsi ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling 

banyak 8 (delapan) kursi. 

Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu maka 

dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan 

jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi. Penataan daerah pemilihan di 

provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru 

dilakukan untuk Pemilu berikutnya. 

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua 

puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Jumlah kursi 

DPRD kabupaten/kota tersebut didasarkan pada jumlah Penduduk 

kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:  

a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 

(seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;  

b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus 

ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh 

alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;  

c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua 

ratus ribu) orang sampai dengan. 300.000 (tiga ratus ribu) orang 

memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; 

d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga 

ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang 

memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;  

e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat 

ratus ribu) orang sampai dengan. 500.000 (lima ratus ribu) orang 

memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;  
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f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima 

ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang 

memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;  

g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu 

juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh 

alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan  

h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga 

juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi 

setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam 

Peraturan KPU. Jika terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah 

pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. Dan alokasi kursi akibat 

hilangnya daerah pemilihan tersebut dihitung kembali sesuai dengan 

jumlah Penduduk. 

Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah 

Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota 

tersebut ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi paling banyak 8 (delapan) 

kursi. Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, 

dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai 

dengan jumlah Penduduk. berdasarkan alokasi kursi.  

Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan 

pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk 

Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota 

DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota, dan 

penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. 

KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam 

penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD 

Kabupaten/Kota tersebut KPU melakukan konsultasi dengan DPR. 

 

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, partai politik 

yang telah memenuhi syarat harus mendaftar ke KPU. Pendaftaran diajukan 
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dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan 

sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik 

tingkat nasional. Pendaftaran tersebut disertai dokumen persyaratan yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai 

politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;  

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat 

provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;  

c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan 

alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan 

pengurus tingkat kabupaten/kota;  

d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan 

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda 

gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap 

kabupaten/kota;  

g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan 

h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional paling lambat 

18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU 

melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan 

persyaratan Partai Politik menjadi perserta pemilu terhadap Partai Politik 

yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan harus selesai 

dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari 

pemungutan suara.  Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan dan waktu verifikasi dengan Peraturan KPU.  

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan 

keabsahan persyaratan) diatur dengan Peraturan KPU.Partai politik calon 
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Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. 

Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang 

pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan 

suara. Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu 

dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan 

dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.  Hasil penetapan diumumkan 

oleh KPU 

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, 

pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 

Nasional diatur dalam peraturan KPU. Untuk menjadi Partai Politik Peserta 

Pemilu Daerah, partai politik yang telah memenuhi syarat harus mendaftar 

ke KPU Provinsi. Pendaftaran tersebut disertai dokumen persyaratan yang 

lengkap.  Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan 

oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan 

suara. 

Pendaftaran tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh 

ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan 

pusat partai politik. Pendaftaran juga disertai dokumen persyaratan yang 

lengkap.Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan 

oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan 

suara 

Dokumen persyaratan tersebut meliputi:  

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai 

politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;  

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat 

provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;  

c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan 

alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan 

pengurus tingkat kabupaten/kota; 

d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan 

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda 
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gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap 

kabupaten/kota;  

g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan 

h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan 

persyaratan Partai politik menjadi peserta pemilu terhadap Partai Politik 

yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan. Verifikasi harus 

selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari 

pemungutan suara. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan dan waktu verifikasi diatur dengan Peraturan KPU. 

Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan 

penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan Peraturan KPU. 

Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan 

sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. Penetapan partai politik sebagai Peserta 

Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) 

bulan sebelum hari pemungutan suara.  Penetapan nomor unit partai politik 

sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang 

terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu. Hasil penetapan 

tersebut diumumkan oleh KPU. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 

yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi 

partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau 

menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan 

tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Temuan 
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Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut wajib 

ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih 

Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih. tetap Pemilu terakhir 

yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar 

Pemilih. Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, 

nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang 

mempunyai hak memilih. Setiap orang dilarang memberikan keterangan 

yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal 

yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.  

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih 

berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan 

secara berkelanjutan. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota 

diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk 

potensial pemilih Pemilu. Selanjutnya dalam melaksanakan pemutakhiran 

data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. 

Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih 

memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. 

Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan 

daftar pemilih sementara. Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, 

rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.  Pantarlih 

tersebut diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.  

Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di 

wilayah rukun tetangga. Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 

(satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih 

sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. 

Daftar pemilih sementara, salinannya harus diberikan oleh PPS 

melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan 

sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan 

tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 

21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.  
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PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan 

masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 

14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan 

masyarakat dan Peserta Pemilu. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar 

pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar 

pemilih tetap disusun dengan basis TPS.  Daftar pemilih ditetapkan paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih 

sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap disampaikan oleh KPU 

Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU. Provinsi, PPK, dan PPS.  

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap 

kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan 

perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk 

salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah 

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Salinan softcopy atau 

cakram padat tersebut dilarang diubah. 

Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar pemilih 

tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar 

pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak 

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang 

bersangkutan terdaftar. 

Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, 

seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan 

bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar 

pemilih tetap di TPS asal. Daftar pemilih tambahan tersebut diumumkan 

oleh PPS. 

Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai 

Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak 

terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, warga 

negara tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih khusus. Kemudian 

ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar 

pemilih khusus diatur dalam peraturan KPU. 

Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data 
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Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih 

Pemilu di negara kreditasinya. PPLN menggunakan data penduduk potensial 

pemilih Pemilu untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri. Kemudian 

PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data 

penduduk potensial pemilih Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN 

dibantu Pantarlih.  

Pantarlih terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan 

warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. Pantarlih 

diangkat dan diberhentikan oleh PPLN. PPLN menyusun daftar pemilih 

sementara. Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 

1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih 

sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.  

Masukan dan tanggapan masyarakat diterima PPLN paling lama 21 

(dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPLN 

wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan 

tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya 

masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara hasil 

perbaikan digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap. 

PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan menjadi 

daftar pemilih tetap. PPLN mengirim daftar pemilih tetap kepada KPU 

dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. PPLN 

menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar 

pemilih tetap. Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN 

dalam melaksanakan pemungutan suara. Daftar pemilih tetap berbasis 

TPSLN dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan 

suara. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah 

terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan 

tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN 

tempat yang bersangkutan terdaftar. 

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di 

kabupaten/kota. Sedangkan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar 
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pemilih tetap di provinsi. KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap 

secara nasional. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data 

pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem 

informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi 

administrasi kependudukan. KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib 

memelihara dan memutakhirkan data Pemilih. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman 

daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih 

sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih 

tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang 

dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.  

Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran 

data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, 

perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara basil perbaikan, 

penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, 

dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh 

PPLN. 

Dalam hal pengawasan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian 

anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang 

merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS 

menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.  

Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Bakal Pasangan Calon didaftarkan 

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh 

KPU sebagai Peserta Pemilu.  Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai 
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Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris 

jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.  

Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik 

ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal 

atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan 

Calon yang bersangkutan. Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling 

lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

Pendaftaran bakal Pasangan Calon dilengkapi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara 

Indonesia;  

b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia;  

c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang 

ditunjuk oleh KPU;  

d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan 

pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;  

e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak 

memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;  

f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, 

dan DPRD;  

g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau 

penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;  

h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; 

i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil 

Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;  

j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa 
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setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih; 

l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau 

surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau 

program pendidikan menengah;  

m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI 

dari kepolisian;  

n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang 

bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon 

Wakil Presiden secara berpasangan;  

o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri 

Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan 

p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan 

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. 

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). Pendaftaran merupakan prosedur administratif di dalam tahapan 

Pemilu yang harus dilalui oleh pasangan calon dengan memenuhi sejumlah 

persyaratan formal. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik wajib menyerahkan surat pencalonan yang 

ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal sesuai ketentuan 

undang-undang, surat pernyataan tidak menarik pencalonan yang 

ditandatangani pimpinan Partai Politik, kesepakatan tertulis antar-Partai 

Politik, surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan 

calon dari bakal pasangan calon, kesepakatan tertulis antara partai politik 

atau gabungan partai politik dengan pasangan calon, naskah visi, misi dan 

program bakal pasangan calon, serta persyaratan untuk menjadi calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden. 
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Limitasi pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil 

presiden yang bisa diterima oleh KPU, bahwa KPU akan menerima 

pendaftaran pasangan calon sepanjang pasangan calon tidak diajukan oleh 

gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, atau pasangan calon 

tidak diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang 

mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat 

mendaftarkan Pasangan Calon.  

Alur pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil 

Presiden mulai dari pembukaan pendaftaran oleh KPU, penyerahan berkas 

pendaftaran, verifikasi dokumen persyaratan administrasi, pemberitahuan 

KPU atas hasil verifikasi persyaratan administratif, perbaikan kelengkapan 

berkas pendaftaran oleh pasangan calon, verifikasi hasil perbaikan berkas 

pendaftaran oleh KPU, pemberitahuan hasil verifikasi hasil perbbaikan 

berkas pendaftaran oleh KPU kepada Partai Politik atau para pimpinan 

Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon, serta penetapan bakal 

pasangan calon sebagai Pasangan Calon. Ketentuan tata cata verifikasi 

terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen adminsitrasi bakal 

pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang kemudian 

didelegasikan pengaturannya ke dalam Peraturan KPU.   

Larangan politik uang dalam tahap pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden. Larangan bagi setiap orang, Partai Politik atau lembaga untuk 

menerima imbalan dalam bentuk apapun dari proses pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden. Sanksi terhadap Partai Politik yang menerima imbalan 

adalah dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Imbalan yang 

diterima tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap.   

Proses pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik 

dan/atau gabungan Partai Politik dalam hal bakal pasangan calon tidak 

memenuhi persyaratan administratif. Setelah Partai Politik dan/atau 

gabungan partai politik melakukan pengusulan bakal pasangan calon 

pengganti, KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

administratif, kemudian KPU memberitahukan hasilnya secara tertulis 

kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik dan bakal 
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pasangan calon. Limitasi pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh 

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dalam hal persyaratan 

administratif bakal Pasangan Calon pengganti tidak lengkap, tidak benar, 

dan/atau salah.  

Bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 

berhalangan tetap sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Presiden dan Wakil 

Presiden, sehingga dalam hal ini Partai Politik berkesempatan untuk 

mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti. Penetapan dan 

pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan dan pengumuman Pasangan 

Calon dilakukan dalam sidang pleno KPU tertutup, setelah selesai tahap 

verifikasi. Nomor urut pasangan calon dilakukan dengan pengundian dalam 

sidang pleno KPU terbuka. Selanjutnya KPU mengumumkan nomor urut 

Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik.  

Larangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk menarik 

calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan KPU. Larangan 

mengundurkan diri juga diberikan kepada bakal Pasangan Calon sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.  

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan 

Calon pengganti dalam hal Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebelum 

hari pemungutan suara. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi dan 

menetapkan terhadap Pasangan Calon pengganti.  

Pasangan Calon yang berhalangan tetap pada saat dimulainya 

Kampanye sampai hari pemungutan suara dinyatakan gugur dan tidak 

dapat diganti dalam hal masih terdapat dua pasangan Calon atau lebih. 

Apabila terdapat kurang dari dua Pasangan Calon, dan salah satu Pasangan 

Calon berhalangan tetap, Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon 

pengganti. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi dan penetapan terhadap 

Pasangan Calon pengganti.  

Penundaan tahapan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPU dalam 

hal terdapat salah satu Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum 

dimulainya pemungutan suara putaran kedua. KPU menetapkan Pasangan 

Calon dengan suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon 
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pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam hal Partai 

Politik tidak mengusulkan Pasangan Calon pengganti. Apabila Partai Politik 

mengusulkan pasangan Calon pengganti, KPU melakukan verifikasi dan 

penetapan terhadap Pasangan Calon pengganti. Ketentuan tentang 

pelaksanaan penundaan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

didelegasikan ke dalam Peraturan KPU.  

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dalam 

hal salah satu Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya 

Kampanye sampai hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti. KPU membuka 

pendaftaran Calon Presiden dengan memperhatikan tahapan program dan 

jadwal penyelenggaraan Pemilu Nasional yang mana ketentuan teknisnya 

diatur dan didelegasikan ke dalam Peraturan KPU.  

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap verifikasi 

kelengkapan administratif Pasangan Calon pada Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu menyampaikan temuan kepada 

KPU berupa unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang 

menimbulkan kerugian Pasangan Calon.  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap dilangsungkan dengan 

memilih setuju atau tidak setuju terhadap satu Pasangan Calon dalam hal 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mendaftarkan Pasangan 

Calon atau dalam hal Pasangan Calon tidak lulus verifikasi. Ketentuan 

pelaksanaan Pemilu yang dilangsungkan dengan memilih setuju atau tidak 

setuju diatur dalam Peratuan KPU.  

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

harus memenuhi persyaratan antara lain: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945; 

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih untuk calon 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau 30 (tiga puluh) tahun untuk calon 
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Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; 

e. memahami bahasa Indonesia; 

f. memenuhi syarat sebagai pemilih; 

g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melampirkan bukti 

pembayaran pajak perseorangan tahunan selama 3 (tiga) tahun 

terakhir; 

h. mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara, Anggota Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha 

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang 

anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan 

sebagai calon tetap; 

i. bersedia untuk tidak merangkap jabatan apapun setelah terpilih; 

j. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu bagi calon Anggota DPR 

dan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum terdaftar dalam 

daftar calon sementara; 

k. dicalonkan hanya di 1 (satu) jabatan. 

Seleksi bakal Calon yang dilakukan secara terbuka dan demokratis 

sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan 

internal Partai Politik Peserta Pemilu. Partai Politik menyusun daftar bakal 

calon: 

a. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik 

Peserta Pemilu tingkat pusat.  

b. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus 

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. 

c. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh 

pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. 

Daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut dan disertai pas 

foto diri terbaru, memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah 

kursi pada setiap daerah pemilihan, memuat keterwakilan perempuan 

paling sedikit 30% (tiga puluh persen), setiap 3 (tiga) orang bakal calon 

terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Daftar bakal 
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calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan 

selambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara kepada: 

a. KPU setelah ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama 

lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;  

b. KPU Provinsi setelah ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan 

sekretaris atau nama lain; dan 

c. KPU Kabupaten/Kota setelah ditandatangani oleh ketua atau nama lain 

dan sekretaris atau nama lain. 

Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada 

proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota. Larangan bagi setiap orang, Partai Politik atau lembaga 

untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun dari proses seleksi bakal 

calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sanksi terhadap 

Partai Politik yang menerima imbalan adalah dilarang mengajukan calon 

pada periode berikutnya. Imbalan yang diterima tersebut harus dibuktikan 

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

administrasi dan verifikasi terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 

30% (tiga puluh persen). KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen 

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR. KPU Provinsi melakukan 

verifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota 

DPRD  Provinsi. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 

dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD 

kabupaten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota 

DPR, DPRD provinsi , dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik 

Peserta Pemilu apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi 

bakal calon tidak terpenuhi. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar 

calon apabila tidak memuat keterwakilan perempuan.  

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan: 
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a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau 

sekolah lain yang sederajat; 

e. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

f. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan utusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 

yang bersangkutan mantan terpidana; 

g. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 

h. terdaftar sebagai pemilih; 

i. bersedia bekerja penuh waktu; 

j. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, 

aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan 

pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau 

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 

k. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, 

notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidakmelakukan pekerjaan 

penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara 

serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan 

dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara 

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan 

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan 

lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 

m. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 

n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri dari: 

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia 

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijasah, surat 

tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh 

satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; 

c. surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan 

ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat 

keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah 

dijatuhi pidana; 

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas 

dari penyalahgunaan narkotika; 

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; 

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang 

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; 

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan 

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan 

dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan 

konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani 

diatas kertas bermeterai cukup; 

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala 

daerah, wakil kepala daereah, aparatur sipil negara, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik 
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indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada 

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta 

pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan 

negara; 

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 

(satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang 

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan 

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) 

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai 

politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti 

memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Partai politik mengajukan 

nama bakal calon baru paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

diterima oleh partai politik. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan 

tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya 

pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah 

ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan 

verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal 

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang 

dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Dalam hal 

pengawasan menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu KabupatenjKota menyampaikan temuan dan 
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hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan 

hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Bakal calon yang lulus verifikasi, disusun dalam daftar calon 

sementara oleh: 

a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR; 

b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota, DPRD provinsi; 

dan 

c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD 

kabupaten/kota. 

Daftar caIon sementara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, disusun berdasarkan nomor urut 

dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Daftar calon sementara anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa 

cetak harlan dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa 

cetak harlan dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman 

lainnya selama 5 (lima) hari. Masukan dan tanggapan dari masyarakat 

disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling 

lama 10 (sepuluh) harl terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase 

keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik 

masing-masing pada media massa cetak harlan nasional dan media massa 

elektronik nasional. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klariflkasi 

kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. 

Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang 

bersangkutan untuk mengklariflkasi masukan dan tanggapan darl 

masyarakat. Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara 

tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal 

hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak 

memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk 
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mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. 

Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti 

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 

3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon 

sementara. Partai politik yang tidak mengajukan pengganti calon dan daftar 

calon sementara hasil perbaikan, maka urutan nama dalam daftar calon 

sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 

dengan urutan berikutnya. 

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau 

penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon 

dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum 

tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau 

penggunaan dokumen palsu dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi 

daftar calon tetap. 

KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. KPU Provinsi 

menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD 

kabupaten/kota. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan 

dilengkapi pas foto diri terbaru. 

Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon 
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tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harlan nasional 

dan media massa elektronik nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. 

Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota 

DPD adalah: 

a. Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan. 

b. Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan yang 

mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan 

yang bersangkutan. 

Persyaratan dukungan meliputi: 

a. provinsi yang jumlah pemilih sampai dengan 1.000.000 (satu juta) 

orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 500 (lima 

ratus) Pemilih; 

b. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai 

dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari 

paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; 

c. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai 

dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan 

dari paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) Pemilih; 

d. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 10.000.000 (sepuluh  juta) 

sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan 

dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) 

e. Pemilih; dan 

f. provinsi yang jumlah pemilih lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) 

orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 

g. 2.500 (dua ribu lima ratus) Pemilih. 

Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPD ditandatangani 

oleh bakal calon Anggota DPD bersangkutan. Masa pendaftaran bakal calon 

Anggota DPD paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah 

ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR. Kelengkapan 

administrasi bakal calon anggota DPD: 

a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; 
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b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau 

surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau 

program pendidikan menengah;rtu tanda penduduk Warga Negara 

Indonesia; 

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah 

dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 

atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang 

pernah dijatuhi pidana; 

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas 

narkotika; 

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; 

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang 

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; 

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan 

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 

pekerjaan penyedia, barang dan jasa yang berhubungan dengan 

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD 

yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; 

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala 

daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada 

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, 

pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN 

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

i. surat pemyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) 

lembaga perwakilanyang ditandatangani di atas kertas bermeterai 

cukup. 

KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

persyaratan bakal calon anggota DPD. KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi. Ketentuan mengenai 

tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen 
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persyaratan administratif calon Anggota DPD diatur di dalam Peraturan 

KPU. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan 

administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada saat bawaslu melakukan 

Pengawasan kemudian menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian 

anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan 

atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Temuan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD. Daftar calon 

sementara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Daftar calon 

sementara anggota DPD diumumkan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) 

media massa cetak harlan dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) 

media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana 

pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan 

masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU 

paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara 

diumumkan. 

Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan dalam calon 

sementara anggota DPDdisampaikan secara tertulis kepada KPU disertai 

bukti identitas diri. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta 

klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan 

masyarakat. Jika ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau 

penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon 

dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan 
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dokumen palsu, dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan 

daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar 

calon tetap. 

Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU, disusun 

berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru, kemudian 

diumumkan oleh KPU. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai 

pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. 

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke 

KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan. 

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh 

Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai 

Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik 

tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus 

Partai Politik tingkat Provinsi. Apabila pendaftaran pasangan calon tidak 

dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran 

pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat 

dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. Pendaftaran 

pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh gabungan Partai 

Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik danf para sekretaris 

Partai Politik di tingkat Provinsi, disertai Surat Keputusan masing-masing 

pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang 

diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 

Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 

disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Dokumen 

persyaratan meliputi: 

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri 

sebagai bukti pemenuhan syarat calon:  

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 
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terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) 

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota, dan Calon Wakil Walikota; 

5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil 

Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon 

Wakil Walikota pada daerah yang sama; 

6. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri 

di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan 

penjabat Walikota; 

8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai 

pasangan calon peserta Pemilihan; dan 

9. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

b. surat keterangan: 

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas 

penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli 

psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon; 

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan 

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau 

bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
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terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional 

dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; 

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan 

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, 

sebagai bukti pemenuhan syarat calon; 

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 

surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon; 

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya 

yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti 

pemenuhan syarat calon; dan 

6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon. 

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang 

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai 

bukti pemenuhan syarat calon; 

d. fotokopi: 

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat 

atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang 

berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; 

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima 

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 

wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) 

tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak 

mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat 

calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan 

syarat calon; 

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk 

kependudukan. 
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e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon 

perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai 

Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik; 

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota; 

g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota 

dan Calon Wakil Walikota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan 

kelengkapan dokumen diatur dengan Peraturan KPU.   

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah 

penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih 

tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan Daerah sebelumnya yang paling 

akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 10% (sepuluh persen); 

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 

(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah 

persen); 

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 

(dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 

setengah persen); 

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 
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e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 

Pendaftaran Calon Perseorangan sebagai Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen 

persyaratan. 

Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon 

menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan 

dibantu oleh PPK dan PPS. Verifikasi administrasi dilakukan dengan: 

a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, 

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan 

mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat 

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan 

sipil; dan 

b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. 

Verifikasi administrasi dilakukan KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang 

diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat 

dukungankepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 

(dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon 

dimulai. 

Verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari 

terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan 

diserahkan ke PPS. Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus 

dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Verifikasi faktual, 

terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi 

faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan 
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pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari 

terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. Jika 

pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam 

verifikasi faktual, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama tidak diumumkan. Hasil verifikasi 

dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam 

berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil 

verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. 

PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan 

pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan 

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi 

manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. Hasil 

verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita 

acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 

salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan 

calon. 

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil 

verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan 

sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah 

dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang 

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan 

adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 

(tujuh) Hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara 

verifikasi diatur dalam Peraturan KPU. 

KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan 

klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima 

masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Penelitian persyaratan administrasi 

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hasil penelitian diberitahukan 
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secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan 

calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. 

Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, 

gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi 

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan 

pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian 

persyaratan oleh KPU Provinsi.  

Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang 

diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap 

sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik 

atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 

3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU 

Provinsi diterima.  

KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan 

persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan 

memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau 

pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

kelengkapan persyaratan diterima. Dalam hal hasil penelitian menetapkan 

calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur pengganti. Dalam hal hasil penelitian menghasilkan 

pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan 

calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) 

hari. 

KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah 

penundaan tahapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian 

persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernurdiatur 

dengan Peraturan KPU. 

KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan 

penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.  Berdasarkan Berita Acara 
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Penetapan, KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. 

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan 

oleh KPU Provinsi, dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Pengundian nomor urut pasangan 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dilaksanakan KPU Provinsi 

yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan 

calon perseorangan. Nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi dalam pengadaan 

surat suara. Pasangan Calon yang telah ditetapkan diumumkan secara 

terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan. 

Kelengkapan dokumen persyaratan yang disertakan dalam 

pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berlaku secara 

mutatis mutandis dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang 

disertakan dalam pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

dan/atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.   

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika 

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 

dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada 

pemilihan umum atau pemilihan daerah sebelumnya yang paling akhir di 

daerah bersangkutan, dengan ketentuan: 

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa 

harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); 

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 

8,5% (delapan setengah persen); 

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 

setengah persen); 
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d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang 

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan 

bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang 

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum 

dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau 

kabupaten/kota dimaksud. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) 

pasangan calon perseorangan. Pendaftaran Calon Perseorangan sebagai 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen 

persyaratan. 

KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada 

instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari 

masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota. 

Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hasil 

penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan 

Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari 

setelah penelitian selesai. Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak 

memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan 

calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau 

memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak 
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pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota 

diterima. 

Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai 

Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap 

penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil 

penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. 

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan 

dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotadan 

memberitahukan hasilnya kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan 

gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan 

persyaratan diterima. Dalam hal hasil penelitian menetapkan pasangan 

calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik tidak dapat mengajukan pengganti. Dalam hal hasil penelitian 

menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 

(dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. KPU 

Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota diatur dengan Peraturan KPU. 

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat 

administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, 

KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon 
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Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dilakukan 

pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, 

gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan. Nomor urut 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU 

Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara. Pasangan Calon yang telah 

ditetapkan diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak 

tanggal penetapan. 

Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon 

meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon 

sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari 

pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari 

pemungutan suara. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan 

pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling 

lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon 

dari pasangan calon meninggal dunia. 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti persyaratan 

administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon 

pengganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak 

tanggal pengusulan. Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari 

pasangan calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil 

penelitian administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 

menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon 

pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak 

dinyatakan memenuhi syarat. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai 
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Politik tidak mengusulkan pasangan calon pengganti, dinyatakan gugur dan 

tidak dapat mengikuti Pemilihan. 

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak 

mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti, salah satu 

calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat 

mengikuti Pemilihan. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon 

meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum 

hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak 

dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan 

calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon 

Pemilihan. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal 

dunia, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan 

kepada masyarakat. 

Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung 

sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan 

suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti 

Pemilihan. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan 

meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai 

dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan 

calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari 

pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan. 

Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal 

dunia, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan 

kepada masyarakat. Ketentuan mengenai meninggalnya pasangan calon 

atau salah satu calon dari pasangan calon berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon dalam 

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon. 

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi 

kondisi: 

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa 

perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon 

yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon 

tersebut dinyatakan memenuhi syarat; 
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b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan 

berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon 

yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan 

sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran 

tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon 

yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak 

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 

pasangan calon; 

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa 

Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan 

calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti 

yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang 

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; 

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan 

suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon 

pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan 

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya 

terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau 

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai 

peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 

pasangan calon. 

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan 

menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 

(satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong 

yang tidak bergambar. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. 

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon 

terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon, jika mendapatkan suara 

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Jika perolehan suara 

pasangan calon kurang dari pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan 

boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya 

diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan 
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jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan, Pemerintah 

menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan 

calon diatur dengan Peraturan KPU. 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan 

dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima 

imbalan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan 

dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan 

harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi 

imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk 

apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan 

setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses 

pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan 

calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.Setiap partai politik atau 

gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan denda 

sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. 

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik 

masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.  Kampanye 

Pemilu terdiri dari kampanye Pemilu Serentak Nasional dan kampanye 

Pemilu Serentak Daerah. Kampanye Pemilu Nasional dilaksanakan secara 

serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan 

Kampanye Pemilu anggota DPR, dan DPD. Sedangkan Kampanye Pemilu 

Daerah dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Gubenur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakilota dan Wakil 
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Walikota dengan Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan 

Kota.  

a. Peserta pemilu berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang 

adil dan setara dalam setiap kegiatan kampanye. 

b. Kampanye dilaksanakan secara jujur, bebas, terbuka, 

bertanggungjawab, dialogis dan dapat diakses oleh seluruh pemilih. 

c. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana  kampanye dan 

Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.  

d. Negara berkewajiban melindungi pelaksana kampanye, peserta 

kampanye, dan pemantau kampanye dalam setiap kegiatan kampanye 

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden terdiri atas 

pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-

seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota 

DPR terdiri atas  pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota 

DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk 

oleh Peserta Pemilu anggota DPR.   

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota 

DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk  oleh Peserta Pemilu 

anggota DPD. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dapat melaksanakan kampanye secara 

bersamaan di waktu dan tempat yang sama. Pelaksana kampanye bersama 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR adalah 

gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dan Pemilu DPR. Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dan Pemilu Anggota DPR dibentuk berdasarkan kesepakatan 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik dengan 

gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. 

Pelaksana Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai 
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Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan 

yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri 

atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota 

DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang 

ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.  

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPRD Provinsi dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan 

di waktu dan tempat yang sama. Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah 

gabungan antara pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan Pemilu DPRD Provinsi. Pelaksana kampanye bersama Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibentuk 

berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat 

melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang 

sama. Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ 

Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota 

adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. 

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota 

dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibentuk 

berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan Partai Politik atau Gabungan 

Partai politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota. 

Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan 

pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftaran pelaksana 

Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, 
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Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta Kampanye Pemilu 

terdiri atas anggota masyarakat.  

Materi kampanye meliputi visi, misi, program dan citra diri Pasangan 

Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan 

Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota, calon anggota DPR, calon anggota DPD, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.  

Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi 

penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, calon anggota DPR, calon anggota 

DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, yang 

meliputi visi, misi, program dan citra diri Pasangan Calon melalui laman 

KPU dan lembaga penyiaran publik.  

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, 

pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada 

umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media 

massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat 

Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon, kegiatan lain 

yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan 

perundan undangan.  

Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dapat 

didanai oleh APBN. Sedangkan Kampanye difasilitasi KPU untuk pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang didanai oleh APBD. Kampanye 

Pemilu berupa pertemuan terbatas,pertemuan tatap muka, penyebaran 

bahan Kampanye Pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga di 

tempat umum, dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar 

Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasangan Calon untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Kampanye Pemilu 
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berupa media sosial dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, 

dan internet, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir 

sampai dengan dimulainya Masa Tenang.  

Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion atau alun-alun dengan 

dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya. Pelaksana 

kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan 

ketertiban pelaksanaan rapat umum. 

Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. 

Rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 

paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. Rapat umum kampanye 

Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. 

Rapat umum kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) 

kali di setiap provinsi. 

Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) 

kali di setiap Kabupaten/Kota. Rapat umum kampanye Pemilu Gubernur 

dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap 

Kabupaten/Kota. Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Provinsi 

dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. 

Rapat umum kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling 

banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. Rapat umum kampanye 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikotadilaksanakan 

paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. Rapat umum 

kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 

(dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. 

Pertemuan terbatas dilaksanakan di ruangan atau gedung tertutup. 

Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, 

dan ketertiban pelaksanaan pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas 

kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR 

dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. Pertemuan 

terbatas kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling 
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banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. Pertemuan terbatas kampanye Pemilu 

DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi. Pertemuan 

terbatas kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di 

setiap provinsi. 

Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) 

kali di setiap Kabupaten/Kota. Pertemuan terbatas kampanye Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di 

setiap Kabupaten/Kota. Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD 

Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. 

Pertemuan terbatas kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/ 

Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. 

Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota 

dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap 

Kabupaten/Kota. Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap 

Kabupaten/Kota. 

Pertemuan dialogis dilaksanakan di ruangan terbuka atau gedung 

tertutup. Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, 

pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan dialogis. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai kampanye pertemuan dialogis diatur oleh KPU. 

Debat terbuka kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu 

Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD dilaksanakan di kampus perguruan 

tinggi negeri. Debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali. Debat 

Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara 

nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik. Moderator 

debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan 

akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak 

memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selama dan sesudah 

berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan 

komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan 

materi dari setiap Pasangan Calon. Materi debat Pasangan Calon adalah 
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nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.  

Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja sama dengan perguruan 

tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU. 

Debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu 

Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri. 

Debat terbuka kampanye disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau 

radio. Pelaksana debat terbuka adalah KPU bekerja sama dengan perguruan 

tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka. Debat terbuka 

kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di kampus 

perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral. Debat terbuka 

kampanye pemilu disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio. 

Pelaksana debat terbuka adalah KPU atau dengan bekerjasama dengan 

perguruan tinggi negeri. 

Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil 

Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hanya 

diikuti oleh satu pasangan calon, debat terbuka kampanye tetap 

dilaksanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye debat terbuka 

yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota 

dan Wakil Walikota diatur oleh peraturan KPU. Debat terbuka dibiayai oleh 

APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Masa 

Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.  

Selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan 

imbalan kepada Pemilih untuk : tidak menggunakan hak pilihnya, memilih 

Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih 
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calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, 

dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.  

Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu, Presiden 

dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan 

dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu 

anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan 

Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 

pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi 

setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD 

provinsi. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu untuk 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, 

serta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan 

KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 

Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.  

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : 

mempersoalkan dasar negara Pancasila; Pembuka Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, 

ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan 

mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu 

ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok 

anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; merusak danjatau 

menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan 

fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau 

menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar 

dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.  

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, 

menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil 

walikota harus memenuhi ketentuan: tidak menggunakan fasilitas dalam 
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jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti 

di luar tanggungan Negara. Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan 

memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam 

jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Pejabat negara, pejabat struktural 

dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara 

lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 

Kampanye. Larangan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau 

pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta 

Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk : tidak 

menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan memilih 

Peserta Pemilu dengan cara   tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; 

memilih Pasangan Calon tertentu; memilih Partai Politik Peserta Pemilu 

tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terhadap pelanggaran yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang 

berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa : pembatalan nama 

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari 

daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.  



 

234 
 

Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kabupaten kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memengaruhi PenyeIenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Pasangan Calon 

serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu 

dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon 

serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

oleh KPU. Pelanggaran merupakan pelanggaran yang terjadi secara 

terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran 

tidak menggugurkan sanksi pidana.  

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan 

melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga 

penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberitaan, 

penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan dalam rangka 

penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada 

masyarakat.  

Pesan Kampanye Pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan 

dan garnbar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, 

interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat 

penerima pesan. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan 

lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan 

Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu. 

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran 

selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta 

Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye 

Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.  

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga 

penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, 

lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan 

memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara 

berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu. 

Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai 
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bentuk layanan kepada masyarakat, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk 

kepentingan kampanye Peserta Pemilu. Televisi Republik Indonesia dan 

Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan 

Kampanye Pemilu yang sarna kepada setiap Peserta Pemilu. 

Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak 

media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung 

atau siaran tunda. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang 

menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus 

berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.  

Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam 

bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar 

pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, sertajajak pendapat. 

Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan 

siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. 

Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi 

larangan dalam Kampanye Pemilu. Siaran monolog, dialog, dan debat yang 

diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan 

masyarakat.  

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media 

massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran 

dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat. 

Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan 

kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan 

penayangan iklan Kampanye Pemilu. Pengaturan dan penjadwalan 

pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh 

media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.  

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga 

penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk 

Kampanye Pemilu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan 

lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau 

segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu. 

 Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan 
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Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh 

salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.  

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi 

untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot 

berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi 

setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. Batas maksimum pemasangan 

iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara 

kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam 

puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye 

Pemilu. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu berlaku 

untuk semua jenis iklan. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan 

Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh 

lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap Peserta Pemilu. 

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga 

penyiaran melakukan iklan Karnpanye Pemilu dalam bentuk iklan 

Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk 

masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Media massa eetak, media daring, media 

sasia!, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan 

Karnpanye Pemilu komersial yang berlaku sarna untuk setiap Peserta 

Pemilu.  

Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih 

rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial. Media massa cetak, 

media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan 

Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 

satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. Iklan 

Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh 

media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran atau 

dibuat oleh pihak lain. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu 

layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh 

media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. 
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Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk, masyarakat 

tidak termasuk jumlah kumulatif.  

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan 

halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuataran berita dan 

wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta 

Pemilu. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan 

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang 

dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. 

Kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu 

dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh 

Peserta Pemilu kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui media 

massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pesan Kampanye Pemilu dapat disampaikan dengan berupa tulisan, 

suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat 

naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta dapat diterima 

melalui perangkat elektronik penerima pesan. 

Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, 

menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu dan harus mematuhi 

larangan dalam Kampanye Pemilu seperti menyiarkan berita, iklan, rekam 

jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan 

Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. 

Pada prinsipnya Lembaga penyiaran publik Televisi Republik 

Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga 

penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran 

berlangganan semestinya memberikan alokasi waktu yang sama dan 

memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan 

materi Kampanye Pemilu. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan 

proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, namun tidak 

boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu. 

Pemasangan iklan kampanye dilakukan di media massa cetak, radio, 

televisi, dan internet. Iklan kampanye dimaksud dapat berupa tulisan, 

gambar, suara, suara dan gambar serta data dan grafik maupun alam 
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bentuk lainnya. Pemasangan iklan kampanye di media massa radio dan 

televisi difasilitasi KPU dan dapat dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Dan ketentuan lebih lanjut untuk 

mengatur mengenai kampanye pemasangan iklan di media massa disusun 

oleh KPU. 

Untuk menjaga ketertiban para pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan kampanye pemilu, maka pelaksana dan peserta kampanye 

Pemilu akan dilarang untuk: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau 

Peserta Pemilu yang lain; 

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum; 

f. mengancam dan/atau melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta 

Pemilu; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan; 

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain 

dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta Kampanye Pemilu; atau 

Dalam kegiatan Kampanye Pemilu, Pelaksana kampanye akan 

dilarang untuk mengikutsertakan: 

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, 

dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, 

dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 
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b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank 

Indonesia; 

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah; 

e. Aparatur Sipil Negara; 

f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

g. Kepala Desa;  

h. anggota badan permusyawaratan desa; dan 

i. Perangkat Desa. 

Selanjutnya, pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) 

huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan tindak pidana Pemilu. 

Dalam kegiatan Kampanye Pemilu yang akan mengikutsertakan presiden, 

wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, 

walikota, dan wakil walikota diharuskan memenuhi 

a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali 

fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

Cuti dan jadwal cuti Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan 

pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil 

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dilaksanakan 

dengan memperhatikan: 

a. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

Ketentuan yang akan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara 

Dalam kegiatan Kampanye Pemilu dapat diatur dengan peraturan KPU. 

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam 

jabatan negeri, serta kepala desa alan dilarang membuat keputusan 

dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 

satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Hal ini dimaksudkan sebagai 



 

240 
 

antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan bagi para 

penyelenggara negara. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat 

fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya akan 

dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. 

Larangan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu meliputi pertemuan, 

ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil 

negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya 

pelanggaran larangan Kampanye Pemilu oleh pelaksana dan peserta 

Kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan 

sanksi yang akan diatur dalam pengaturan ini. Dalam hal terbukti 

Pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara 

langsung ataupun tidak langsung untuk; tidak menggunakan hak pilihnya, 

menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta 

Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota tertentu, atau memilih calon Anggota DPD tertentu, 

memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, atau 

memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, akan dikenai sanksi pidana 

sebagaimana diatur dalam pengaturan Undang-Undang ini. 

Selanjutnya jika telah dikeluarkan Putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atas pelanggaran pidana, digunakan 

sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk 

mengambil tindakan berupa: 

a. pembatalan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon 

Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, dari daftar calon tetap; dan 

b. pembatalan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 
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calon Anggota DPR, DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, sebagai calon terpilih. 

Dalam hal putusan Putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap atas pelanggaran pidana, terbit setelah pelantikan, 

maka lembaga yang berwenang menjadikan putusan dimaksud sebagai 

dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota 

DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau nama lain memberikan kesempatan 

yang sama kepada pelaksana kampanye pemilu dalam penggunaan fasilitas 

umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu. Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, 

Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan Pelaksana Kampanye Pemilu yang akan diatur dalam 

pengaturan rancangan undang-undang. 

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi 

tanggung jawab Pasangan Calon. Dan dana Kampanye Pasangan Calon 

dapat diperoleh dari; Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik 

dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dan 

sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selain didanai oleh 

dana kampanye Pasangan Calon kampanye Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dapat didanai dari APBN. Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah 

menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari 

perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha 

nonpemerintah. 
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Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan diusulkan tidak 

boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan 

dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha 

nonpemerintah diusulkan tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah). Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau 

badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana 

diharuskan untuk melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU. Pemberi 

sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas sebagai wujud 

akuntabilitas kepada publik. 

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang 

wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan 

pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank. Dana 

Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat 

berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. 

Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan 

pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan 

keuangan Pasangan Calon masing-masing. Pembukuan dana Kampanye 

dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai 

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari 

sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana 

Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. 

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR. 

Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPR didanai dan menjadi 

tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon 

Anggota DPR. Dana kampanye pemilu Pemilu Anggota DPR bersumber 

dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR 

bersangkutan, sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak 

mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan. 

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan 

diusulkan tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah). Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, 
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perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah diusulkan tidak 

melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Pemberi 

sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas.  

Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu 

Anggota DPR yang ditetapkan oleh Peraturan KPU dikenakan sanksi pidana 

dan sanksi administrasi yang akan dibuat pengaturannya. Penerimaan dana 

kampanye Pemilu Anggota DPR hanya berupa uang. Partai politik peserta 

Pemilu DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah 

dari rekening partai politik. Calon Anggota DPR wajib memiliki rekening 

khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota 

DPR. Penerimaan dana kampanye dilakukan melalui rekening bank. 

Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPD didanai dan menjadi 

tanggung jawab calon Anggota DPD. Dana kampanye pemilu bersumber dari 

calon Anggota DPD yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut 

hukum dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan 

dan perseorangan. 

Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari 

sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, dana Kampanye Pemilu 

calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pemberi 

sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas. Pelanggaran jumlah 

maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD yang ditetapkan 

oleh Peraturan KPU dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi akan 

diatur pengaturan ini. Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD 

hanya berupa uang. Calon Anggota DPD wajib memiliki rekening khusus 

dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPD. 

Penerimaan dana kampanye berupa uang dilakukan melalui rekening bank. 

Kegiatan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didanai 

dan menjadi tanggung jawab pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur. Dana Kampanye Pemilu bersumber dari; calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, partai politik pengusul pasangan calon Gubernur dan 
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Wakil Gubernur, serta sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak 

mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan. Jumlah maksimal 

penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 

ditetapkan oleh Peraturan KPU.  

Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Peraturan KPU 

dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi akan diatur dalam 

pengaturan ini. Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil 

gubernur hanya berupa uang. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah 

dari rekening pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Penerimaan dana kampanye berupa uang dilakukan melalui rekening bank. 

 

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPRD Provinsi  

Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi didanai dan 

menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi dan calon Anggota DPRD Provinsi. Dana kampanye pemilu 

bersumber dari; Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota 

DPRD Provinsi bersangkutan, serta sumbangan sah menurut hukum yang 

bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan. 

Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi ditetapkan oleh Peraturan KPU. Dana Kampanye Pemilu anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

sumbangan pihak lain perseorangan diusulkan tidak melebihi 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dana Kampanye 

Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang 

berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan 

usaha nonpemerintah diusulkan tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar rupiah). Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana 

kampanye Pemilu Anggota DPR Provinsi yang ditetapkan oleh Peraturan 

KPU akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi yang akan 
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diatur dalam pengaturan ini. Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota 

DPRD Provinsi hanya berupa uang.  

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki 

rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Calon Anggota DPRD 

Provinsi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari 

rekening pribadi calon Anggota DPRD Provinsi. Penerimaan dana kampanye 

berupa uang dilakukan melalui rekening bank. 

Kegiatan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota, didanai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Dana kampanye pemilu 

sebagaimana bersumber dari; Pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, partai politik pengusul pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, serta sumbangan 

sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan 

dan perseorangan. 

Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari; sumbangan Partai Politik 

dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, 

sumbangan pasangan calon,  dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak 

mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum 

swasta. Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari 

sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat 

yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan 

calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan 

calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana 

Kampanye dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan 

didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  

Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak 

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum 

swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
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Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan 

calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau 

menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung 

untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar 

nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye. Pemberi sumbangan 

diharuskan mencantumkan identitas yang jelas. Penggunaan dana 

Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan 

akuntabel sesuai standar akuntasi keuangan. Pembatasan dana Kampanye 

pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan 

standar biaya daerah. 

Penerimaan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota hanya berupa uang. Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib memiliki rekening khusus dana 

kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Penerimaan dana kampanye 

berupa uang dilakukan melalui rekening bank. 

Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota didanai 

dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dana 

Kampanye Pemilu bersumber dari; Partai Politik Peserta Pemilu Anggota 

DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

bersangkutan, sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak 

mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan. Dana Kampanye 

Pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dana Kampanye Pemilu 

berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai 

Politik Peserta Pemilu pada bank.  

Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang 

dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat 

sumbangan itu diterima. Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan 

penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah 

dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan dana Kampanye 

Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai 
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Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan 

penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor 

akuntan publik yang ditunjuk KPU. 

Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Peraturan KPU. Pelanggaran jumlah 

maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan KPU akan dikenakan 

sanksi pidana dan sanksi administrasi yang akan diatur dalam pengaturan 

ini. Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

hanya berupa uang. 

Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki 

rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum 

partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Calon Anggota 

DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye 

yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Penerimaan dana kampanye berupa uang dilakukan melalui rekening bank. 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota serta calon 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menerima dana Kampanye Pemilu 

dari; perusahaan asing, pemerintah negara asing, organisasi asing, partai 

politik asing, dan LSM asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, 

pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan 

usaha milik daerah, dana yang bersumber dari hasil kejahatan, atau 

pemerintah desa dan badan usaha milik desa. Pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota 

DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu 

DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 

menerima sumbangan dilarang menggunakan dana tersebut, wajib 
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melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada 

kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye 

Pemilu berakhir. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi 

ketentuan akan dikenai sanksi yang akan diatur dalam pengaturan ini. 

Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, 

calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai 

Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota digunakan 

untuk membiayai kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, 

pertemuan terbatas, pertemuan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan 

pemasangan alat peraga. Biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di 

media massa radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR dan 

calon Anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan KPU. Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran 

dana kampanye dapat dikenai sanksi yang akan diatur dalam pengaturan 

ini. Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD 

Provinsi tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan 

KPU. Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana 

kampanye dapat dikenai sanksi yang akan diatur dalam pengaturan ini. 

Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi 

jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU. Setiap orang yang 

dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye dapat dikenai 

sanksi sebagaimana akan diatur dalam pengaturan ini. 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan 
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calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil 

Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta 

calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan dana 

kampanye untuk biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media 

massa radio dan televisi. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan 

mengeluarkan dana kampanye untuk biaya debat terbuka dan pemasangan 

iklan di media massa radio dan televisi dapat dikenakan sanksi yang akan 

diatur dalam pengaturan ini. 

Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon 

Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta 

Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dilarang menggunakan dana selain yang bersumber dari rekening khusus 

dana kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan 

sanksi yang akan diatur dalam pengaturan ini. 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib memberikan laporan 

awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu 

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon 

Anggota DPD wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening 

khusus dana kampanye kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon. Partai politik Peserta 

Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib 

memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana 

kampanye kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan 
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rekening khusus dana kampanye kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon. 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib membuat daftar 

penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib membuat 

daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon. Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya 

kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 

sebagai peserta Pemilu. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 

calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya 

kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 

sebagai pasangan calon dan calon. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

mengumumkan daftar penyumbang melalui laman Bawaslu dan Bawaslu 

Provinsi. 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Partai Politik Peserta 

Pemilu DPRD Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana 

kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari 

pembukuan keuangan partai politik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat 

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus 

dana kampanye yang terpisah dari pembukuan pribadi yang bersangkutan. 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 
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Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat laporan penerimaan dan 

pengeluaran dan menyampaikannya secara periodik kepada Bawaslu dan 

Bawaslu Provinsi. Laporan penerimaan dan pengeluaran harus disertai 

dengan daftar penyumbang. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan 

laporan penerimaan dan pengeluaran beserta daftar penyumbang, melalui 

laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyerahkan laporan 

akhir dana kampanye beserta daftar penyumbang kepada Bawaslu dan 

Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa 

kampanye. 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi wajib mengaudit laporan akhir dana 

kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu 

DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan 

Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta 

calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah diserahkannya laporan akhir dana kampanye. Dalam melakukan 

audit laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

berwenang meminta keterangan tambahan baik secara lisan maupun 

tertulis kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu 

DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota serta 

calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 
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mengumumkan laporan, melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya. 

Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang melakukan audit 

investigatif. Dalam hal audit investigatif menemukan dugaan pelanggaran 

administratif atas laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu 

Provinsi merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi yang akan diatur dalam 

pengatutran ini. Dalam hal audit investigatif menemukan dugaan 

pelanggaran tindak pidana atas laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan 

Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang 

untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai laporan dana 

kampanye, audit dan audit investigatif terhadap laporan akhir dana 

kampanye diatur lebih lanjut oleh Bawaslu. 

Perlengkapan pemungutan suara antara lain; kotak suara, surat 

suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, 

tempat pemungutan suara, dan template surat suara untuk pemilih tuna 

netra sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk setiap TPS. Bentuk, ukuran, 

spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dapat 

diatur dengan peraturan KPU. 

Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara 

yang berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, 

dan template surat suara untuk tuna netra dilaksanakan oleh Sekretariat 

Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan 

suara yang berupa alat untuk mencobls pilihan dan tempat pemungutan 

suara dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 

Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara 

yang berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, 

dan template surat suara untuk tuna netra dilaksanakan oleh Sekretariat 

KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan 
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suara yang berupa alat untuk mencobls pilihan dan tempat pemungutan 

suara, dilaksanakan oleh Sekertariat KPU Kabupaten/Kota. Pengadaan 

perlengkapan pemungutan suara yang berupa tempat pemungutan suara 

dilaksanakan oleh PPS bekerja sama dengan masyarakat. 

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Nasional 

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pendistribusian perlengkapan 

pemungutan suara Pemilu Daerah dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi, 

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam pendistribusian dan 

pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima PPS 

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. 

Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto, 

nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar 

gabungan partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 

diikuti oleh satu pasangan calon memuat memuat foto, nama, dan tanda 

gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik 

pengusul pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, serta kolom 

setuju dan tidak setuju. Surat suara Pemilu Anggota DPR memuat tanda 

gambar partai politik, nomor urut partai politik untuk setiap daerah 

pemilihan. Surat suara Pemilu Anggota DPD memuat pas foto diri terbaru 

dan nama calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis 

lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU. 

Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota memuat foto, nama, dan nomor 

urut calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, serta calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Surat suara Pemilu Gubernur 

dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon memuat foto dan 
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nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikotaserta kolom setuju atau tidak setuju. 

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai 

politik untuk setiap daerah pemilihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

surat suara diatur dengan peraturan KPU. 

Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan 

mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara 

dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat suara yang dicetak 

sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari 

jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan 

KPU. Selain menetapkan pencetakan di dalam negeri, KPU menetapkan 

besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. 

Jumlah surat suara ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan 

sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberik 

tanda khusus, masing-masing surat suara untuk pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, 

pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur 

dengan peraturan KPU. 

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 

Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD dilaksanakan pada hari yang sama. 

Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota 

DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 

hari yang sama. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan 

dengan keputusan KPU. 

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 

a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 

pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; 

b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 

pemilih tambahan; 



 

255 
 

c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada 

daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan 

d.     Penduduk yang telah memiliki hak pilih. 

Pemilih dengan KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilik tetap 

di TPS yang bersangkutan dan pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada 

daftar pemilih tambahan dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 

lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk 

memberikan suara di TPS lain/TPSLN. Pemilih dengan kondisi tertentu 

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain. 

Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk 

memilih: 

a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain 

dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; 

b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain 

dalam satu provinsi; 

c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke 

provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; 

d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain 

dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan 

e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan 

lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. 

Calon pemilih dengan kondisi tertentu harus melapor ke KPU 

kabupaten/kota tempat tujuan memilih. KPU Kabupaten/Kota tempat asal 

calon Pemilih harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT 

asalnya. Dalam hal suatu TPS terdapat Pemilih pemilik KTP elektronik 

dalam daftar pemilih tambahan, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan 

melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Pemilik kartu tanda 

penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan 

daftar pemilih tambahan, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda 

penduduk elektronik. Penduduk yang telah memiliki hak pilih d dapat 

memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk 

elektronik. 
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Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada 

daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang 

telah memiliki hak pilih diberlakukan ketentuan sebagai berikut:  

a. Memilih di TPS yang ada di rukut tetangga/rukun warga sesuai dengan 

alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; 

b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan 

c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS 

setempat selesai. 

Untuk Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang 

menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan 

lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan dilakukan 1 (satu) 

jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. 

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. TPS 

ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh 

penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan 

aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya 

secara langsung, bebas, dan rahasia. Jumlah surat suara di setiap TPS 

sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap 

dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar 

pemilih tetap sebagai cadangan. Penggunaan surat suara cadangan 

dibuatkan berita acara. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, 

bentuk, tata letak TPS dan format berita acara diatur dengan Peraturan 

KPU. 

Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. Pemberian suara 

dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh 

saksi Peserta Pemilu. Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan 

di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh 

PPS. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu 

kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Pemantauan pemungutan suara 

dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Saksi harus menyerahkan 

mandat tertulis dari pelaksana kampanye pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota 
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DPD, atau pelaksana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pelaksana 

kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil 

Walikota serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

kepada KPPS. Saksi dilatih oleh Bawaslu. 

Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang 

meliputi penyiapan TPS; pengumuman dengan penempelan daftar pemilih 

tetap dan daftar pemilih tambahan, pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD untuk Pemilu Nasional 

dan pengumuman dengan penempelan daftar pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi, serta pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota 

DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Daerah; penyerahan salinan daftar 

pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan 

Pengawasan TPS. 

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan 

yang meliputi pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara; rapat 

pemungutan suara; pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan 

petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS: penjelasan kepada 

Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan pelaksanaan pemberian 

suara. 

Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: 

a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam 

satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

b. mencoblos satu kali pada nomor  atau tanda gambar partai politik 

untuk pemilu anggota DPR.  

c. mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon Anggota DPD 

untuk Pemilu anggota DPD. 

d. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur. 
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e. mencoblos satu kali pada nomor  atau tanda gambar partai politik 

untuk Pemilu anggota DPRD provinsi. 

f. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu 

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 

g. mencoblos satu kali pada nomor  atau tanda gambar partai politik 

untuk Pemilu DPRD kabupaten/kota. 

h. Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dilakukan 

dengan cara mencoblos satu kali pada kolom setuju/tidak setuju. 

Pemberian suara dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, 

akurasi dalam penghitungan suaran, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan 

Pemilu. 

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak 

suara; mengeluarkan seluruh isi kotak suara; mengidentifikasi jenis 

dokumen dan peralatan; menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan 

peralatan; memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan menandatangani 

surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih. Saksi Peserta Pemilu, 

pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak 

menghadiri kegiatan KPPS. Ketua KPPS wajib membuat dan 

menandatangani berita acara kegiatan dan berita acara tersebut 

ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi 

Peserta Pemilu yang hadir. 

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS 

berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Apabila Pemilih menerima 

surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara 

pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti 

hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita 

acara. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,  Pemilih  

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya 

memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali. 
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Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai 

halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat 

dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Orang lain yang 

membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan 

Pemilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada 

Pemilih diatur dengan peraturan KPU. 

Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar 

negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota 

DPR. Pemungutan suara dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik 

Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang  

disesuaikan  dengan  waktu  pemungutan  suara  di Indonesia. Dalam hal 

Pemilih di luar negeri tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah 

ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang 

disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi 

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih 

tetap di TPSLN yang bersangkutan; Pemilik kartu tanda penduduk 

elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; Pemilik kartu tanda 

penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan 

daftar pemilih tambahan; dan Penduduk yang telah memiliki hak pilih. 

Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS 

dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan 

suara di TPSLN lain/TPS. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat 

menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain Pemilih 

sebagaimana dapat menggunakan haknya untuk memilih Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden; dan Calon anggota DPR daerah pemilihan DKI 

Jakarta. Pemilih harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih. PPLN 

tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT 

asalnya. KPPSLN mencatat dan melapor ke PPLN.  Pemilik kartu penduduk 

elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih 

tambahan dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk 

elektronik. Penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di 

TPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. 
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Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada 

daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang 

telah memiliki hak diberlakukan ketentuan terlebih dahulu mendaftarkan 

diri pada KPPSLN setempat; dan Pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam 

sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat. 

Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN. 

Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan 

suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi 

Pasangan calon. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh 

Panwaslu LN. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau 

Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu. Saksi harus menyerahkan 

mandate tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim 

kampanye. 

Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan 

yang meliputi penyiapan TPS; pengumuman dengan menempelkan daftar 

pemilih tetap, daftar pemilih tambahan Pasangan Calon, dan daftar calon 

tetap anggota DPR di TPSLN; dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap 

dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN. 

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan 

yang meliputi: pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara; rapat 

pemungutan suara; pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan 

petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN: penjelasan 

kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan pelaksanaan 

pemberian suara. 

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN membuka kotak 

suara; mengeluarkan seluruh isi kotak suara; mengidentifikasi jenis 

dokumen dan peralatan; menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan 

peralatan; memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan menandatangani 

surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih. Saksi Partai Politik Peserta 

Pemilu, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu LN, 

dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN. Ketua KPPSLN 

wajib membuat dan menandatangani berita acara dan berita acara tersebut 
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ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi 

Peserta Pemilu yang hadir. 

Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN 

berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Apabila Pemilih menerima 

surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara 

pengganti kepada KPPS dan KPPSLN wajib memberikan surat suara 

pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam 

berita acara. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara,  Pemilih  

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya 

memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali. 

Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai 

halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat 

dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Orang lain yang 

membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan 

Pemilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada 

Pemilih diatur dengan peraturan KPU. 

Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun 

pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain 

dinyatakan tidak sah. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda 

khusus oleh petugas KPPS. Tanda khusus diatur dalam peraturan KPU. 

KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum 

pemungutan suara berakhir. Ketentuan mengenai waktu berakhirnya 

pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan sanksi bagi 

petugas KPPS/KPPSLN yang melanggar diatur dalam Peraturan KPU. 

KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan 

suara secara tertib dan lancar. Pemilih melakukan pemberian suara dengan 

tertib dan bertanggung jawab. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan 

bertanggung jawab. Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib 

menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan 

TPS/TPSLN. Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab. 

Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak 

sedang melakukan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/ TPSLN. 
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Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. Warga masyarakat 

dan Pemantau Pemilu memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 

pemungutan suara. Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Panwaslu 

Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS memberikan saran perbaikan 

disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan 

keamanan TPS/TPSLN. KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran 

perbaikan sebagaimana dimaksud tersebut. 

Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan 

keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat 

dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan 

keamanan melakukan penanganan secara memadai. Dalam hal anggota 

masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh 

petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan 

diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan 

suara berakhir. Penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di 

TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Penghitungan 

suara Pemilu Nasional di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Penghitungan suara 

Pemilu Nasional di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN. KPPS melakukan 

penghitungan suara Pemilu Daerah dengan urutan pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, lalu calon Anggota DPRD Provinsi, 

dilanjutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, kemudian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Penghitungan 

suara peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. 

Penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta 

Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. 

Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh pengawas TPS. 

Penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta 

Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN. 

Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu 

dan masyarakat. Penghitungan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau 



 

263 
 

Pemilu dan masyarakat. Saksi yang belum menyerahkan mandat tertulis 

pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari 

Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN. Pelaksanaan penghitungan 

suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan 

masyarakat. Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan suara 

diatur dengan peraturan KPU. 

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN 

menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan 

daftar pemilih tetap; jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain; 

jumlah surat suara yang tidak terpakai; jumlah surat suara yang 

dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan 

suara; dan sisa surat suara cadangan. Penggunaan surat suara cadangan 

wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN 

dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir. 

Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah 

apabila: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS/Ketua KPPSLN;  dan 

tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda 

gambar Partai Politik, dan/atau tanda gambar gabungan Partai Politik 

dalam surat suara. Suara untuk Pemilu Anggota DPR dinyatakan sah 

apabila: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS/Ketua KPPSLN; dan 

tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama 

calon Anggota DPR berada pada kolom yang disediakan. Suara untuk 

Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani 

oleh Ketua KPPS; dan tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan. 

Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan sah apabila: 

surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor, 

nama, atau gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Suara untuk 

Pemilu Anggota DPRD Provinsi dinyatakan sah apabila: surat suara 

ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan tanda coblos pada nomor atau tanda 

gambar Partai Politik dan/atau nama calon Anggota DPRD provinsi berada 

pada kolom yang disediakan. Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sah apabila: surat suara 

ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan tanda coblos terdapat pada salah satu 
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nomor, nama, atau gambar calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota. Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan 

tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama 

calon Anggota DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian 

suara diatur dengan Peraturan KPU. 

Dalam hal terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil dinyatakan sah apabila 

tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju. 

Dalam hal terdapat satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan 

sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak 

setuju. Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ 

Walikota dan Wakil Walikota pemberian suara untuk memilih Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan sah apabila tanda 

coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.  

Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas 

dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. 

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau 

mendapat penerangan cahaya yang cukup. Penghitungan suara dicatat pada 

lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. 

Format penulisan penghitungan suara diatur dalam peraturan KPU. 

Peserta Pemilu, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu 

LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas 

dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam 

pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN. Peserta Pemilu 

dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu 

Kelurahan/ Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS   yang hadir dapat 

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh 

KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang 

diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/ 
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Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika 

itu juga mengadakan pembetulan. 

Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN  dituangkan  ke  dalam  

berita  acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat 

hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur 

dalam Peraturan KPU. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara 

serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh semua 

Anggota KPPS/KPPSLN dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Dalam hal 

terdapat Anggota KPPS/KPPSLN dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak 

menandatangani, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Anggota KPPS dan 

Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Berita acara 

pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan 

suara yang telah ditandatangani wajib disimpan sebagai dokumen negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format berita 

acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil 

penghitungan suara diatur dalam peraturan KPU. 

KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di 

TPS/TPSLN pada hari yang sama. KPPS wajib memberikan 1 (satu) 

eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat 

hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, 

dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. KPPSLN wajib memberikan 1 

(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu 

LN dan PPLN pada hari yang sama. KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, 

dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. 

KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat 

suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan 

perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang 

sama. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 

pemungutan suara dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil 

penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh Pengawas TPS berserta 

Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu 
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Kecamatan. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita 

acara pemungutan suara dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil 

penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan 

dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. 

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara 

dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan 

tersebut di tempat umum. PPS membuat berita acara penerimaan kotak 

hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS untuk 

diteruskan ke PPK. 

Untuk Pemilu Nasional, PPS membuat berita acara penerimaan hasil 

penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota DPR, calon anggota DPD yang dapat dihadiri oleh 

Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat 

dari KPPS. Untuk Pemilu Daerah, PPS membuat berita acara penerimaan 

hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh Saksi 

Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari 

KPPS. 

Untuk Pemilu Nasional, PPS melakukan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD dalam rapat 

terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, 

pemantau, dan masyarakat. Untuk Pemilu Daerah, PPS melakukan 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, 

serta Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam 

rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, 

pemantau, dan masyarakat. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan 

dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi 
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berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, 

kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. 

Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat 

menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, 

dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPS. 

Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta 

Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya 

penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal 

keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu dapat diterima, PPS 

seketika itu juga melakukan perbaikan. 

Untuk Pemilu Nasional PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan 

membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Untuk 

Pemilu Daerah PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara 

ditandatangani oleh seluruh Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang 

hadir. Dalam hal terdapat Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir 

tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, berita acara penghitungan 

suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani 

oleh Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia 

menandatangani. Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat 

hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani wajib 

disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Format berita acara penghitungan perolehan suara 
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dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan 

KPU. 

PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara 

calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota 

DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil 

rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan. PPS mengumumkan hasil 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota  DPRD Provinsi, serta Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota  dan Wakil Walikota,Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPRD hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi 

perolehan suara selesai dilakukan. PPS wajib menyerahkan berita acara 

pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara 

kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS diterima. PPS wajib 

memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan 

suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu 

Nasional atau Peserta Pemilu Daerah. Berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus 

dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian 

luar ditempel label atau disegel. Penyerahan berita acara dan sertifikat 

beserta kelengkapannya diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau 

Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu. 

Ketentuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN 

disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di PPS. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN diatur 

dalam peraturan KPU. 

Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara penerimaan hasil 

penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang dapat 

dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, 

masyarakat, dan Panwaslu Kecamatan dari PPS. Untuk Pemilu Daerah, PPK 

membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu 
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Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota,serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/ Kota yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi 

Pasangan Calon, Pemantau, masyarakat dan Panwaslu Kecamatan dari PPS. 

Untuk Pemilu Nasional, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik 

Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD dalam rapat terbuka yang 

dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, 

dan masyarakat. Untuk Pemilu Daerah, PPK melakukan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Calon 

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik 

Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam rapat terbuka yang 

dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan 

masyarakat. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka 

kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara 

pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak 

ditutup dan disegel kembali. PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dan membuat sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. PPK mengumumkan hasil 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tempat umum. 

PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara 

peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan 

adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam 

pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK. Saksi dapat menyampaikan 

laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau 

kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK. PPK wajib 

langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. 
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Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara  rekapitulasi  hasil 

penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan 

membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Untuk 

Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara 

ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang 

hadir. Dalam hal terdapat Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir 

tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, berita acara penghitungan 

suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani 

oleh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia 

menandatangani. Anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi 

tidak menandatangani wajib mencantumkan alasan. 

PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung 

setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan. PPK 

mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan  perolehan suara pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota 

DPRD Provinsi, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota,Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara 

selesai dilakukan. PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara 

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK paling 

lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari KPPS diterima. PPK wajib memberikan 1 (satu) 

eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat 
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hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau 

Peserta Pemilu Daerah. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi beserta 

kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke 

dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label 

atau disegel. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat 

suara Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah dari TPS dalam surat suara 

tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta 

Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS. 

KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK. KPU 

Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifitkat rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. KPU Kabupaten/Kota 

mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta 

Pemilu. KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita 

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada 

saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU 

Provinsi. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan 

suara Peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media massa. 

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan 

memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau 

kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu. Saksi dapat melaporkan dugaan adanya 

pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU 

Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti 
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dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU 

Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara dan sertiflkat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format 

yang diatur dalam Peraturan KPU. Berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan peroleh suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh seluruh 

anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Apabila 

terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, 

tetapi tidak menandatangan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan 

saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Anggota 

KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak 

menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta 

Pemilu wajib mencantumkan alasan. KPU Kabupaten/Kota menyimpan, 

menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. 

KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi 

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 

dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu. KPU Provinsi membuat 

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. KPU 

Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 

Peserta Pemilu. KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu. KPU Provinsi menyerahkan berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada saksi peserta 

pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU. KPU Provinsi mengumumkan 
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rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu kepada masyarakat 

melalui media massa. 

Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya 

dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam 

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta 

Pemilu. Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan 

dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi wajib 

langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi 

dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta 

Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. 

Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 

ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu 

yang hadir. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta 

Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota 

KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia 

menandatanganinya. Dalam hal anggota KPU Provinsi danJatau saksi 

Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertiflkat rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi 

Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani. 

KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi. KPU 

melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara 

Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan 
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Bawaslu. KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara Peserta Pemilu. KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara Peserta Pemilu. KPU menetapkan rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. KPU menyerahkan berita 

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada 

saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. KPU mengumumkan rekapitulasi hasil 

perolehan suara Peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media massa. 

Sedangkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dati pemilih di luar 

negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI 

Jakarta. 

Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan 

pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan: dalam pelaksanaan 

rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara Peserta Pemilu. Saksi 

dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau 

kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara kepada KPU. KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan 

pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan 

suara Peserta Pemilu. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan 

ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 

dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Berita 

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertiflkat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 

ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang 

hadir. Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang 

hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara dan sertiflkat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 
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penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota 

KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya.  

Apabila terdapat anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir 

tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu 

wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani. Saksi Peserta 

Pemilu dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon Partai Politik Peserta 

Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, 

dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu. 

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam 

dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak 

dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan  

terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara 

tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian 

dan pemeriksaan Pemantau Pemilu terbukti terdapat keadaan sebagai 

berikut: 

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan 

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang 

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, 

menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara 

yang sudah digunakan; dan/atau 

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah 

digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak 

sah. 

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, 

pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau 

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, 

mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. 

Pemungutan suara ulang diusulkan oleh PPS dengan menyebutkan 

keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Usul 
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PPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU 

Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan 

suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 

(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. 

Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan 

suara ulang. 

Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di 

TPS, penghitungan suara ulang di PPS, rekapitulasi suara ulang  di PPK, 

rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi ulang di KPU 

Provinsi. Penghitungan suara ulang meliputi: 

a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau 

b. penghitungan ulang surat suara di PPS. 

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan 

yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; 

penghitungan suara dilakukan secara tertutup; penghitungan suara 

dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat 

penerangan cahaya; penghitungan suara dilakukan dengan suara yang 

kurang jelas; penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; 

saksi Peserta Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan 

proses penghitungan suara secara jelas; penghitungan suara dilakukan di 

tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau 

ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat 

suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. 

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika  terjadi 

penghitungan suara dilakukan secara tertutup; penghitungan suara dicatat 

dengan tulisan yang kurang jelas; saksi calon, dan masyarakat tidak

 dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; 

penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah 

ditentukan; dan/atau terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat 

suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 

Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, saksi Peserta 

Pemilu atau Pemantau Pemilu dapat mengusulkan penghitungan ulang surat 

suara di TPS yang bersangkutan. Penghitungan ulang surat suara di TPS 
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dan/atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan 

penghitungan. Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan 

penghitungan suara ulang yang selesai pada hari/tanggal pelaksanaan 

penghitungan, pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh 

panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari 

pemungutan suara. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan 

sebagai berikut: 

a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

tidak dapat dilanjutkan; 

b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; 

c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang 

terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; 

d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang 

kurang jelas; 

e. saksi Peserta Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak 

dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara 

secara jelas; dan/atau 

f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar 

tempat dan waktu yang telah ditentukan. 

Dalam hal terjadi keadaan seperti ketentuan diatas, saksi Peserta Pemilu 

dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi yang 

bersangkutan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU 

Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada 

hari/ tanggal pelaksanaan rekapitulasi. 

Apabila terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil 

penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara 

yang diterima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan dan 

saksi calon di TPS, atau Pemantau, maka PPK melakukan penghitungan 

suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan dan rekapitulasi 

hasil penghitungan suara ulang di TPS oleh PPK dilaksanakan paling lama 5 
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(lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara dan dilakukan dengan 

cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK. Dalam hal terjadi 

perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi 

Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat 

kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka 

KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan 

atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.  

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU 

Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu 

tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, 

maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan 

dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertiflkat rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/ Kota yang 

bersangkutan. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, 

saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat 

provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan 

pembetulan data mela1ui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data 

yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan 

suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan. 

 

BAB XV PENETAPAN HASIL PEMILU 

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perolehan suara 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden terpilih. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya 

masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  
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KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

memeroleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara 

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua 

puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 

(setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagai pasangan calon terpilih. 

Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

KPU menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

memeroleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali 

melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.  

Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama 

diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut 

dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang 

sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih penentuan peringkat 

pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan 

suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara 

terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) 

Pasangan Calon penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 

perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan 

dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. Berita acara tersebut disampaikan pada hari 

yang sama oleh KPU kepada: 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

b. Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Dewan Perwakilan Daerah; 

d. Mahkamah Agung; 

e. MahkamahKonstitusi; 

f. Presiden; 

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan 

Pasangan Calon; dan 

h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas 
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perolehan suara paling sedikit 7% (empat persen) dari jumlah suara sah 

secara nasional pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Partai Politik 

Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi harus memenuhi ambang batas 

perolehan suara paling sedikit 7% (tujuh persen) dari jumlah suara sah 

secara nasional pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya 

untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi. 

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus 

memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 7% (tujuh persen) 

dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

KPU menetapkan secara nasional hasil penghitungan perolehan suara 

Partai Politik Peserta Pemilu dan menetapkan secara nasional anggota DPR. 

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan 

suara sekurang-kurangnya paling sedikit 7% (empat persen) dari jumlah 

suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan 

kursi anggota DPR. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi 

ambang batas perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan 

perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. 

Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai 

politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana, dibagi 

dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut 

oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Hasil pembagian diurutkan 

berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat 

kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak 

ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di 

daerah pemilihan habis terbagi. Penetapan Calon terpilih anggota DPR dari 

Partai Politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik 

Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. 

Calon terpilih untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Penetapan 

calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan 
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kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan Calon terpilih untuk 

anggota DPD ditetapkan oleh paling lambat 35 (tiga puluh lima)) hari setelah 

pemungutan suara. 

KPU Provinsi mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur terpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kepada DPRD 

Provinsi. Penetapan calon terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur didasarkan pada nama calon yang memeroleh suara 

terbanyak. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

memeroleh suara yang sama didasarkan  pada perolehan suara yang lebih 

merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. 

Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih 

memeroleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dalam 

hal hanya terdapat 1 (satu pasangan) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi dari Partai Politik 

Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta 

Pemilu berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing  calon 

anggota DPRD Provinsi. Calon terpilih untuk anggota DPRD provinsi 

ditetapkan oleh KPU Provinsi. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD 

Provinsi harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 7% 

(tujuh persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan 

perolehan kursi anggota DPRD Provinsi. 

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di 

suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:   

a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di 

daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.  

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana 

dimaksud huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 

(satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh); 

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan 

berdasarkan jumlah nilai terbanyak.  

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak 
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kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi 

ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis 

terbagi. 

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dan penetapan  Pasangan Calon Bupati dan Calon 

Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota  

yang memeroleh suara terbanyak. Penetapan pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang memeroleh 

suara yang sama didasarkan  pada perolehan suara yang lebih merata 

penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut. 

Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih memeroleh suara lebih 

dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dalam hal hanya terdapat 1 

(satu pasangan) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan hasil suara partai politik peserta 

pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. KPU 

Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD 

Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling 

sedikit 7% (tujuh persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya untuk diikutkan 

dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di 

suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:   

a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di 

daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.  

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana 

dimaksud huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 

(satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh); 

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan 

berdasarkan jumlah nilai terbanyak.  

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak 

kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi 
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ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis 

terbagi. 

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan 

perolehan suara sah dari setiap Partai Politik yang memenuhi ketentuan di 

daerah pemilihan yang bersangkutan.  

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil. Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap 

sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. 

Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap 

sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. 

Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap 

sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden 

dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang 

Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua. 

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:  

a. meninggal dunia;  

b. mengundurkan diri;   

c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

atau DPRD kabupaten/kota; atau 

d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau 

pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.   

Apabila calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi 

hukum. 

Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama 
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di daerah pemilihan tersebut berdasarkan nomor urut berikutnya. Calon 

terpilih anggota DPD diganti dengan calon yang memperoleh suara 

terbanyak berikutnya.  KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota 

menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan keputusan KPU, 

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) 

hari setelah calon terpilih berhalangan. 

Penggantian calon terpilih Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, 

calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur. Penggantian calon 

terpilih Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih 

dilantik menjadi Gubernur. 

Pengisian calon Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme 

pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan 

usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. DPRD 

Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur 

kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkah pengangkatannya sebagai 

Gubernur. Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan 

seagaimana dimaksud dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

Calon Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri 

mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur 

berdasarkan:  

a. surat kematian;  

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur;  

c. atau surat keputusan pemberhentian. 

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara berama-sama tidak 

dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap dilakukan pengisian 

jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD 

Kabupaten/Kota. Dalam hal pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik  

pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

mengusulkan 2 (dua) pasangan calon untuk dipilih. 

Dalam hal calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih berhalangan 

tetap, calon Bupati/Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota. 
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Bupati/Walikota mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota 

kepada DPRD untuk dipilih. Dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih 

berhalangan tetap, calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dilantik 

menjadi Bupati/ Walikota. Bupati/Walikota mengusulkan dua calon Wakil 

Bupati/Wakil Walikota daerah kepada DPRD untuk dipilih. Dalam hal 

pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan 

partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.  

Dalam pengaturan penyelenggaraan Pemilu, materi muatan 

pelantikan dan pengucapan sumpah/janji memuat pengaturan Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pasangan Calon terpilih dilantik 

menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR). Jika calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap 

sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka MPR 

menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 

dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua. Jika calon 

Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil 

Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden. Jika calon Wakil Presiden 

terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih 

dilantik menjadi Presiden. 

Terkait sumpah/janji Pengucapan sumpah/janji Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan pelantikan Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 

bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan sidang paripurna MPR bertepatan dengan berakhirnya masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika MPR tidak dapat bersidang, 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Jika DPR tidak dapat bersidang, Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan 
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sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh 

pimpinan Mahkamah Agung.Jika DPR tidak dapat bersidang, Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 

Berikut adalah Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden:  

a. Sumpah Presiden (Wakil Presiden):  

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-

baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 

dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-

lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” 

b.  Janji Presiden (Wakil Presiden):  

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban 

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- 

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan 

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 

Bangsa. 

Ketentuan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur 

dilaksanakan sebagai berikut diantaranya: 

1. Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota 

negara. 

2. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. 

3. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan 

Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri. 

4. Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan 

tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap 

dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan. 

5. Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan 

tetap, atau mengundurkan diri, calon Gubernur terpilih tetap dilantik 

menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan. 
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6. Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih 

ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang 

bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil 

Gubernur. 

7. Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih 

ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan 

tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat 

itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil 

Gubernur. 

8. Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih 

ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang 

bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil 

Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau 

Wakil Gubernur. 

9. Ketentuan lain mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur diatur dalam Peraturan Presiden. 

Ketentuan Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD 

Provinsi terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Tahapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota dimulai dari pengesahan pengangkatan pasangan calon oleh 

Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan 

calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota, pengucapan sumpah/janji yang 

dipandu oleh pejabat yang melantik, dan pelantikan oleh Gubernur/Wakil 

Gubernur atau wakil pemerintah.  

Ketentuan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya: 

1. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ 

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam 

waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul 

dan berkas diterima secara lengkap. 



 

288 
 

2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya 

dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon 

terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan. 

Ketentuan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya: 

1. Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum 

memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji 

yang dipandu oleh pejabat yang melantik. 

2. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi 

kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan 

bangsa.” 

3. Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota memegang 

jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 

untuk satu kali masa jabatan. 

Ketentuan tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota, diantaranya: 

1. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik 

oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. 

2. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur. 

3. Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya, Menteri mengambil alih kewenangan 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
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4. Dalam hal calon Bupati dan calon Walikota terpilih meninggal dunia, 

berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan 

calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan 

Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan. 

5. Dalam hal calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota terpilih 

meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon 

Bupati dan Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Bupati, dan 

Walikota meskipun tidak secara berpasangan. 

6.  Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil 

Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, 

yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau 

Wakil Bupati/Wakil Walikota. 

7. Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil 

Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, 

yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, dan/atau 

calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga 

diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota, dan/atau calon 

Wakil Bupati/Wakil Walikota. 

8. Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil 

Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat 

pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, 

dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga 

diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. 

9. Ketentuan lain mengenai tata cara pelantikan Bupati/Walikota, 

dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur dalam Peraturan 

Presiden. 

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/ 

Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Ketentuan pengaturan pemilu lanjutan disusun sebagai berikut 

diantaranya: 
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1. Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, 

gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang 

mengakibatkan sebagian tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat 

dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. 

2. Pelaksanaan Pemilu lanjutan dimulai dari tahap pelaksanaan Pemilu 

yang terhenti. 

Pemilu lanjutan merupakan Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang 

terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. 

Ketentuan pengaturan pemilu susulan disusun sebagai berikut 

diantaranya: 

1. Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan 

keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan 

seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, 

dilakukan Pemilu susulan. 

2. Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan 

pelaksanaan Pemilu. 

Pemilu susulan merupakan Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan 

Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan penetapan pemilu 

lanjutan dan pemilu susulan yang berdampak pada penundaan pemilu 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya: 

1. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada 

penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. 

2. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh: 

a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan 

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan; 

b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan 

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan; 

c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan 

pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; 

atau 

d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan 

Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi. 

3. Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat 
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puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat 

menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu 

lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas 

usul KPU. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu 

pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur 

dalam Peraturan KPU. 

 

BUKU KEEMPAT: PELANGGARAN PEMILU 

 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dilakukan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut diantaranya: 

1. Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan 

laporan pelanggaran Pemilu. 

2. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas 

TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. 

3. Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan 

pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 

Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu. 

4. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling 

sedikit memuat: 

a. nama dan alamat pelapor; 

b. pihak terlapor; 

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan 

d. uraian kejadian. 
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5. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran 

Pemilu. 

6. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. 

7. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti 

kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 

(tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. 

8. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak 

lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama  14 

(empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan 

diregistrasi. 

Temuan dan laporan pelanggaran yang dimaksud dalam pemilu antara lain: 

a.  pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan 

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

kepada DKPP; 

b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan 

kewenangan masing-masing; dan 

c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang 

bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak 

pidana Pemilu: 

1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan 

kewenangan masing-masing; dan/atau 

2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan 

pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu. 

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran 

terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau 

janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. 

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP. 

Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh 

DKPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP. 

Adapun ketentuan mengenai penegakkan kode etik penyelenggara 

pemilu diatur sebagai berikut diantaranya: 

1. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara 

Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih 

dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. 

2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap 

pengaduan.  

3. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 

5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. 

4. Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi 

panggilan pertama, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari 

sebelum melaksanakan sidang DKPP. 

5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan 

Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang 

dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan 

putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. 

6. Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak 

dapat menguasakan kepada orang lain. 

7. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat 

menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP. 

8. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan 

alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP. 
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9. Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di 

hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat 

bukti lainnya. 

10. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau 

verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan 

keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. 

11. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat 

pleno DKPP. 

12. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau 

pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu. 

13. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. 

14. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. 

DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa 

dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. Tim 

pemeriksa daerah mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim pemeriksa daerah mempunyai 

kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS. Tim pemeriksa daerah unsur 

keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, 

dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Pengambilan putusan terhadap 

pemeriksaan dilakukan dalam rapat pleno DKPP. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP. 

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata 

cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. 

Pelanggaran administratif yang dimaksud  tidak termasuk tindak pidana 

Pemilu dan pelanggaran kode etik. Adapun pengaturan mengenai 

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya: 

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, 

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. 
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2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat 

rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif 

Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. 

3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. 

4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan 

pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. 

5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus 

penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. 

6. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: 

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau 

mekanisme sesuai dengan ketentuanper aturan perundang-

undangan; 

b. teguran tertulis; 

c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini. 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 

putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. 

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu secara 

terstruktur, sistematis, dan masif, bawaslu menerima, memeriksa, dan 

merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan harus dilakukan secara 

terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan 

keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa 
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sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.  

Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan 

Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat 

mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. 

Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif 

Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan 

Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU, KPU wajib menetapkan 

kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. 

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau 

PesertanPemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyelesaian pelanggaran administratif  pemilu diatur dengan  

peraturan Bawaslu. 

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta 

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan penanganan 

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

diantaranya: 

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima 

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

2. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh 

calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. 

3. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara 

tertulis dan paling sedikit memuat: 
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a. nama dan alamat pemohon; 

b. pihak termohon; dan 

c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan 

KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. 

4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, 

keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota 

yang menjadi sebab sengketa. 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu diatur berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut diantaranya: 

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang 

menyelesaikan sengketa proses Pemilu. 

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan 

memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak 

diterimanya permohonan. 

3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: 

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa 

proses Pemilu; dan 

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. 

4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan 

sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. 

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu 

merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan 

terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi Partai 

Politik Peserta Pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan Pasangan 

Calon. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh 

Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan 

upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Seluruh proses 

pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang 
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terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam 

Peraturan Bawaslu. 

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara 

meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu 

antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 

atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan 

KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses Pemilu) merupakan sengketa yang 

timbul antara: 

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilu; 

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; 

c. KPU dan calon anggota DPR yang dicoret dari daftar calon tetap 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan 

Daftar Calon Tetap; 

d. KPU Provinsi dan calon anggota DPD yang dicoret dari daftar calon 

tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang 

Penetapan Daftar Calon Tetap; 

e. KPU Provinsi dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU 

Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon; 

f. KPU Provinsi dan calon anggota DPRD Provinsi yang dicoret dari daftar 

calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi 

tentang Penetapan Daftar Calon Tetap; 

g. KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lolos verifikasi sebagai 

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang 

Penetapan Pasangan Calon; dan 
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h. KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 

dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon 

Tetap. 

Adapun tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui 

Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya: 

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke 

pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di 

Bawaslu telah digunakan. 

2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. 

3. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat 

memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara. 

4. Apabila dalam waktu penggugat belum menyempurnakan gugatan, 

hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 

5. Terhadap putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum. 

6. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan s 

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan 

lengkap. 

7. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta 

tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. 

8. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara 

paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu 

dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan 

hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara. Hakim khusus 

majelis khusus Pemilu ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim khusus  adalah hakim yang 

telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali 

apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya 

telah mencapai 3 (tiga) tahun. Hakim khusus selama menangani sengketa 

tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, 
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mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim khusus harus menguasai 

pengetahuan tentang Pemilu. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim 

khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. 

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan: 

1. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai penetapan 

perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

2. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR mengenai penetapan 

perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR; 

3. Calon Anggota DPR mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

Anggota DPR; 

4. Calon Anggota DPD mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

anggota DPD; 

5. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai penetapan 

perolehan suara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; 

6. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi mengenai 

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi; 

7. Calon Anggota DPRD Provinsi mengenai penetapan perolehan suara 

hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi; 

8. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; 

9. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota mengenai 

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota; 

dan 

10. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan 

suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu adalah perselisihan 

penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan hasil 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai 

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adapun Tata Cara 
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Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu diantaranya: 

1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ 

Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah 

Konstitusi. 

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta 

Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD 

Provinsi, pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ 

Kota mengajukan permohonan paling lama 3 x 24 (enam kali dua puluh 

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu. 

3. Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat 

memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan. 

4. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu paling lama 14 

(empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

5. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

6. Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan 

suara kepada: 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

b. Presiden; 

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 
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d. Pasangan Calon; dan 

e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan 

calon. 

7. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perselisihan hasil pemilu diatur 

dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. 

Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu. Pemantau 

Pemilu meliputi: (a) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan 

atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau 

pemerintah daerah;(b) lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri; (c) 

lembaga pemilihan luar negeri; dan (d) perwakilan negara sahabat di 

Indonesia. Adapun Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu 

diantaranya: 

1. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: 

a. bersifat independen; 

b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan 

c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah 

pemantauannya. 

2. Khusus pemantau dari luar negeri selain memenuhi persyaratan diatas  

harus memenuhi persyaratan: 

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau 

Pemilu di negara lain, yangdibuktikan dengan surat pernyataan 

dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari 

pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah 

melakukan pemantauan; 

b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri; dan 

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

3. Adapun tata cara menjadi pemantau pemilu diantaranya: 

a. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan 

pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang 
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disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota.sosialisasi Pemilu; 

b. Pemantau Pemilu mengembalikan formulir registrasi kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: 

1) profil organisasi/lembaga; 

2) memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau 

pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum 

yayasan atau badan hukum perkumpulan; 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga; 

4) nama dan jumlah anggota pemantau; 

5) alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah; 

6) rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang 

ingin dipantau; dan 

7) nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung 

jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru. 

c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu. 

d. Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda 

terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat 

akreditasi. 

e. Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan 

administrasi, pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang 

melakukan pemantauan Pemilu. 

f. Khusus pemantau yang berasal dan perwakilan negara sahabat di 

Indonesia, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi 

Menteri Luar Negeri. 

g. Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur 

dalam Peraturan Bawaslu. 

 Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah 

pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan 

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.tidak 

terlibat dalam pemenangan Peserta Pemilu. Pemantau Pemilu yang 
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melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan 

persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-

masing. Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari 

satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan 

Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-

masing. Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan 

oleh Bawaslu. 

Tanda pengenal pemantau Pemilu dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang 

bersangkutan. Tanda pengenal pemantau Pemilu dikeluarkan oleh Bawaslu. 

Tanda pengenal terdiri atas: (a) tanda pengenal pemantau asing biasa; dan 

(b) tanda pengenal pemantau asing diplomat.  

 Pada tanda pengenal pemantau Pemilu dimuat informasi tentang: 

a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas; 

b. nama anggota pemantau yang bersangkutan; 

c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan; 

d. wilayah kerja pemantauan; dan 

e. nomor dan tanggal akreditasi. 

Tanda pengenal digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan 

Pemilu. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal 

pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu. Pemantau Pemilu 

mempunyai hak: 

a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah 

Indonesia; 

b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan 

Pemilu; 

c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS; 

d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan 

pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. 

Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang 

berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan 
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tugas sebagai pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban: 

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu; 

c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai 

dengan wilayah kerja pemantauan; 

d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; 

e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; 

f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta 

tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan; 

g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; 

h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; 

i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; 

j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang 

dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten /Kota. 

Pemantau Pemilu dilarang: 

a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu; 

b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; 

c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu; 

d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu; 

e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan 

kesan mendukung Peserta Pemilu; 

f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun 

dan atau kepada Peserta Pemilu; 

g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan 

dalam negeri Indonesia; 

h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya 

selama melakukan pemantauan; 
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i. masuk ke dalam TPS; dan/atau 

j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai 

pemantau Pemilu. 

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut 

status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu. Pelanggaran 

oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan dilaporkan kepada 

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dalam hal pelanggaran 

atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan 

terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. 

Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh 

pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan 

haknya sebagai pemantau Pemilu. Pelanggaran atas kewajiban dan 

larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh 

pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia 

menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing 

setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor 

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.  

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur 

dalam peraturan Bawaslu. 

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: (a) sosialisasi Pemilu; (b) 

pendidikan politik bagi Pemilih; (c) survei atau jajak pendapat tentang 

Pemilu; dan (d) penghitungan cepat hasil Pemilu. Bentuk partisipasi 

masyarakat dengan ketentuan: 

a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan 

Peserta Pemilu; 

b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; 
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c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; 

dan 

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan 

Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. 

 

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan 

politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta 

penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur 

oleh KPU. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu 

dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Pelaksana kegiatan penghitungan 

cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Pelaksana kegiatan 

penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang 

digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan 

merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu. Pengumuman prakiraan basil 

penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam 

setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. 

Pelanggaran terhadap ketentuan  mengenai pemantauan pemilu merupakan 

tindak pidana Pemilu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam 

Peraturan KPU. Partisipasi masyarakat yang melanggar ketentuan dicabut 

status dan haknya oleh KPU. 

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan 

melalui media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga 

penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberitaan, 

penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan dalam rangka 

penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada 

masyarakat. Pesan Kampanye Pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar, 

tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, 

karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui 

perangkat penerima pesan. Media massa cetak, media daring, media sosial, 

dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan 

mengiklankan Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam 
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Kampanye Pemilu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan 

lembaga penyiaran selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, 

rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada. 

kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan 

Peserta Pemilu. 

 

BUKU KELIMA: SANKSI 

Bentuk sanksi administratif untuk penyelenggara pemilu terdiri atas 

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. 

Bentuk sanksi administratif untuk peserta pemilu terdiri atas peringatan 

tertulis, pengurangan dukungan, pembatalan sebagai peserta pemilu, 

pembatalan pencalonan, dan pembatalan kampanye. 

Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan konsultasi 

publik dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan 

daerah pemilihan Pemilu DPR dikenai sanksi peringatan sampai 

pemberhentian oleh DKPP. Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota KPU 

Provinsi yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan 

daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi dikenai sanksi administrasi berupa 

peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU. Ketua KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak 

melakukan konsultasi publik  dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu 

DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi peringatan tertulis sampai 

pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi. 

Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan verifikasi 

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nasional dikenai peringatan tertulis 

sampai pemberhentian oleh DKPP. Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota 

KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta 

Pemilu Daerah dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian 

oleh KPU. 

Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota 

yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan untuk proses 

pemutakhiran daftar pemilih dikenai sanksi peringatan tertulis sampai 

pemberhentian oleh KPU Provinsi. Pantarlih, PPS, dan PPK yang tidak 
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membantu KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data 

pemilih pemilu dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU 

Kabupaten/Kota. PPLN yang tidak membantu KPU dalam melakukan 

pemutakhiran data pemilih pemilu di luar negeri dikenai sanksi peringatan 

sampai pemberhentian oleh KPU. PPS dan PPK yang tidak memperbaiki 

daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat 

dan peserta pemilu dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh 

KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU 

Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk 

potensial pemilih pemilu dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian 

oleh KPU Provinsi. Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan 

pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri dikenai 

sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.  

Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Provinsi yang tidak 

melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu dikenai sanksi peringatan 

sampai pemberhentian oleh KPU. Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang 

tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu dikenai sanksi 

peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP. Ketua KPU Kabupaten/Kota 

dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memberikan salinan 

daftar pemilihkepada perwakilan partai politik di tingkat kabupaten/kota 

dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi. 

Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan daftar 

pemilih di laman KPU sehingga dapat dilihat dan diberikan masukan oleh 

masyarakat dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh 

KPU. Ketua PPK dan PPS dan/atau anggota PPK dan PPS  yang tidak 

menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran 

pemilih dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU 

Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU 

Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan 

masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih dikenai sanksi peringatan 

tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi. 

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 
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benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang 

diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak dua belas juta 

rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 

benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah 

tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon 

Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon 

Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama enam tahun dan 

denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak tujuh 

puluh dua juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 

benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan 

calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon 

perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon perseorangan 

Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit 

dua belas juta rupiah dan paling banyak tiga puluh enam juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang 

yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan 

untuk tujuan pencalonan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

tiga tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit tiga puluh 

enam juta rupiah dan paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu 

surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh 

orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama enam tahun dan 

denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak tujuh 

puluh dua juta rupiah. Setiap orang yang tidak terdaftar atau mendaftarkan 

diri sebagai pelaksana kampanye melakukan kampanye dipidana dengan 
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pidana penjara selama satu tahun penjara dan denda paling banyak dua 

belas juta rupiah. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau 

mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan 

Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan 

denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Setiap pelaksana Kampanye 

yang melanggar larangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan denda paling sedikit enam juta rupiah dan paling banyak dua 

puluh empat juta rupiah. Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan 

fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja 

melanggar ketentuan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan denda paling banyak enam juta rupiah. Setiap aparatur sipil 

negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling 

banyak dua belas juta rupiah. 

Setiap Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/ kelurahan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling 

banyak delapan belas juta rupiah. Dalam hal tindak pidana dilakukan 

karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Setiap peserta atau 

pelaksana Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh 

empat juta rupiah. 

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada 

seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, 

kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling 

sedikit enam juta rupiah dan paling banyak dua belas juta rupiah. 

Setiap orang yang membantu pemilih disabilitas memberikan suara 
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dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih disabilitas tersebut 

kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama  satu 

tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Setiap orang yang 

merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan 

suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua 

belas juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain 

kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling paling 

lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah. 

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

PPLN yang dengan sengaja menghilangkan atau mengubah berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara  dipidana  dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta 

rupiah. Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih 

setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana 

kurungan paling singkat satu tahun dan penjara paling lama tiga tahun 

dan denda paling sedikit enam juta rupiah dan paling banyak tigapuluh 

enam juta rupiah. Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

PPK dan PPS, dan PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan 

dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat 

masukan dari masyarakat, Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon 

dan/atau calon diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun 

dan denda paling banyak enam juta rupiah. Setiap Anggota KPU, KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja 

membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon 

atau calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit 

enam juta rupiah dan paling banyak tiga puluh enam juta rupiah. Setiap 

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal 
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KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai 

Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dengan sengaja melakukan tindak 

pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh 

empat juta rupiah. 

Setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada setiap orang yang memiliki hak pilih  

baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan 

hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai 

Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota tertentu, memilih calon Anggota DPD tertentu, 

memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu atau memilih 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana kurungan paling 

lama tiga tahun,  pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan 

dipilihnya pada pemilu berikutnya, dan denda paling banyak tiga puluh 

enam juta rupiah. 

Setiap orang yang memiliki hak pilih meminta secara aktif uang dan/ 

atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung ataupun tidak 

langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak 

pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga 

surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, calon Anggota 

DPD, calon Anggota DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

tertentu, atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

tertentu, dipidana kurungan selama tiga tahun dan pidana tambahan 

dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya. 

Setiap orang yang mengeluarkan atau menerima dana Kampanye 

melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas dipidana 

dengan pidana penjara paling paling singkat satu tahun dan paling lama 
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tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak 

lima miliar rupiah. Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye 

yang tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan 

khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening 

khusus dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

satu tahun dan paling lama empat tahun dan denda sebanyak tiga kali dari 

jumlah sumbangan yang diterima. Setiap Peserta Pemilu dan/atau 

Pelaksana Kampanye yang menerima, menggunakan, tidak melaporkan 

dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan dana kampanye 

kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada 

kas negara paling lambat empat belas hari setelah masa Kampanye Pemilu 

berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda 

paling banyak lima miliar rupiah. Setiap Peserta Pemilu dan/atau 

Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye dari 

sumber yang dilarang dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Setiap Peserta Pemilu 

dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak melaporkan laporan dana 

kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan 

denda paling banyak dua belas juta rupiah. 

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja 

mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk 

kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Setiap perusahaan 

pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan 

keutuhan surat suara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak 

sepuluh miliar rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan 

melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang 

menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan 

pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu 

tahun dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit enam juta 
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rupiah dan paling banyak dua puluh empat juta rupiah. Setiap orang yang 

dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan denda 

paling sedikit dua puluh empat juta rupiah dan paling banyak enam puluh 

juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau 

menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau 

perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat puluh 

delapan juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat 

pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau 

memberikan suaranya lebih dari satu kali di  satu TPS atau lebih dipidana 

dengan pidana penjara paling lama  satu tahun enam bulan dan denda 

paling banyak delapan belas juta rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil 

pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling 

sedikit dua belas juta rupiah dan paling banyak tiga puluh enam juta 

rupiah. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau 

hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima juta 

rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil 

penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima 

tahun dan denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak 

satu miliar rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, 

dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan 

suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan 

pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar 

rupiah. 

Setiap pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan 
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penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil 

penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak delapan 

belas juta rupiah. Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil 

penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun dan 

denda paling sedikit enam juta rupiah dan paling banyak delapan belas juta 

rupiah. 

KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan 

perolehan hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 

setiap Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima 

tahun dan denda paling sedikit dua puluh empat juta rupiah dan paling 

banyak enam puluh juta rupiah. 

Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja 

mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden 

sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima 

tahun dan denda paling sedikit dua puluh lima miliar rupiah dan paling 

banyak lima puluh miliar rupiah. Pimpinan Partai Politik atau gabungan 

pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau 

Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan 

pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan denda 

paling sedikit dua puluh lima miliar rupiah dan paling banyak lima puluh 

miliar rupiah. 

Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja 

mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai 

dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama enam tahun dan 

denda paling sedikit lima puluh miliar rupiah dan paling banyak seratus 

miliar rupiah. Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang 

dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah 
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ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara 

putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun 

dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit lima puluh miliar 

rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Setiap pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, 

atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dengan sengaja 

mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai 

dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling 

sedikit dua puluh lima miliar rupiah dan paling banyak lima puluh miliar 

rupiah. 

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum dan/atau 

dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan menghilangkan hak 

seseorang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, calon Anggota DPR, 

calon Anggota DPD, calon Gubernur atau Wakil Gubernur, calon Anggota 

DPRD Provinsi, calon Bupati atau Wakil Bupati, dan calon Walikota atau 

Walikota, atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama enam tahun dan 

denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak tujuh 

puluh dua juta rupiah. Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait 

dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat satu tahun penjara atau paling lama 

lima tahun penjara dan denda paling sedikit dua belas juta rupiah dan 

paling banyak tiga puluh enam juta rupiah. 

Setiap Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan 

Anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan 

terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling 

lama enam tahun dan denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan 

paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Setiap Anggota PPS, Anggota 

PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang dengan 

sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon 

perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana 



 

318 
 

dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama enam 

tahun dan denda paling sedikit tiga puluh enam juta rupiah dan paling 

banyak tujuh puluh dua juta rupiah. 

Setiap partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, 

menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk 

apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden, dan calon Anggota DPR dipidana denda paling  sedikit 

sepuluh miliar rupiah dan paling banyak lima puluh miliar rupiah. Setiap 

partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, menerima, 

atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun 

untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dipidana denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah dan 

paling banyak lima puluh miliar rupiah. 

Setiap orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, 

dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak 

mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota 

DPR, dan calon Anggota DPD dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat tiga tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit 

sepuluh miliar rupiah dan paling banyak lima puluh miliar rupiah. Setiap 

orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau 

imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD 

Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 

Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama enam tahun dan 

denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah dan paling banyak lima puluh 

miliar rupiah. 
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BUKU KEENAM: KETENTUAN LAIN-LAIN 

Dalam buku ini diatur mengenai konsekuensi bahwa pengaturan 

dalam undang-undang  ini berlaku juga untuk daerah Provinsi Aceh, 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak 

diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri. Kemudian diatur juga bahwa 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota 

DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara 

serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024 berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Lebih lanjut diatur bahwa Pemilu Daerah pertama diselenggarakan 

pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima 

tahun sekali. Sementara itu Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada 

tahun 2029, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun 

sekali. 

Hal berikutnya yang diatur yaitu Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, dan Anggota DPD hasil Pemilu pada tahun 2024, jabatannya 

berakhir sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 

DPR, dan Anggota DPD hasil Pemilu Nasional secara serentak pada tahun 

2029. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah pada bulan Desember tahun 2020 berakhir masa 

jabatannya pada tahun 2025. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota digantikan oleh penjabat 

untuk sementara sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027. Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2022, 

masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027. Gubernur dan Wakil 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2023, 

masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027. Anggota DPRD 

Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak pada 

tahun 2024, masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Anggota 

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah 

secara serentak pada tahun 2027. Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota 

DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah secara serentak pada 

tahun 2027, masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

hasil Pemilu Daerah pada tahun 2032 dan untuk selanjutnya 

diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, dan Anggota DPD hasil Pemilu Nasional secara serentak pada 

tahun 2029, masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Presiden 

dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD hasil Pemilu Nasional 

secara serentak pada tahun 2034 dan untuk selanjutnya diselenggarakan 

setiap lima tahun sekali. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat tidak sampai satu 

periode, diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan 

yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Anggota 

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjabat tidak 

sampai satu periode, diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan 

jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu 

periode. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat 

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 

pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat 

penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 

pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai masa peralihan penyelenggaraan Pemilu Daerah dan Pemilu 

Nasional diatur dengan Peraturan KPU. 

Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyelenggarakan Pemilu 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, 

Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara 

serentak pada tahun 2024, berakhir masa jabatannya sampai dengan 

terpilihnya  anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang baru hasil seleksi yang 

dilakukan oleh DPR. Anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota 

DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara 

serentak pada tahun 2024, berakhir masa jabatannya sampai dengan 

terpilihnya anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru hasil seleksi masing-masing. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan  

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Teori dan praktik mengenai Pemilihan Umum 

Sistem pemilu proporsional yang dikembangkan saat ini tetap 

dapat mengembangkan keragaman perwakilan dalam partai-partai 

yang terlibat di dalamnya. Tetapi harus dijaga agar jangan sampai 

sistem kepartaian yang ada bukan mengarah keragaman secara 

ekstrim, tetapi harus dilakukan secara moderat. Untuk itu 

pemberlakuan ambang batas parlemen 5 persenn dengan besaran 

kursi per dapil 8-10 kursi, baik di DPR maupu n DPRD bisa menjadi 

menjadi alternatif bagi sistem presidensil yang efektif. Ini menjadi 

catatan karena sistem pemilu menjadi basis bagi arah sistem 

pemerintahan yang dikembangkan. Untuk itu pemaksaaan 

pemberlakuan parlemen treshod berlebihan justru harus dihindari 

sebagai bentuk koherensinya dengan kebebasan politik di tingkat 

pendirian dan eksistensi kepartaian. Sekaligus sistem proporsional 

daftar terbuka yang menegaskan pada peran partai dalam penentuan 

callon terpilih diharapkan dapat memperkuat hubungan presiden 

beserta jajaran kabinet pemerintahannya terhadap badan legislatif, 

baik DPR maupun DPD, di tingkat pusat dapat terhindar dari 

kebuntuan pengambilan kebijakan atau pemerintahan yang terbelah. 

Sedangkan untuk tingkat pemerintahan daerah,  pemilu anggota 

DPRD baik provinsi maupun  kabupaten/kota yang sejalan dengan 

masing-masing pilkada di tingkatannya, menjadi konstruksi yang kuat 

bagi hidupnya isu-isu lokal agar jangan sampai “ditelan” oleh isu 

nasional. 

Pembenahan Sistem Pemilu memiliki konsekuensi bagi 

reformasi kepartaian di Indonesia. Ini catatannya adalah: Pertama, 

menyiapkan (kaderisasi), menyeleksi, dan menawarkan calon 
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pemimpin kepada rakyat melalui pemilu. Calon pemimpin yang 

ditawarkan kepada rakyat melalui pemilu dan pilkada merupakan 

produk dari kaderisasi yang berjenjang dan hasil seleksi dari kader 

partai yang telah mencapai paripurna. Untuk itu ke depan, penting 

dipertimbangkan pola demokrasi internal partai dan mulai bertahap 

dilakukannya pemilihan ala konvensi internal partai secara berjenjang 

di setiap organisasi kepengurusan guna menyiapkan kaderisasi dan 

menampilkan calon-calon pemimpinnya yang berkualitas. 

 

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai Pemilihan Umum dalam 

peraturan perundang-undangan terkait   

Ketika muncul gagasan bahwa Pemilu kedepan akan 

dilaksanakan dalam bentuk Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang 

selaras dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh MK dalam 

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, maka diperlukan sinkronisasi 

dan harmonisasi dengan sejumlah pengaturan terkait. Sinkronisasi 

dan harmonisiasi ini penting dilakukan karena pada saat ini 

pengaturan Pemilu dan Pilkada masih terpisah. Dalam kondisi 

eksisting sekarang pelaksanaan Pemilu masih menggunakan UU 

tentang Pemilu dan Pilkada dengan UU tentang Pilkada yang memiliki 

2 (dua) undang-undang perubahannya. Dengan beragamnya 

perkembangan hukum yang ada maka diperlukan sinkronisasi 

dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dalam 

hal ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait tersebut penting 

untuk menjadi pijakan awal agar tercapai harmonisasi pengaturan 

untuk mewujudkan gagasan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. 

 

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang 

Pemilihan Umum 

a. Landasan Filosofis 

Dari sisi landasan filosofis, sejatinya upaya pembentukan RUU 

tentang Pemilihan Umum ini berasal dari mandat pelaksanaan 

Pemilu yang ada di UUD NRI Tahun 1945 yakni mulai dari 

Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 22E. Selain itu terdapat pula 

Pilkada yang mandat konsitusionalnya diberikan dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan bernegara adalah 

mewujudkan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya dan oleh 

karena itu melalui sejumlah evaluasi dan proses pematangan 

demokrasi yang cukup panjang muncul gagasan pada saat ini 

untuk melakukan penyatuan Pemilu yakni Pemilu Daerah dan 

Pemilu nasional. Penyatuan Pemilu ini diyakini akan 
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memberikan dampak yang signifikan demi mewujudkan tujuan 

bernegara tersebut. 

 

b. Landasan Sosiologis 

Dari sisi landasan sosiologis, sebagaimana kita ketahui 

walaupun pelaksanaan Pemilu 2019 secara umum dapat 

dibilang baik-baik saja, namun banyak hal yang perlu untuk 

diperbaiki. Baik skema maupun konsep keserentakan Pemilu 

2019 kemarin menujukkan kekurangsiapan dari berbagai sisi. 

Hal yang paling melekat dalam ingatan kita adalah banyaknya 

korban yang berjatuhan dari sisi penyelenggara Pemilu 

terutama KPPS. Hal ini menujukkan bahwa betapa 

penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019 kemarin memerlukan 

evaluasi yang mendalam karena rentan terulang kembali 

bilamana negara tidak menyadari betapa pentingnya reformasi 

pengaturan sedini mungkin. Agar menghindari kejadian yang 

serupa nantinya di tahun 2024 nantinya, maka pengaturan 

Pemilu perlu dipersiapkan sedini mungkin guna nantinya 

mewujudkan hasil yang terbaik. 

 

c. Landasan Yuridis  

Dari sisi landasan yuridis, sebagaimana kita ketahui bahwa 

pengaturan Pemilu yang ada saat ini merupakan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dampak dari 

putusan MK ini adalah dibentuknya UU tentang Pemilu yang 

menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu. Begitupun 

Pilkada yang sudah terselenggara selama ini yakni di tahun 

2015, 2017, 2018, dan nanti di tahun 2010 ini dengan 

landasan hukumnya UU tentang Pilkada yang memiliki 2 (dua) 

undang-undang perubahan. Adapun dalam pertimbangan 

hukum yang diberikan oleh MK dalam Putusan MK No. 

55/PUU-XVII/2019 yakni gagasan menggabungkan Pilkada dan 

Pemilu dalam bentuk Pemilu Daerah dan Pemilu nasional. 
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Tindaklanjut dari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 maka 

perlu dilakukan penyusunan undang-undang, oleh karena itu 

penting kiranya dilakukan penyusunan naskah akademik 

dalam rangka membentuk draf rancangan undang-undang 

tentang Pemilu in. Tentunya beragam peraturan perundang-

undangan yang terkait juga perlu dikaji agar tida menimbulkan 

disharmoni pengaturan. 

 

4. Materi muatan dari RUU tentang Pemilihan Umum 

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah 

sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemilu dengan konsep 

Pemilu nasional dan Pemilu Daerah. Dalam konsep Pemilu 

nasional nantinya akan diselenggarakan Pemilu untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, dan 

memilih anggota DPD. Sedangkan dalam konsep Pemilu Daerah 

nantinya akan diselenggaran Pemilu untuk memilih anggota 

DPRD berbarengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah.  

Arah pengaturan undang-undang ini adalah agar Pemilu 

sebagai jalan konstitusional untuk pengisian jabatan dapat 

event demokrasi yang sehat. Dalam konsep ini arahnya 

pengisian jabatan akan selesai secara bertahap hal ini 

dikarenakan agar konsolidasi pengisian jabatan selesai untuk 

setiap level pengaturan yakni dari pusat lalu baru daerah. 

Dengan demikian hiruk pikuk Pemilu yang tercampur seperti 

selama ini kita rasakan akan berubah. Dampaknya adalah 

membawa mau tak mau pemerintahan daerah nantinya akan 

tercipta keselarasan dengan pusat sebagai perpanjangan tangan 

dari pemerintah pusat. 

 

B.   Saran 

    Atas beberapa simpulan di atas dapat disimpulkan bahwa 

diperlukan untuk dibentuk RUU tentang Pemilihan Umum. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

D. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. 
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Supriyanto, Didik (ed). Naskah Akademik RUU Tentang Pemilihan Umum, 

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang Undang Pemilu. Yayasan 

Perludem, Jakarta Selatan, 2011. 

United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”. 

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Yayasan 

Perludem, 2016.  

 


